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MOTTO:

Sesungguhnya dalam Penciptaan Langit
dan Bumi, dan Silih Bergantinya Malam
Siang Terdapat Tanda-Tanda bagi Orang
yang Berpikir,

(Qs. Ali-Imran, 190)

Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada
Kemudahan, Maka Apabila Kamu Telah
Selesai (Dari Sesuatu Urusan) Kerjakanlah
dengan Sungguh-Sungguh (Urusan) Yang Lain.
{Qs. Alam Nasyrah, 6-7)

PERSEMBAHAN :

e Bapak - Ibu tercinta atas segala doa
dan restunya

Isteriku Ernawati tercinta
Saundara-sandaraku yang tersayang
Sahabat-sahabat dan handai tanlan
Kejaksaan Republik Indonesia
Almamater
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ABSTRAK

Penulisan Tesis yang berjudul "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI ini, didasari pada
permasalahan bagaimanakah formulasi kebijakan penanggulangan tindak pidana
Korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?, dan sejauhmanakah
kebijakan legislatif mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi dapat
diterapkan dalam proses peradilan pidana ?.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat
merugikan masyarakat, sehingga diperlukan usaha vyang tepat untuk
menanggulanginya, Salah satu usaha penanggutangan findak pidana korupsi
adatah melalui kebijakan huium pidana, disamping kebijakan sosial {ainnya karena
tindak pidana korupsi sangat kompleks parmasalahannya. Kebijakan hukum
pidana yang dilakukan melalui serangkaian proses kebijakan legislatif,
kebijakan aplikatif maupun kebijakan eksekutif, Kebijakan legislatif merupakan
langkah awal yang mempunyai kedudukan strategis dalam upaya menhanggulangi
tindak pidana korupsi.

Kebijakan legislatif dalam UUTPK “99* mengalami perkembangan yang
meliputi perumusan tindak pidana korupsi, sistem pidana dan pemidanaan maupun
pertanggungjawabannya. Perikembagan tersebut dapat dilihat dalam perumusan
mengenal penegasan pengertian pegawai negeri, keuangan negara dan
perekonomian negara, pengertian melawan hukum dan rumusan delik formi,
termasuk tidak adanya pembedaan kualifikasi delik berupa: kejahatan dan
pelanggaran. Perumusan tindak pidana korupsi dalam UUTPK "98° febih menjaring
segala bentuk tindak pidana korupsi yang terbagi datam beberapa tipe atau jenis
tindak pidana korupsi. Sedangkan dari segi sistem pemidanaannya, maka terfihat
adanya perubahan mengenai perumusan ancaman maksimum khusus dan
minimum khusus, perumusan sistem absolt, pidana mati yang merupakan
pemberatan pidana serta adanya pidana tambahan bagi korporasi yang dijadikan
subjek hukum pidana. .

Penerapan terhadap UUTPK “99" ternyata dalam praktelmya terjadi
kendala atau permasalahan yang dapat menggangu proses penegakan hukum,.
Kendala atau permasalahan tersebut meliputi polemik penerapan Pasal 1 Ayat {2)
KUHP sehubungan tidak adanya aturan peralihan dan tidak adanya kepastian
lembaga penyidik tindak pidana korupsi, karena dimungkinkan. lebih dari saty
penyidilc tindak pidana korupsi, sepertl : Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu permasalahan yang terjadi
adalah tidak adanya aturan pelaksanaan pidana penjara pengganti uang pengganti
kerugian negara. ’

Berdasarkan berbagai kendala atau permasalahan tersebut diatas, maka
periu kiranya untuk melakukan perubahan atau pembaharuan hukum baik yang
menyangkut ketentuan perumusan tindak -pidana korupsi maupun ketentuan
penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pembaharuan hukum pidana ini
dilakukan agar dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana Kkorupsl yang
sangat merugikan negara dan masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan dan
ketertiban masyarakat.
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ABSTRACT

This thesis,*The Crimina! Policy in The Prevention of Corruption”, is based
on the problems of how does the policy formulation of laws concerning the
prevention of corruption ? and how far the legisiative policy concerning the
prevention of corruption might be applied in the process of criminai Justice 2.

Corruption is one of the criminal forms, which cost a lot of damages
toward the community, thus it heeds appropriate solution to prevent it. One of the
efforts to prevent corruption is through the criminal policy, besides other social
policy since the fact that corruption has a sophisticated problem. The criminal
policy Is carried out along with a serles of process of the legislative policy, the
applicative policy, and the executive policy. The legisiative policy Is the first step,
which provides a strategic position in the action to prevent the corruption. '

The legislative policy in UUTPK “89" (The Eradication of Corruptlon Crime
Act) has developed it include the formulation of the corruption crimes, the
sentencing systems or its criminal responsibility. This progress might be seen in
the formulation concerning confirmation of the meaning of government officiais, the
state finance, and the economic matters of the country, the meaning of unlawful
and the formulation of formal offense, including the absence of distinction in
qualification of the felonies and misdemeanours. The formulation of corruption
crimes in UUTPK "99* and embraces all kind of corruption crimes which consist of
several lypes or kinds. While in the sentencing systems, we can see the changes
of formulation of the maximum or minimum sentences, the formulation of absolute
system, the death penalty and suplementary penalties for every corporation that
become & subject of criminal faw.

The application of UUTPK "99", in fact, it practically causes or problems
that might disturbed the process of law enforcement. These causes or problems
include the polemic of applying Article 1 and paragraf (2) of the Indonesian
Penal Code, in connection with absence of temporary provision and certainty of
investigating institutions for corruption crimes, because of the possibility for mere
than one Investigating officer of corruption crimes, such as : Police Department,
prosecutor, and Commission Against Corruption Crimes. Besides, the problems
that occured were the absence of compensation for the state damage with
imprisonment to regulation.

Based on the causes or problems mentioned above, it is necessary fo
make changes and penal reform, which according to regulations of formulation of
corruption crimes and law application of corruption crimes. The penal reform was
done in order to be applied to the subjects of corruption crimes that inflict loss on
state and public a lot, so the social welfare and social defence can be reached.
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BAB |

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sejak Prokiamasi Kemerdekaan bangsa indonesia pada tanggal
17 Agustus 1845, Negara Indonesia telah menyatakan kémerdekaannya
darl belenggu penjajah. Semenjak saat tersebut maka munculiah suatu
masyarakat hukum yang bernama Negara Republik indonesia, yaitu suatu

masyarakat yang menentukan sendirt hukum yang berlaku dinegeri i

FPemyataan kemerdekaan inl secara tegas dinyatakan daiém
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa “Atas berkat
rahmat ALLAH Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat

indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Pemyataan ini mengandung amanat dengan bermakna bahwa
bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupannya balik berbangsa,
bernegara dan bermasyarakat adalah bebas sebagai suatu bangsa yang

merdeka. Hal tersebut diatas tidak terlepas darl tujuan politik hukum di

! Satjipto Rahardjo, Huknm dan Perubshan Sosial, Suatu Tinjausn Teoritls Serta

Pengaiamuan-Pengalaman di Indonesls, Alunni, Bandung, 1979, h.116.

T T rpee s ——
L3 75U TA Y e "'-7
_____________ :» - F, Ih'rr’f\{f}

- ., I P }‘

.,



indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaain UUD

1945 yang terdapat cita-cita Negara Indonesia, yaitu :

1. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum,

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

4. lkut memelihara ketertiban dunia.

Berlandaskan hal Ini, maka Negara Indonesia ‘.membentuk‘
pemerintahan dengan menyelenggarakan pembangunan. Pembangunan
pada dasamya merupakan perubahan yang positif. Perubahan ini
direncanakan dan digeralkkan oleh suatu pandangan yang optimis,
berorientasi ke masa depan yang mempunyal tujuan kearah kemajuan serta
memptnyal Keinginan vang kuat untuk memperbalid dan meningkatican taraf
kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan kata lain hakdkat
pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus menerus dan
berkesinambungan  untuk  meningkatkan  kehidupan  masyarakat.
Perkembangan atau perubahan tersebut secara langsung maupun tidak
langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia atau masyarakat.

Pemerintah Indohesia menyelengparakan pemb’éngunan hasional
yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu dan
berlanjut untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam rangka
mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat denhgan bangsa lain

yang telah maju. Pembangunan nasional ini difaksanakan di semua aspek

~



baitk ‘aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanhan
keamanan. |

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan Manusia
Indonesia seutuhnya dan Masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai
masyarakat yang adii, makmur dan sejahtera secara merata materii dan
spirituil. Pembangunan nasional ditujukan untuk memperoleh keselarasan,
keserasian dan kesihambungan balk kemajuan lahitiah, seperti sandang,
pangan dan papan maupun kemajuan batiniah, yaitu rasa aman, bebas dan
merdeka juga jaminan perlindungan hak asast manusia dan keadilan.

Masalah pembangunan nasional ini felah dirumuskan kebijakannnya
dalam Dasar Pemikiran, BAB | Pendahuluan, Ketetapan MPR Rl Nomor
IV/MPR/1899 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2000,
bahwa : |

Tujuan nasional sebagaimana difegaskan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalul pelaksanaan
penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratls
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa,
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalu! pembangunan
nasionatl dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyslengara,
yaitu lembaga tertinggl dan lembaga tinggl negara bersama-sama
segenap rakyat indonesia diseluruh wilayah negara Republik
indonesia. -

Pembangunan naslonal merupakan usaha peningkatan kualitas
manusla, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara
berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan
memanfaatkan kemajuan iimu pengetahuan dan teknalogl serta
memperhatikan  tantangan  perkembangan  giobal.  Dalam
pelaisanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nllal juhur
yang universai untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat,
mandirl, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan
etikanya,



Salah satu baglan pembangunan nasional adalah pembangunan
dibidang hukum, yang dikenal dengan pembaharuan hukum. Pembaharuan
hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini
dilakukan secara menyeiuruh dan terpadu baikl hukum pidana, hukum
perdata maupun hukum administrasi serta juga meliputi hukum formil

| maupun hukum materiiinya.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum atau
mengadakan pembaharuan hukum nasional, maka perlu dipahami dan
dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu
berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan
hidup bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesualkan
dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya harus sejalan dengan tuntutan
reformasi di bidang hulcum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti
perubahan-perubahan dan sedapat mungkin dapat mengesahkan
perubahan-perubahan yang terjadl dalam masyarakat. Hukum bisa
berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa Juga menjadi sarana
untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat®.

Pembangunan' dalam bidang hukum tersebut, yang tidak kalah
pentinghya adalah pembangunan hukum pidana. Pembangunan hukum

pidana int dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mencakup

? Satjipto Raharjdo, Ilmu Hukuim, PT Citra Aditys bakti, Bandung, 1996, h.189.



pembangunan yang bersifat struktural yaltu pembagunan lembaga-lembaga
hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, tetapi harus puia
mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang

merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana

~dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilal-nilal  yang

mempengaruhi berlakunya sistem hukum 2.

Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh bharus meliputi
pembaharuan hukum pidana materiel (strafrecht), hukum bidana formal
atayt hukum acara pidana (strafprozesrecht} dan hukum pelaksaraan
pidana (strafvolistreckungsrecht). Ketiga bidang hukum pidana itu harus
secara bersama-sama diperbaharul, sebab kalau hanya salah satu bidang
saja yang diperbaharui dan yang lain tidak, maka akan menimbulican
kesulitan dalam pelaksanaannya dan tujuan dari pembaharuan tersebut
tidak akan tercapai sepenuhnya®.

Selring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dan
menghadapl era globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan
modernisasi akan menumbuhkan proses sosial dalam tata kehidupan
masyarakat. Adanya perkembangan atau dinamlka masyarakat yang
cukup pesat tersebuf, terdapat faldor-faktor penghambat pembangunan

yang berkembang bersamaan dengan berkembangnya pembangunan.

3 Muladi (I}, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, h.4.
4 Aruan Sakijo dan Bambang Purnomeo, Hukum Pldana, Dasar Aturan Umum, Hukwmn Pidana

Kodifikasl, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 25.
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Adanya perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin
kompieks, tidak dipungkiri pula timbul bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi
secara tradisional menjadi meningkat ke bentuk kejahatan yang
inkonvensional. Oleh karena itu perlu dirumuskan suatu peraturan hukum
yang dapat mengatasi kejahatan yang inkonvesional tersebut.

Muladl mengemukakan °

Pada masa lalu perubahan sosial yang cepat 'akibai modernisasi
sudah dirasakan sebagai sesuatu yang potensial dapat menimbulkan

keresahan dan ketegasan sosial (social unrest and soclal
tension). Perubahan sistem nifai dengan cepat menuntut adanya
norma-norma  kehidupan sosial baru, yang menyibukkan badan
legislatif, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa (In and court)
dan usaha-usaha untuk sosialisasi ketentuan hukum baru.

Hukum dianggap ketinggalan jaman, tidak memenuhi rasa keadilan,
penegak hukum dianggap tidak profesional, kesadaran hukum
merosol, lembaga peradilan didakwa kurang menggali nilai-nilai
masyarakat, diskresi-diskresi muncul secara tidak terkendali, DPR
seringkali dilecehkan, kebebasan hakim dituduh kurang solid,
pragmatisme meningkat, otonomi grofesionai bersaing dengan
regulasi dan legislasi dan sebagainya *.

Bertolak dari pandangan ini, maka perlu adanya suatu politik kriminal
dalam penanggulangan segala macam kejahatan atau tindak pidana,
khususnya tindak pidana korupsi, karena sangat mempengaruhi
pembangunan hasional. Penanggulangan tindak pidana korupsi ini menjadi
sangat penting karena korupsi mempunyai dampak yang sangat merugikan
bagi negara maupun masyarakat luas. Apalagi sekarang ini negara kita

dilanda krisis yang sangat membahayakan dalam kehidupan perekoriomian.

? Whsladi (), Hak Agasi Manusla, Poltlk dan Sistem Peradilan Pidang, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang, 15997, h. 103,



Setiap hegara, baik dalam negara maju maupun negara berkembang
sering membicarakan masalah korupsi ini. Masalah korupsi bukan
masalah baru. Masalah korupsi barang kali telah sama sejarahnya dengan
sejarah manusia itu sendiri. Demikian pula penanggulangannya juga tidak
kurang lamanya dengan sejarah manusia itu sendirl. Tidak ada orang yang
setuju dengan adanya prakiek korupsi ifu, karena sangat bertentangan
dengan nillai-nilai Juhur yang dimllilkd manusia. Sejaraﬁ kuno telah
menunjukkan dan menghancurkan kehidupan masyarakat, seperti di Mesir
kuno, Babilonia, Romawi Kunc dan Yunanl.  Korupsi yang terjadti
menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun rakyat, karena uang
korupsi pada dasarnya merupakan uang dari rakyat. Kejahatan atau tindak
pidana korupsi ini merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan
sangat dibenci oleh sebagian masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat
Indonesia tetapi jugé oleh masyarakat infernasional.

Korupsi tambah membanjii negara yang ekonominya telah
memperlihatkan kinerja yang relatif baik, seperti di Korea selatan, Jepang,
Meksiko dan ltalla. Korupsi sering dijadikan pelfindung politik dan tampak
lebih banyak merupakan sebuah faktor stabilisas] politik berjangka pendek
daripada destabllisasl. Namun Korupsl yang dahulu pernah tampak turut
menyebabkan stabilitas, maka dengan berlalunya waktu terjadi sebaliknya.
Hal ini terbukti dari kekacauan baru-baru ini di Korea selatan, Jepang,

Meksiko dan italia. Korupsi mungkin menstabilkan suatu situasi politik yang



menindas dan tidak adil, dimana semua, selain darl kalangan elite yang
kaya, tidak memilili sumber daya untuk menjaga dini dari pemerasan. Bukti
mempertihatkan bahwa korupsi yang meluas dan lepas kendail blasanya
dipandang dari segi ekonomi itu melemahkan 8.

Di Indonesia masalah korupsi juga menjadi masalah serlus dan
fnen}adi momok yang sangat berbahaya dari wakiu ke waktu dalam
melaksanakan pembangunan nasional.  Banyak uang hegara habis
dikorupsi dan penegakan hukumnya tidak jalan. Hal ini jelas-jelas dapat
menghambat pembangunan yang sedang dija!ankén. Kita dapat melihat
begitu banyaknya uang negara yang dikorupsi, seperti dalam kasus lbnu
Soetowo, Hajl Taher, Bank Duta sebesar Rp. 800 milyar, Eddy Tanzii
sebesar, 1,3 trilyun, Achmad Febhi Fadhila dan Candra Wijaya, Bob
Hasan, Pembangunan Kilang Balongan. Serta beberapa kasus-kasus yang
terjadi akhir-akhir inl, seperti ; kasus Nurdin Halid, Bedu Amang, Bank Balj,
BLBI serta kasus mantan Presiden Soeharto.

Oleh karena itu perlu usaha penanggulangan dan pemberantasan
korupsi Int yang telah mewabah secara meluas di negara kita. Korupsi
bagaikan penyakit yang terdapat dimasyarakat yang dapat membahayakan
kesejateraan masyarakat, meruglkan perekonomian hegara dan

merupakan penurunan terhadap morai manusia.

8 Kimberly Ann Elfiott, Coruption and the Global Economy, diterjemahkan cleh A Rahman

Zginudin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, h, 2.



Pemerintah harus secara tegas memberantas adanya tindak pidana
korupéi ini. Apalagi saat ini, hegara kita dilanda krisis ekohomi yang dimulai
sejak pertengahan tahun 1897. Bahkan krisis inl berkembang menjadi krisis
sosial, politik, hukum, budaya dan juga krisis kepercayaan. Krisis yang
dialami negara Indonesia melanda diberbagai sendi kehidupan rakyat dan
h‘xenyengsarakan rakyat yang mengakibatkan harga dollar naik dan naiknya
bahan-bahan pokek yang tidak dapat dikontral. Kondisi int berpengaruh
pada banyaknya perusahaan-perusahaan bangirut sehingga banyak terjadi
karyawan perusahaan dikenakan pemutusan hubuﬁgan kerja (PHK), yang
menimbulkan banyak pengangguran. Terjadinya krisis ekonomi salah saty
penyebabnya tidak terlepas darl adanya berbagai macam praktek korupsi
termasuk kolusi dan nepotisme di negara kita.

Adanya korupsl dan berbagai penyimpangan lainnya dalam
penyelenggaraan negara ini membawa dampak pada liisis ekonomi,
sehingga pemerintah  melakukan Koreksi terhadap langkah-langkah
pembangunan yang sedang dijalankan selama ini. Dengan kondisi seperti
ini, maka pada masa reformasi segala bentuk praktek korupsi, kolust dan
nepotisme harus diberantas dan jelas dalam penegakan hukumnya.

Bangsa Indonesia harus mengkajl ulang ketetapan dan langkah-
fangkah pembangunan ‘nasiona! uptuk mengatasi kilsis sebagaimana

diamanatkan dalam BAB | Ketetapan MPR Rl Nomor X/MPR/1988 tentang



Pokok-Pokok Reformast Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan
Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, bahwa :

Pokok-Pokok  reformasi  Pembangunan  Dalam  Rangka
Fenyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan
Negara ini ditetapkan. dengan maksud memberikan arah bagi
Kabinet Reformasl Pembangunan dalam menanggulangi krisls dan
melaksanakan reformast menyeluruh dengan tujuan terbangunnya
sistem kenegaraan yang demokratis serta dihormati dan ditegakkan
hukum untuk mewujudkan tertib sosial masyarakat.

Selanjutnya dalam Ketetapan MPR tersebut, diarahkan pula
kebijakan mengenai hulwm, vaitu

Selama tiga puluh dua tahun pemerintah Orde Baru, pembangunan
hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan
orgaiik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai.
Kondist ini memberi peluang terjadinya praidek-praktek korupsi,
kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa
penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi
penyalahgunaan wewenang, pelecehan hulum, pengabaian rasa
keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi
masyarakat.

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang
bagl penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan
serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada
proses peradilan. Penegakan hulwum belum memberi rasa keadilan
dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang mengahadapian
pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga
menempatkan rakyat pada posisi yang lemah

Sedangkan arah kebljakan khusus untuk memberantas korupst ini
dirumuskan dalam Pasal 4 Ketetapan MPR Rl No.X//MPR/1898 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersth dan Bebas Korupsi, Kolust dan
Nepotisme, bahwa :

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus
dilakukan secara tegas terhadap slapapun juga, baik pejabat
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negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kronihya maupun
pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto
dengan tetap memperhatikan prinsip praduga fidak bersaiah dan
hak-hak asasi manusia.

Oleh karena itu Kejahatan korupsi menjadi suatu masalah di negara
kita yang sangat merugikan negara dan mengancam kesejahteraan
lﬁasyarakat, sehingga diperlukan kebijakan hukum pidana dalam usaha
menanggulangl tindak pidana korupsi. Kebijakan hukum pidana untuk
menanggulangi tindak pldana korupsi ini merupakan bagian dari kebijakan
hukum pidana pada umumnya, yang juga merupakan baglan dari kebijakan
sosial lainnya dalam rangka pembanQunan nasional. Usaha
penanggulangan korupsi ini sesual pula deﬁgan adanya supremasi hukum

dan reformasi hukum yang sedang kita jalankan.

Dalarh mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi
ini menjadi sangat penting untuk metakukan suatu Kebilakan hukum pidana,
khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu
perbuatan yang dlanggap sebagai tindak pidana dan juga bagaimana dalam
menerapkan Kkebijakan legislatif tersebut. Sehubungan dengan inl, maka
diperiukan kesungguhan dalam menciptakan peraturan perundang-
undangan yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi

sehingga mendukung dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsl.

Untuk mewujudkan usaha pembaharuan hukum pidana terhadap

masalah penanggulangan tindak pidana korupsi inl, pemerintah telah
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mengeluarkan  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1888 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti dari Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Undang-undang ini untuk menjalankan apa yang diamanatkah oleh
TAP MPR Rl Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi
Pehbangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan
Nasional sebagai Haluan Negara dan TAP MPR Rl Nomor XI/MPR/1888
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme.

PERUMUSAN MASALAH

Permasaiahan pokok dalam penelitian ini membahas mengenai
kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.
Kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi melaiui sarana hukum
pidana adalah sebagal bagian dari usaha penegakan hulum pldana yang
dapat dikaji dari aspek kebijakan formulatifiegisiatif, kebijakan

aplikatif/yudikatif maupun kebijakan eksekutif fadministratif.

Berdasarkan uralan tersebut diatas, maka selanjuthya dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah formulasi kebijakan penanggulangan tindak pidana

korupsi dalam peraturan perundang-undangan di indonesia ?
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2. Sejauhmanakah kebijakan legislatif mengenal penanggulangan tindak
pidana korupsi dapat diterapkan dalam proses peradilan pidana ?

Permasalahan yang dikemukakan diatas mencakup persoalan yang
cukup luas, sehingga periu dalam penulisan ini dibatasi dan diberi ruang
lingkup. Penulisan ini akan membahas mengenai perumusan dan penetapan
suatu perbuatan menjadi tindak pidana korupsi (kebijakan legisiatif) dan
penerapan (kebijakan aplikatifynya dalam proses peradilan pidana.
Pembahasan mana hanya ditekankan pada Kajian terhadap Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

TUJUAN PENELITIAN
Setiap peneltian memeriukan suatu tujuan penelitian yang dapat
memberikan arah pada penelitiannya. Berdasarkan uraian latar belakang
dan permasalahan dlatas, maka disusun tujuan peneiitian sebagat berikut
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan formulasi kebijakan penanggulangan
tindak pidana Korupst dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia
2. Untuk mengetahul mengenal penerapan kebijakan legislatif terhadap
penanggulangan tindak pidana korupsi dalam proses peradilan pidana,
khususnya penerapan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1899 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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D. MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelfitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik
untuk kepentingan iimu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis
dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Adapun kegunaan penelitian
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kegunaan Teorifik
Secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih
pemikiran konsep-konsep, teori-teori untulk mengetahui dan menjelaskan
mengenai kebijakan hukum pidana dalam usaha menanggulangi tindak
pidana korupsi di Indonesia.
2. Kegunaanh Praktis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran pengambil
kebijakan, baik dalam tahap legislatif, yaitu pemerintah dan DPR serta
tahap aplikatif, yaitu para aparat penegak hukum, seperti, polisi, jaksa
dan hakim serta aparat terkait laihnya dalam rangka menanggulangi

tindak pidana korupsi.

E. METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan

Setiap itmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri
sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang

diterapkan dalam setlap #mu, selalu disesuaikan dengan imu
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pengetahuan yang menjadi induknya’. Permasalahan pokok dalam
penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan
tindak pidana Korupsi, yang merupakan bagian integral dari kebijakan
hukum sebagai kebijakan penanggulangan tindak pidana. Maka
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

yang berotientasi pada kebijakan (policy oriented approach)®.

Sasaran penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan terhadap
masalah kebijakan legislatif dalam perumusan tindak pidana korupsi
dan penerapannya, maka pendekatahnya menggunakan pendekatan
yuridis normatif. Pendekatan yuridis nommatif yang digunakan ini pada
awalnya menggunakan peneiitian inventarisasi hukum positif yang
merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk
melakukan penelitian hukum. Sefain itu juga menggunakan penelitian
terhadap sistematik hukum yang  dipakai uptuk menemukan

pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum serta penefitian

‘terhadap asas-asas hikin yang akan digunakan untuk meneliti

peherapan asas-asas hukum pidanag. Berdasarkan pendekatan  ini

maka lebih banyak dilakukan penelitian kepustakaan {library research).

h2,

? Ronny Hanitijo Soermitro, Metode Penelftian Hukum dan Jumstri, Ghalia Indonesia, 1988,

® Barda Nawawi Arief (I), Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan

Pidana Penjara, CV. Ananta, Semarang, 1994, h.9.

® Op. Cit, b 12,
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Selain pendekatan yuridis normatif, maka digunakan pula
pendekatan yuridis empiris untuk melihat gambaran nyata fentang
tindak pidana korupsi serta penerapan ketentuan perundang-undangan
yang terfadi di dalam praktek atau proses peradilan pidana dalam
penhanggulangan tindak pidana korupsi. Sedangkan pendekatan
historls digunakan untuk menganalisa perkembangan kebijakan
penanggulangan tindak pidana korupsi, disamping itu juga melakukan
analisa dan perbandingan berbagal peraturan perundang-undangan

yang mengatur findak pidana korupsi.

. Lokasi Penelitian

Penelitian Ini dilakukan di Jakarta dan Semarang, khususnya
instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya yang berhubungan
dengan penanggulangan tindak pidana korupsi. Lokasi yﬁene!itian di
wilayah Jakarta dimulai pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Pémbinaan Hukum
Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM serta Dewan Perwakilan
Rakyat. Sedangkan lokasi penefitian di wilayah Semarahg dilakukan
pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejakéaan Negeri Semarang,

Pengadilan Negeri Semarang.

. Jenis dan Sumber Data

Jenls data yang dibutuhkan dalam penelitian ini  adalah

data primer, yaitu data yang langsung diperoleh di lapangan dan
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data sekunder, yaifu penelitian kepustakaan., Namun penelitian ini
terutama lebih difokuskan pada data sekunder karena sifat penelitian inl
adalah normatif, sedangkan data primer dipakai sebagai penunjang
unfuk mempertajam analisis.

Sumber data yang digunakan ferdiri atas surnber primer dan
sumber sekunder. Untuk data sekunder dipercleh melalul bahan-bahan
hukum primer, yaitu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan
yurisprudensi. Adapun bahan-bahan hukum sekunder digunakan berupa
rancangan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, hasil
karya ilmiah dan hasil penelitian. Disamping itu digunakan data sekunder
yang bersifat publik, seperti data arsip, data resmi pada instansi-
instansi pemerintah.

Untuk data primer diperoleh mefalui wawancara dengan instansi-
instansi penegak hukum, praktisi dan para ahli yang memberikan

perhatian khusus terhadap penanggutangan tindak pidana korupsi.

. Tehnik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka
metode pengumpulan data yang dipakai adalah :
1. Studl Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan

hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan
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dengan Kkebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak
pidana korupsi. |

2. Wawancara, yaitu unitukk menggali data selengkap-lengkapnya untuk
mendukung data sekunder. Wawancara dilakukan terhadap aparat
penegak hukum, praktisi dan para ahli hukum yang berkaitan dengan

masalah penanggulangan tindak pidana korupsi.

5. Tehnik Analisa Data

Data yang diperoleh melalul studi kepustakaan, wawancara dan
pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan
analisis. Sesual dengan mefode pendekatan yuridis normatif yang
menekankan pada data sekunder, maka strategi atau pendekatan yang
digunakan dalam menganalisa data adalah metode anafisa kualitatif.
Analisa kualitatif digunakan bersifat deskriptif dan preskiptlf, yaitu
akain berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian
menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan
penerapan hukum tindak pidana korupsi serta memberikan saran untuk
mengatasi masalah-masatah tersebut.

Analisa kualitatif ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan dan
mendiskripsikan data-data yang ada ke dalam laporan penelitian.
Analisa kualitatif yang digunakan tetap bertumpu pada analisa yuridis

normatif, yang selanjutnya dilakukan analisa secara sistematis yuridis,
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yaitu secara sflstematis dihubungkan dengan data empirls untuk
dilakukan analisa yuridis emplris.

Tehnik yang digunakan dalam menganalisa data diproses melalui
tiga tahap,; yaitu reduksi data, dipilih hal-hal yang pokok, dirangkum,
difoluskan pada hai-hal penting, disusun secara sistematik untuk
mempermudah data yang diperiukan. Kemudian mendisplay data untuk
dapat mencari makna data yang dikumpulkan, yang selanjutnya

mengambil kesimpuitan.

SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil dari keseluruhan penelitian ini akan disajikan datam empat Bab,
dengan penjelasan sebagal berikut :

Pada Bab | diuraikan tentang pendahuluan, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika
penulisan. Pada Bab 1 dikemukakan tinjauan pustaka yang akan
menguraikan tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan
kejahatan, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dalam kgitannya
dengan penanggulangan tindak pidana korupsi, pengertian tindak pidana
Korupsi, sejarah perundang-undangan tindak pidana korupst dan hakekat
penanggulangan tindak pidana korupsi.

Sedangkan Bab 11l merupakan penyajian hasl penelitian dan analisis

data yang difokuskan pada formulasi kebijakan penanggulangan tindak
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pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1898 serta
Penerapan hukum dalam penaggulangan tindak pidana korupsi.

Kemudian Bab IV yang merupakan bab terakhir sebagai penutup
dalam penulisan yang memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian

dan saran yang relevan dengan kesimputan tersebut.



BAB 1t

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebljakan Hukum Pidana Sebagal Upaya Penanggulangan Kejahatan.
Kejahatan adalah sebagal gejala sosial yang senantiasa dihadapi

oleh seluruh masyarakat di dunia inl. Kejahatan sangat meresahkan dan
mengganggu kehidupan masyarakat sehingga menjadi suatu permasalahan
tersendiri dalam masyarakat. Pada dasarnya masyarakat menginginkan
kehidupait yvang teratur dan harmonis agar tidak terjadi ketegangan-
ketegangan vyang wmengancam kehidupan sosial (kemasyarakatan)

sehingga kejahatan menjadi masalah sosial sendiri.

Kejahatan sering dikaitkan dengan pelanggaran norma-norma
kehidupan bersama. Bonger mengemukakan bahwa kejahatan merupakan
perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara
berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-

rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan'®.

Kejahatan atau tindak kriminal dianggap sebagal perilaku yang

menyimpang dan merupakan ancaman bagl masyarakat. Hal Ini pernah
dikemukan oleh Saparinah Sadli, vyang menyatakan bahwa peritaku

menyimpang ity merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman

'® Soerjono Soekanto, Henkie Liklikuwata dan Mulyana W.Kusuma, Kriminologl Suatu
Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, h. 21,



tei_'hadap norma-horma sosial ';ang mendasari kehidupan atau keteraturan
sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-
ketegangan sosial; dan merupakan ancaman rill atau potensii bagi
berlangsungnya ketertiban sosial 1.

Mardjono Reksodiputro juga mengemukakan bahwa masyarakat
memeriukan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar warganya, dan
karena itu adanya penyimpangan dari aturan tersebut dianggap
mengacaukan tatanan masyarakat (tertlb sosial). Walaupun ia juga
mengakui bahwa tidak semua perilaku menyimpang berdampak
disfungsional terhadap tatanan masyarakat'?.

Kejahatan merupakan perbuatan manusia dan  merugikan
masyarakat, maka periu diberikan sanksi. Akan tetapi untuk dapat
dikatakan suatuy perbuatan ‘adalah sebagal kejahatan (findak pidana)
periu ditetapkan sebagai demikian oleh penguasa dan dapat dikenakan
sanksi'®. Penentuan kejahatan sebagai tindak pidana dalam perundang-
undangan, penjatuhan sanksinya maupun pelaksanaannya diperiukan suatu

kebijakan sendiri,

Kejahatan merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh

undang-undang  dan  diperlukan  sanksl  jika melakukannya.

't Saparinah Sadli, Persepst Mengenni Perilaku Yang Menylmpang, Bulan Bintang, Jakarta,
1976, h586.

12 Mardjono Reksodiputro, Kriminologt dan Sistem Faradilan Pidana, Kumpulam Karangan,
Buku Kedua, Pugat Pelayanan dan Pengabdian Hukum UT, Jakarta, 1997, h41-43,

13 Soedarto(]), Kaplta Selekta Hukum Pldana, Alurmni, Bandung, 1986, h.107,
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Penjatuhan sankst tersebut didasarkan pada suatu alasan bahwa setiap
orang yang melakukan Kejahatan dianggap telah mengganggu ketertiban
sosial. Oleh karena itu periu kiranya untuk mencari pemecahan dalam
menangguiangi  kejahatan yang mengganggu  ketertiban  sosial
(masyarakat) ini.

Untuk dapat menjaga ketertiban masyarakat, maka hukum harus
dijalankan dengan seksama dengan didukung oleh perangkatnya.
1.S. Susanto mengajukan empat unsur yang dapat mempengaruhi kuafitas
penegakan hukum, khusqsnya dalam konteks penegakan hukum pidana,
yaitu undang-undang, pelanggar, korban (masyarakat).dan aparat penegak
hukum itu sendirl. Keempat komponen tadi berada dalam hubungan yang
saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur politik, sosial,
budaya dan ekonomi pada suatu situasi tertentu.

Pemberantasan atau penhanggulangan kejahatan banyak cara atau
usaha yang dilakukan oleh setiap masyarakat. Namun usaha tersebut tidak
mehghapuskan secara tuntas kejahatan yang ada, mungkin hanya dapat
mengurangi kuantitaé maupun kualitasnya. Salah satu upaya untuk
menanggulangi kejahatan dapat melalui suatu kebijakan hukum pidana atau
politik hukum pidana.

Berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan Ini, maka penulis

menggunakan istilah “tindak pldana™ yang tidak lain maksudnya adalah

M 19 Susanto, Pemahaman Kritls terhadap Renlitns Sosial, dalam Masalah-Masalah Hulum,

Wo. @ Tahun 1992, b3,



untuk menggantikan istiah kejahatan atau pelanggaran. Sebagaimana
diketahui bahwa KUHP membagi findak pidana berupa kejahatan dan
pelanggaran. Namun dalam perkembangannya khusushya dalam konsep
KUHP Baru™ sudah tidak akan lagl membedakan antara kejahatan dengan
pelanggaran. Apatagi jika dihubungkan dengan korupst yang merupakan
suaty kejahatan bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran.
Oleh karena itu tindak pidana korupsi dalam hal ini yang dimaksud adalah
kejahatan korupsi.

Untuk membahas kebljakan hukum pidana sebagai upaya
penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, maka akan dibahas terlebih
dahuly fentang pengertian kebffakan iu sendiri. Jika ditinjau dari segi
terminologl, kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian
kebijakan , yaitu : |

1. kepandalan, kemahiran, kebljaksanaan;

2. rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar
rencana dipelaksanaan disuatu peketjaan, kepemimpinan dan cara
bertindak {tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya},
pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagal garis
pedoman unfuik menajemen dalam usaha mencapal sasaran; garis

haluan '°.

13 Usul rancengan KUHP Baru tshun 1991/1992 dirumuskan dalam Buku I perummusan *tindak
pidang®, Sistematika ini berdasarkan resolusi/rekomendasi bidang hukumn pidana pade Seminar Hukum
Nasional I yang diadakan di Jakarta pada tanggal 11-15 Maret 1963,

% Departemen Dendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahaga Indonesis, Edisi Kedua,
Cetakan Keempat,Balal Pustaka, Jakarta, 1995, 131,
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Kebljakan merupakan terjemahan dari istilah *polley* datam bahasa
inggris atau “politiek” déiam bahasa Belanda. Peter $allm
menterjemahkan policy denpan kebijakan, kebijaksanaan dan politik'.
Sutan Zanti Arbl dan Wayan Ardhana menerjemahkan policy juga dengan
istilah kebijakan, yaitu suatu keputusan yang menggariskan cara yang
paling efeidif dan paling efisien untuk mencapal tujuan yang ditetapkan
secara kolektif 1°.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan politik sebagai :

1)pengetahuan mengenal ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti

sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan); 2) segala urusan
dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai
pemerintahan negara atau terhadap negara lain; 3) cara bertindak

{dalam menghadapi atau  menangani  suatu  masalah),

kebijaksanaan®™.

Jika mengambil arti dari istitah tersebut, maka kebljakan hukum
pidana dapat diartikan dengan cara bertindak, atau siasat dari pemerintah
{negara) dengan menggunakan sarana hﬁkum pidaha untuk mencapal
tujuan/sasaran tertentu, khususnya dalam menghadapi kejahatan. Istilah
"kebijakan hukum pidana” ini sering disebut jJuga dengan "politik- hukum

pidana® yang dalamn bahasa asing disebul penat polfcy, criminal faw

policy atau strafrechilpolitiek.

17 Peter Sulim, Edvanced English-Indonesion Dictionary, Cetakan keernpat, Modern English
Pregs, Jakarta, 1993, 636,

¢ Sutan Zanti Arbi den Wayan Ardhans, Rancangsn Penelitian Kebijakan Sosial, terjemahmn
dari The Design of Sosial Policy, tulisan Robert P. Mayer dan Ernest Greenwood, Pustekkom Dikbud dan
Cy. Rajawali, Jakarta, 1984, h.65,

** Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit.,, 780,

v i
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Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan
atau findak pidana dapat diastikan sebagai salah satu usaha
penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dengan
sanksinya berupa pidana. Sanksi pidana dalam hukum pidana yang berupa
pidana merupakan sistem sanksi yang bersifat negatif® vang berarti
dipandang sebagai suatu penderitaan. Sanksi dalam hukum pidana inilah
yang membedakan dengan sanksi dalam bidang-bidang hukum Iain.

Pengertian atau definisi pldana itu sendiri banyak dikemukakan oleh
para sarjana, anfara {fain sebagai berikut :

1. Sudarto®

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

memenuhi syarat-syarat terfentu.

Pidana adalah salah satu darl sekian sanksi yang bertujuan

menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran torma yang berlaku

dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang
dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.

2. Roeslan Saleh?
Pidana adalah reaksl atas delik, dan inl berujud suatu nestapa yang

sengaja ditimpakan pada pembuat delik itu.

™ Sudarto (T), Hukum dsn Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, h38 dan Sudarto (D),
Op.Cit., h. 106.

! Sudarto (), Hukum Pldana YA, FE-UNDIP, Semnarang, 1975, h7,

2 Roeslan Saleh, Stolsel Pldana Indonesia, Aksara Bary, Jakarta, 1979, h. 5.
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3.  Ted Honderich®
Punishment is an authorities infliction of penalty (something involving
deprivation or distress} on an offender for an offence (Pidana adalah
suatu pengenaan yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian
atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana).

4.  H.L.A Hart®

Punishment must :

involve pain or consquence normally considered unpleasant;

be for an actual or supposed offenders for his offence;

be for an offence against lega!l rules;

be intentionaly administered by human beings other than the

offenders;

€. be imposed and administered by an authority constituted by
legal system with the offence is commited.

RooDo

{Pidana harus :

a. mengandung penderitaan atau konsekwensi-konsekwensi lainhya
yang tidak menyenangkan;

b. dikenakan kepada seseorang yang benar-bepar atau disangka
benar melakukan tindak pidana;

¢. dikenakan berhubungah suatu tindak pidana yang melanggar
ketentuan hukum;

d. dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;

3 Ted Honderich, Punishment, Penguin Books, London, 1975, h.15.
2 FL1L.A Hart, Prolegomenon fo de Principles of Punishment, dalam Stantey, E. Group
Theories of Puni{shment), h. 357,
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e. dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesual dengan
ketentuan suatu sistem vyang dilanggar oleh tindak pidana
tersebut).

Alf Rogs™

Funishment is that social response which :

a. occurs where there is violation of legal rules ;

b. Is imposed and carrled out by authorised persons on behalf of
legal order to which the violated rule belongs; ‘

c. involves suffering or at least other consequences normally
cohsidered unpleasent;

d. expressed disaproval of the violator.

(Pidana adalah reaksi sosial yang :

a. terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap
aturan hukum;

b. dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa
sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar;

¢. mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensk
konselwensi lain yang tidak menyenangkan;

d. menyatakan pencelaan terhadap pelanggar).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pidana

mengandung unsur-uhsur atay clri-clrt sebagal berikut :

1.

Pidana itu pada hakikathya merupakan suatu pengenaan penderitaan

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

% 81 f Ross, On Gullt, Responsibility and Punlshment, Stevent & Sons Limited, London,

1975, h. 36,
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2. Pidana itu memang diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan
yahg mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak
pidana menurut undang-undang .

Barda Nawawi Arlef yang mengambil pendapat Gene Kassebaum
menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan dengan menggunakan
sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia
itu sendirl. Adapula yang menyebutnya sebagal "older phllosophy of
crime control’ ¥, Herbert L. Packer juga mengemukekan bahwa
pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada
seseorang yang bersalah merupakan suatu problem sosial yang
mempunyai dimensi hukum yang penting *°. Selanjutnya ia juga menyatakan
bahwa !

1. Sanksi pidana sangatiah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarahg
maupun dimasa yang akan daténg, tanpa pidana (the criminal sanction

is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future get

along, without it).
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana yang terbaik yang tersedia,
yang kita miliki untuk menghadapl kejahatan-kejahatan atau bahaya

besar dan segera serta unfuk menghadapi ancaman-ancaman dari

2 Muladi (I), Op.Cit., h. 23,
** Barda Nawawi Arief (I),Op. Cit., h.18,
% Herbert L. Packer dalam Muladi dan Banda Nawawi Arief, Teorl-Toer! dan Kebijakan

Bukum Pidana, Bandung, 1992, h,148-149,
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bahaya {the criminal sanction Is the best available device we have for
dealing with gross and immediate harms and threats of harm).

3. Sanksi pidana suatu Ketika merupakan penjamin utamafterbaik dan
suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan
manuslia. la merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat
cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila
diguhakan sembarangan dan secara paksa {the criminal sanction s at
once prime guarantor and prime threateher of human free:dom. Used
providently and humanely, it Is guarantor; used indiscriminately and
coercively, it is threatener)™®.

Namun bertolak belakang dari pendapat diatas, ada sementara yang
mempertanyakan apakah perlu kejahatan ditanggulangi dengan sanksi
pidana, karena sanksi pidana itu akan membawa permasalahan sendiri
bahkan akan menciptakan kejahatan yang laih. Oleh sebab itu sanksi
pidana tidak perlu dikenakan terhadap pelaku kejahatan. Pendapat ini

didasari oleh kekejaman pidana yang diterapkan ferhadap pelaku kejahatan

itu sendiri. Pandangan ini berianjut dan menimbulikan paham “abolition of
punishment” yang menghendaki agar pidana dihapuskan. Olof Kimberg

menyatakan kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan ketidak
normalan atau ketidakmatangan si pelanggar (the expression of an

offenders abnormality or immaturity) yang lebih memerivkan tindakan

® Ibid, 155-156.
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perawatan (treatment) dari pada pidana ¥. Kemudian Katl Menninger

mengemukakan bahwa sikap "memidana” (punitive attitude) harus diganti

dengan "sikap mengobati® (therapeutic attitude) *'.

Penghapusan pidana dalam hukum pidana mendapat tanggapan dari
Roestan Saleh yang masih memandang perlu untuk memakai pidana dan
hukum pidana. Ada beberapa alasan yang dikemukakan yang inti alasannya
adalah sebagai berikut :

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan
yang hendak dicapai, tetapl yang terletak pada perscalan seberapa
jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan
bukan hasil yang akan dicapal, tetapi pertimbangan antara nilai dan
hasil itu dan nilal darl batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;

2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti
sama sekali bagi siterhukum ; dan disamping itu harus tetap ada suaty
reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah digunakannya
itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;

3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada
si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhl orang yang tidak ;ahat,
yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat™.

Masalah pemidanaan berhubungan dengan tuiuan pemidanaan itu
sendir. Para sarjana dan ahli hukum berpendapat berbeda-beda masalah
teori tujuan pemidanaan ini, yang secara tradisional dibagl menjadi dua

kelompok besar, vyaitu

¥ Olof Kimberg, dalam tulisannya berjudul "Punishment and Impunity* dan “Le droit de Punir*
yang dikutip oleh Barda Wawawi Arief (), Op.Cit., h.20.
Ell
Ibid,
 Barda Nawawi Arief (I}, Ibid, h. 21, yang diambil dari buku Roeslan Saleh, Mencarl Asas-Asas
Uroaum Yang Sesual Untuk Hukum Pidana Naslonal, Kumpulan bshan upgrading huloam pidana, jilid 2,
1971, h 15-16.
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1. Teori absolut atau teorl pembatasan (retributive/vergeldings theorieen); |
2. Teori relatif atau feori tujuan {utilittarian/dositheorieen).

Teori pertama, menganggap pidana merupakan aklbat mutlak yang harus
ada sebagal suatu pembalasan kepada vang melakukan kejahatan.
Jeohanes Andenas mengatakan tujuan utama {primair) dari pidana menurut

faori absoluf jalah "untuk memuaskan tuntutan keadilan® 2.

Nigel Walker, menyatakan teori retributif ini dapat pula dibagi dalam
beberapa golongan, yaitu®
1. teori retributif mumi (the pure retributivist) yang berpendapat pidana
harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. teori retributif tidak murni (dengan modifikasl) yang dapat dibagi dalam :

a. teori retributif terbatas (the limiting retributivist) yang berpendapat
bahwa pidana tidak harus cocol/sepadan dengan kesalahan, hanya
saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan
kesalahan terdakwa.

b. teori retributif yang distributif (retributif in distribution), disingkat
dengan teori distributif yang berpendapat bahwa pidana janganiah
dikenakan pada orang yang tidak bersaiah, tetapi pidana juga tidak
harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada
pidana tanpa kesalahan dihormati, tetapi dimungkinkan adanya

pengecualian misalnya dalam hal “strict liablity*.

3 Mladi dan Barda Nawawi Arief, Teort-Teort dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,
1998, h.10-11.

> hid,
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Sedangkan pada teori kedua, yaitu teori refatif memandang pidana
untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk
melakukan pembalasan terhadap peiaku kejahatan akan tetapl mempunyai
tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yang disebut dengan teori tujuan
“Utllitarlan theorl”, yang diantaranya dianut oleh Bentham. Teori relatif
berusaha unfuk mencari pembenaran dari suatu pidana dan dasar
pembenarannya terletak pada tujuannya. Pidana yang dijfatubkan bukan
orang yang berbuat jahat metainkan agar orang tidak berbuat jahat.

Namun apabila digolongkan pendapat-pendapat tentang teori
pemidanaan tersebut maka dapat disimpullkan ada 4 (empat) teori
pemidanaan *, yaity :

1. Teorl Pembalasan
Teori pembalasan inf didasari oleh keyakinan zaman kuno, yaitu
slapa yang membunuh, maka la harus dibunuh, Seseorang yang
menyebabkan kerusakan atau keruglan pada orang fain, maka harus
menderita sama dengan orang yang menderita tersebut. Hal ini dapat
diartikan bahwa orang vang melakukan kejahatan itu harus menebus

dosanya, antara lain dengan pidana.

3 Bandingkan dengan pendapat Andi Harrizsh dan Sumangelepy, yang membagi tujuan penjatuhan
pidana menjadi 5 (lima), yaity : pembalasan(revenge), penghepusan dosa {expiation), menjernkan
(deterent), perlindungan terhadap umumiprotection of the public) dan mempetbaiki i penjahat
(rehabilitation of the criminal) datam bukunya, Pidana Mati D} Indenesia, D masa Laly, Kint dan
Masa Depan, Ghalia Indonegia, Jakarta, 1983, h. 14-17. serta bandingkan pula dengan Bambang
Poernomo, yang membagi dengan teori ajaran menutut bales (revindicate) dan ajaran hukuman (punitieve),
dalam bukunya Kapita Selekta Fukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1988, h,9-10.
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2. Teori menjerakan.

Teori ini mempunyai tujuan agar pelaku kejahatan menjadi jera. Teori
Ini bersifat mencegah adanya kejahatan kemball. Tujuannya adalah
disamping untuk menjadikan jera bagi pelaku kejahatan juga untuk
mempertakutkan kepada orang lain agar tidak metakukan kejahatan.

3. Teori memperbaiki.

Teori memperbaiki ini menyatakan bahwa pidana dikenakan
terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk memperbaiki orang yang
telah berbuat jahat.

4. Teori gabungan.

Teori gabungan ini mempunyal dasar dan tujuan bahwa pelaku
kejahatan memang harus dikenakan pidana, akan tetapi pidana itu harus
bersifat mencegah dan memperbaiki pelaku kejahatan serta dapat
melindungi masyarakat.

Dari beberapa pendapat tentang dasar, alasan dan tujuan hukum
pidana dipakai untuk menanggulangi kejahatan masih periu dipertahankan
adalah karena adanya alasan prevens! khusus dan prevensl umum.
Prevens! khusus dimaksudkan untuk mencegah pelaku kKejahatan tersebut
melakukan kembaii .kejahatannya dan prevens! umum adafah unfuk
mencegah agar anggota rmasyarakat yang fain tidak melakukan kejahatan

juga. Penggunaan hukumt pidana dengan sanksinya vyahg berupa
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pidana inl tidak lain adalah juga untuk sarana ketertiban masyarakat
disamping untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran inl, maka penggunaan hukum pidana sebagal
penanggulangan kejahatan tidak menjadi permasalahan dan merupakan hal
yang wajar asaikan sesual dengan tujuan yang diharapkan. Penggunaan
hukum pidana merupakan bagian dari kebljakan hukum pidana. Kebijakan
hukum pidana adalah bagian daripada politik hukum atau politik kriminal
pada umumnya. Politik kriminal ini terdiri dari berbagai macam bidang
hukum, antara lain : hukum pidana, hukum perdata maupun hukum
administrasi. |

Politik kriminal (criminal policy) adalah termasuk salah satu usaha
yang balk untuk menanggulangi kejahatan. Sebagaimana Soedarto
menyatakan bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional
dari masyarakat dalam menanggufangt kejahatan® . Pengertian politik
kriminal ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskannya
sebagai “the rational organization of the control of crime by society"¥.
Oleh karena itu politik hukum pidana merupakan usaha yang rasional dalam
menanggulangi kejahatén melalui sarana pidana.

Kebijakan hukum pidana dapat dilhat sebagai bagian darl politik

hukum. Politik hukum ini mengandung artl bagaimana mengusahakan atau

* Soedarto(TI), Op.Cit., h.38
3 Marc Ancel, Social Defence, & Modern Approach to Criminal Problems, Routledge &

Kegan Paul, London, 1965, h.209.
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membuat dan merumuskan suaty perundang-undangan yang bali®.
Pengertian ini diambil dari pendapat Soedartc yang memadang politik
hukum sebagai :
1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan-peraturan yang baik
sesuai dengan keadaan dan siruasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk
- menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendalkd yang diperkirakan
bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang ter&(andung dalam
masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan®®.
Perwujudan perundang-undangan yang bailk dimaksudkan, antara
lain ©;
1. mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan

pidana yang paling baik dalam arti memenuhl syarat keadilan dan hasil

guna.

kR

usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sessuai
dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan unfuk masa yang
akan datang.

Kemudian Soedarto mendefinisikan politik kriminal (politik hukum)
sebagai berikut 4':
1. dalam arti semplt, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi

dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

* Rarda Mawawi Arief(Il), Bunga Rampal Kebijaken Hukum Pidans, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1996, .28,

* 1 ihat Soedarto (0T}, Op. cit, h. 159 dan Soedarto (IV), Hukum Pidana dan Perkembangan
Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, h.20.

10 Sudarto (T), Ibid, h. 161. dan Soedarto (IV), Ibid, h. 93 dan 109,

H sudarto(D), Op.Cit, h113-114.
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2. dalam artl luas, lalah keseluruhan fungsi darf aparatur penegak hukum,
termasuk didalamnya cara kerja di pengadilan dan polisi.

3. dalam arti paling luas, lalah keseluruhan kebljakan yang dilakukan
melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan
untuk menegakkan norma-norma sentral dart masyarakat.

Jadi pengertian politik hukum (politik kriminal) ini jikka dilihat dari arti
luas tidak berhenti dalam pembuatan undang-undang saja, tetapl juga
pelaksanaannya oleh badan-badan yang berwenhang yang mempunyai
tujuan sebagaimana tujuan hukum itu sendirl. Soehardjo Sastrosoehardjo

menyatakan :

Poiitik  hukum bertugas meneliti perubahan mana yang periu
diadakan terhadap hukum yang ada agar supaya memenuhi
kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik
hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum. Dari
"us costitutum® menuju "jus costituendum” 2.

Andl Hamzah, berpendapat :

Dalam pengertian formal politik hukum hanya mencakup satu tahap
saja, yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk
hukum atau disebut "legislatif drafting", sedangkan dalam pengertian

materiil politik hukum mencakup legislatif drafting, legal eksecuting
dan legal reviem*.

Marc Ancel menggunakan politik hukum dengan istilah "Penal

Policy". la mengemukakan bahwa*!

2 3ochardjo Sastrosoehardjo, Politik Hukum dun Pelaksanaannys Dalam Nogara Republik
Indonesia, makalah/bahan kuliah 52, UNDIP, tanpa tahun, h.3.

43 pndi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Gramedia, Jakarta,1994, h.24.

4 Marc Ancel, Op.Cit, h.4-5.
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“... that modem criminal science has in fact three esssential
components: criminology, which studies the phenomenon of erime in
all its aspects; crminal law , which is the explanation and application
of the positif rules where by society reachts againts the
phenomenon of crime; finally, penal policy, both, ascience an art, of
which the partical purposes, ultimately, are to enable the legislator
who has to draf criminal statutes, but the court by which they are
applied and the prison administration which gives practical effect to
the court's decision®

(Modern  Criminal Science terdiri  dari tiga  komponen:
Criminology/iriminologi, yang mempelajari fenomena kejahatan
dalam semua aspeknya; Criminal Law/hukum pidana, yang
menjelaskan dan menerapkan hukum positif atas masyarakat yang
bereaksi terhadap fenomena kejahatan; yang terakhir, Penal Policy
{Poiitilk Hukum Pidana) adalah suatu iimu sekaligus seni yang pada
akhirmya mempunyai tujuan praitis untuk memungkinkan peraturan
hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi
pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga
kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga
kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan)®.

Barda Nawawi Arief, vyang mengutip pendapat A. Mulder
menyebutkan bahwa "strafrechtspolitiek” ialah garis kebifjakan untuk
menentukan :

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang beriaku perlu diubah

atau diperbaharui,

2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana,
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peraditan dan pelaksahaan
pidana harus dilaksanakan®®,

Sedangkan kebijakan hukum pidana dalam hal ini menupakan bagian

dari politik hukum (politik kriminal). Dengan demikian kebijakan hukum

> Barda Nawawi Arief (i), Op.cit, h.28.
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pidana dapat diartikan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan
dengan hukum pidana. Politik kriminal itu sendiri merupakan bagian dari
politik penegakan hukum dalam arli luas (faw enforcement policy).
Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (sociaf policy), yakni
usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan
warganya™.

Politilc kriminal tidak berdiri sendiri akan tetapi merupakan bagian
integral darl upaya pertindungan masyarakat (soclal defence) dan upaya
mencapai kesejahteraan masyarakat (soclal welfare). Jadi politik kriminal
merupakan salah satu cara dalam upaya penangguiangan kejahatan, yaﬁg
merupakan bagian dari upaya penegakan hukum {khususnya penhegakan
hukum pidana). Sehingga dapat dikatakan politik hukum pidana merupakan
bagian dari politik penegakan hukum (law enforcement policy). Hal ini
berarti kebijakan hukum pidana mencakup ruang fingkup kebijakan baik
dibidang hukum pidana material, dibidang hukum pidana formal dan bidang
pelaksanaan pidana.

Jadi kebijakan hukum pidana adalah bagian politik kriminal yang
merubakan bagian integral dari politik sosial. Sebagaimana Barda Nawawi

Arief menggambarkan dalam skema sebagal berikut ¥

h 1.

8 Muladi dan Barda Nawawi Arief , Bunga Rampai Hukwn Pldane, Alumnni, Bandung, 1992,

47 Barda Nawawi Arief (II), Op. Cit,h.3,
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Social welfare policy

Social Paolicy

Tuiuan

Social Defence Policy

Penal

Criminal policy

Non Pe_nal

Upaya penanggulangan kejahatan tidak selalu hanya dilihat dari
kebijakan penegakan hukumnya saja, akan tetapi harus dilthat secara
menyeluruh/integral.  Sehubungan dengan konsep pemildiran dengan
péndekatan yang integral, maka periu diperhatikan :

1. ada keterpaduan integralitas antara politik kriminal dan politik sosial;

2. ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggutangén kejahatan

dengan "penal® dan "non penal*®,

*® Barda Nawawi Arief (I), Op.Cit, h.4.
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Selanjutnya  dikemukakan pula bahwa upaya penanggulangan
kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana {criminal taw application).

2. Pencegahan tanpa pidana (prévention without punishment).

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai Kkejahatan dan
pemidanaan lewat media massa {influencing views of cociety on crime
and punishment/mass media)™®.

Kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan
penegakan hukum (law enforcement policy) secara luas merupakan
bagain pula dari kebijakan sosial. Ha! ini memperlihatkan adanya
keterpaduan antara penangguiangan kejahatan dengan sarana penal dan
non penal sebagaimana diungkapkan oleh G.Peter Hoefnagels
sebagai berikut :

Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy : the
enforcement policy ... the legislative and enforcement policy is In
turn part of social policy™.

Sehubungan dengan uralan  tersebut diatas, maka dapat

digambarkan dalam skema sebagai berikut 5':

* Ibid, h.43.
* Barda Nawawi Arief (1), Loc.Cit.
> hid, dan lihat pulah. 48,
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Criminal Policy

| aw Enforcement

Policy

Social

Policy

punishment

- crim. legistation

- crim: jurisprudence
- ¢rim. process in

wide sense

~ Sentecing
-forensic psychiatry
and psychology
~forensic social work
~Crime, sentence exe-
cution and policy
statistic

Influencing views of Crim. Law Aplication Prevention without
society oh crime and {Practical punishment
Crimininology}
)
-adm.of crim. justice in  |-social policy
harrow sense ! -community planiing

mental heath
-nat.mental  heaith
soc.work child
welfare

-administrtive & civil
law

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang

merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat dan perlidungan masyarakat adalah bagian dari keseluruhan

kebijakan sosial yang ada. Selain kebijakan hukum pidana inl, maka daiam

rangka usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan perifindungan

masyarakat, masih ada kebijakan sosial lainnya, seperti kebijakan di bidang
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perekonomian, kebilakan di bidang politik dan kebijakan di bidang
pertahanan dan keamanan. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan
pembangunan nasional sebagaimana yang telah diarahkan dalam Garis-
garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN).

Jadi kebijakan hukum pidana yang tercakup dalam politik kriminal
merupakan bagian integral dari rencana pembanguhan nasional.
Pembangunan nasional difaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1845, tentunya berusaha
untuk mewujudkan ketertiban dan perlindungan' masyarakat. Adanya
ketertiban dan perlindungan masyarakat ini harus direncanakan dalam
pembangunan nasional.

Soedarto mengemukakan bahwa :

hukum pidana hendaknya baru digunakan apabiia upaya-upaya lain

diperkirakan kurang memberi haslt yang memuaskan atau kurang

sesuai. Akan tetapi kalau toh hukum pidana akan dilibatkan, maka
hendaknya dilhat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau
istilah yang lazim diguhakan dalam kongres tersebut diatas , dalam

“planning for soclal defence”. “Soclal defence planning” inlpun harus

merupakan bagian yang integral dari rencaha pembangunan

nasional 32,

Jika dilihat darl pelitik kriminal pada umumnya, maka
penanggulangan tindak pidana tidak hanya melalui sarana pidana {penal),

akan tetapl dapat berupa diluar hukum pidana (non penal). Upaya

penangulangan kejahatan melalui sarana penal dapat dikatakan bersifat

3 3oedarto (1), Op.Cit., h.96.
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represif, sedangkan upaya penangulangan melalil non penal bersifat
preventif.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan melalul sarana non penal
akan leblh mempunyai sifat pencegahan. Sehingga yang menjadi sasaran
ufama penanganannya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya
kejahatan. Faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor yang ditujukan
terhadap kondisi-kondisl sosial yang secara langsung maupun tidak
langsung dapat menimbulkan kejahatan atau tindak pidana. Berdasarkan
hal int maka upaya non penal mempunyai kedudukan strategis dari
keseluruhan upaya politik kriminal.

Upaya non penal yang mempunyai kedudukan strategis ini terlihat
dalam Kongres PBB ke- 8 Tahun 1980 mengenai "Crime trends and crime
prevention strategls* antara fain dikemukakan >;

- bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian
kualitas hidup yang pantas bagi semua orang;

(the crime problem Impedes progress towards the attainmnet of
ah acceptable quality of life for ali people),

- bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada
penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang meimbulkan
kejahatan;

{crime prevention strategis should be based upon the efimination
of causes and conditions giving rise to crime);

- bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah

ketimpangan soslal, diskriminasi rasial dan diskriminasl nasional,
standard hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan
{kebodohan) di antara golongan besar penduduk;
(the main causes of crime ih many countries are social inequality,
racla} and national discrimination, low standard of living},
unemployment and Mliitercy among broad sections of the
poptilation);

3 0p.Clt, h 11,
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Kebijakan hukum pidana yang pada dasarnya mempelajari tentang
masaiah bagaimana sebaiknya peraturan hukum pidana dibuat untuk
menanggulangi kejahatan. Hal ini didalamnya mengandung aspek kebijakan
penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan kesejahteraan
masyarakat. Disamping itu aspek pengaturan untuk mengalokasikan
kekuasaan/kewenangan.  Pengalokasian kekuasaan/kewenangan  inl
meliputi  kekuasaan untuk menetapkan hukum pidana (kekuasaan
formulatif/legislatif) mengenal perbuatan apa yang dapat dipidana dan
sanksi apa yang dapat dikenakan, kekuasaan untuk menerapkan hukum

pidana (kekuasaan aplikatiffyudikatf) dan kekuasaan  untuk
menjalankan/melaksanakan  hukum  pidana (kekuasaan eksekutif

fadministratif)™.

Makna dan Hakikat Pembaharuan Hukum Pldana

Masalah kebijakan hukum pidana dalam usaha penanggulangan
kejahatan atau tindak pidana berkaitan erat dengan adanya pembaharuan
hukum pidana itu sendir. Pembaharuan hukum pidana (penal reform) i
adalah bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy). Apabila hukum

pidana akan dijadikan sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka

3 Barda Nawawi Arief (L), Beberaps Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Ptdana,

Menyongtong Generssi Baru Hukwm Pldans Indonesia, Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar
Fakultes Hukum Undip Semarang, Badan Penerbit Undip, Jemarang, 1995, h,358-359,
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dengan adanya perkembangan masyarakat yang membawa perubahan
pada nilai-nilai budaya masyarakat perlu suatu pembaharuan hukum pidana
yang dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat tersebut.

Pembaharuan hukum pidana ini harus pula sejalan dengan politik
kriminal yang dfjalankan, vaitu untuk mencapai  Ketertbban dan
kesejahteraan masyarakat. Pembaharuan hukum pidana merupakan hagian
dari pembangunan hukum. Pembangunan hukum di Indonesia sebenarnya
telah dilakukan sejak kemerdekaan Negara Republik ndonesia, terutama
setelah terbentuk UUD 1845 pada tanggal 18 Agustus 1945,

Berdasarkan Pasal i Atu‘ran Peralhan UUD 1945 dinyatakan
bahwa “"Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung
berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar
ini*. Hal Inl mempunyai pengertian bahwa peraturan-peraturan peninggalan
pemerintahan penjajahan yang ada tetap dipakal sepanjang tidak
bertentangan dengan nilai-nilai budaya indonesia. Selanjuthya pemerintah
Indonesia akan melakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan
hukum tersebut yang akan disesuaikan dengan perkembangan dalam
masyarakat Indonesia.

Sejak pemerintahan Indonesia  terbentuk memang  belum
memberikan kesempatan kepada kita untuk dengan sungguh-sungguh
memikirkan pembangunan hukum nasional. Tenaga dan pikiran kita pada

wakiu itu, hanya tertuju pada perjuangan untuk mempertahankan
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kemerdekaan, sehingga pembangunan hukum yang diadakan itu untuk
kepentingan mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya dalam perjatanan
pemerintahan Indonesia pembangunan hukum itu dipengaruhi oleh politik
yang terjadi, sehubungan dengan adanya pergantian UUD, seperti
Konstitusi RIS 1950 dan UUD Sementara 1850.

Pembangunan hukum ini harus dicanangkan dalan Garis-garis Besar
Haluan Negara (GBHN) sebagai arah pembangunan yang dicita-citakan.
Pambangunan hukum di Indonesia senantiasa menuntut adanya perubahan
sikap mental agar hukum ftidak hanya dilihat éebagak perangkat norma
belaka melainkan dipandang sebagai sarana untuk mengubah masyarakat.
Demikian puta pembangunan hukum pidana harus dapat merubah sikap
mental tersebut sesusal dengan nilai-hilai budaya di masyarakat.

Pembangunan hukum termasuk pembangunan hukum pidana yang
sedang kita jalankan adalah suatu proses yang disesuaikan dengan
perubahan sosial yang ada. Sebagaimana Satjipto Rahardjo menyatakan
bahwa :

"Ketika diminta untuk membahas pokok pembangunan hukum

ditengah-tengah perubahan sosial, saya anggap sebagai

membicarakan suatu proses yang ganda, atau proses-proses yang
berjalan tumpang tindih. Pembangunan Hukum Nasional sendin
adalah suatu proses. Sedangkan perubahan sosial itu sendiri, jelas
merupakan suatu proses pula Sehingga kita harus membicarakan
suatu proses didalam rangkuman suatu proses yang lain . Saya Kira
pemilihan permasalahannya sudah betul. Oleh karena itu kita tidak

dapat memisahkan hukum suatu bangsa darl kompleks soslal yang
mewadahinya. Bahkan bisa dikemukakan, bahwa hukum suatu
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bangsa itu senantiasa merupakan bagian dari proses'sosiai yang

lebiy besar, yang dijalankan oleh bangsa bersa_ngkutan“%.

Jike Kkita lBhat perjalanan pembangunan hukum pidana sejak
kemerdekaan Indonesia, maka hukum pidana yang berlaku pada saat ity
adalah yang digunakan selama masa pendudukan Bala Tentara ‘Jepang.
Dalam hukum pidana materiil Wetboek van Strafrecht voor Nederlands
indie (VWSNI) masih tetap beriaku karena VWySNI ini tetap diberlakukan
dan diterapkan selama pendudukan Bala Tentara Jepang berdasarkan
Pasal 3 dari Undang-undang Pemerintahan Tentara Jepang No.t. Undang-
undang tersebut menyatakan bahwa semua undang-undang dan peraturan
dari hindia Belanda berlaku terus , sekedar tidak bertentangan dengan
peraturan Tentara Jepang. selain itu pemerintahan jepang juga membuat
undang-undang pidana sendir, yang merupakan semacam KUHP, yang
disebut Gunsei Keizirei®.

Pembaharuan hukum . pidana di Indonesia baru dimulai sejak
dikeiuarkannya Undang-undang No.1 tahun 1946 pada tanggal 26 Pebruari
1846, yang menyatakan bahwa WvSNI adalah sebagal Kitab Hukum
Pidana (KUHP) dengan beberapa perubahan yang disesuaikan menurut
keadaan dan suasana indenesia sebagal negara merdeka. Akan tetapl

undang-undang ini tidak berlaku untuk seluruh wilayah indonesia, sehingga

% gatikpto Rahardjo, Permbangunan Hukuwm Nasional dan Perubshan Sosfal, dalam buky

Identitas Hukum Nasional, Editor Artidj Alkauster, FHUIL, Yogyakarta, 1997, h.167,

*¢ Sudarto (IV), Op. CIt, h.61.
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dikeluarkanlah Unhdang-undang No.73/1858 yang menetapkan bahwa
peraturan hukum pidana muléi hari diumumkan (29 September 1858)
dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Sejak itu tercipta
unifikasi hukum di Indonesia.

Sejalan  dengan perkembangan masyarakat dan adanya
modernisasi, maka perlu untuk melakukan pembaharuan hukum pidana
yang lebih sesuai dalam usaha penhanggulangan suatu kejahatan. Kareﬁa
pada dasarnya tujuan dari pembaharuan hukum pidana itu adalah untuk
menanggulangi kejahatan .

Pembaharuan hukum pidana yang dimaksud meliputi pembaharuan
hukum pidana materill (strafrecht), hukum pidana format atau hukum

acara pidana (strafprozesrecht) dan hukum pelaksanaan pidana

(strafvol!stréckungsrecht). Ketiga bidang hukum inl harus secara
bersama-sama diperbaharui, sebab jlka hanya salah satu saja yang
diperbaharui akan menyulitkan dalam pelaksanaannya.

Pembaharuan hukum pidana terhadap KUHP kita amatlah penting.
Apalagl KUHP kita sebenarnya adalah KUHP yang berasal dart WvSNi
yang berbahasa Belanda, sehingga dalam penerapannya hanya
menggunakan terjemahan dari WvSNI tersebut. Oleh karena itu sudah
selayaknya KUHP tersebut diganti dengan KUHP Nasional. Seperti'yang

dikemukakan oleh Van Vollenhoven, Ter Haar dan Iidema, vyang

7 thid, h.60.



mengemukakan bahwa KUHP itu tidak cocok bagi bangsa Indonesia. Yang

jelas ialah bahwa ada perbuatan yang menurut ukuran-ukuran bangsa

Indonesia harus dlancam dengan pidana, tetapi tidak dipidana dalam

KUHP%®.

Secara teoritis ada beberapa alasan yang penting untuk
memperbaharui KUHP, antara lain *°:

1. Alasan poiitik, Negara Indonesia yang merdeka adalah vs}ajar
mempunyai KUHP-nya yang diciptakan sendiri. KUHP yang diciptakan
sendiri Ity bisa dipandang sebagai lambang (symbol) dan merupakan
suatu kebanggaan dari suatu negara vyang telah merdeka dan
melepaskan dirl darl kungkungan penjajahan politix. KUHP dari suatu
hegara, yang "dipaksakan" untuk diperiakukan disuatu hegara lain, bisa
dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh hegara yang _membuat
KUHP itu. Demikianlah dipandang dari sudut politik sudah walktunya bagi
negara kita unfuk mempunyai KUHP Nasional, yang sebenarmya sudah
diserukan oleh Seminar Hukum Nasional yang pertama tahun 1963.

2. Alasan sosiologis, bahwa pengaturan dalam hukum merupakan
pencefminan dari ideologi politk sesuatu bangsa dimana hukum itu
berkembang. Ini berarti bahwa nilal-nilal sosial dan kebudayaan dari
bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di hukum pidana.

Ukuran untuk menlaiminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung darl

% Ihid, h. 66-68.

* hid,




nitai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat
tentang apa yang baik, yang behar, yang bermanfaat atau sebalilnya.
Jadi pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat
berpengaruh dalam pembentukan hukum, khusushya hukum pidana.
Selain  masalah  kriminalisasi  juga  menyangkut  masalah
pertanggungjawaban pidana dari si pembuat dan pidananya sendiri.

3. Alasan praktis, alasan yang dipandang dari sudut praktek sehari-hari.
Tidak banyak orang yang menyadari sekarang ini, bahwa teknis resmi
dari KUHP kita ini adalah tetap teks yang ditulis dalam bahasa Belanda.
Sehubuiigan dengan kenyataan, bahwa teks resmi KUHP Hu masih
bahasa Belanda, maka sebenarnya apablia kita hendak menerapkan itu
‘secara tepat, maka orang harus mengerti bahasa Belanda. Maka dari
sudut int KUHP perlu diganti dengan KUHP Nasional.

Dalam hukum pidana materill, pembaharuan hukum pidana tidak
hanya dilakukan terhadap peraturan hukum pidana dalam KUHP saja,
melainkan juga peraturan hukum pidana dilvar KUHP termasuk Undang-
yndang yani; mengatur tentang tindak pidana korupsl. Adanya
pembaharuan hukum pidana khusushya mengenai peraturan yang mengatur
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adatah sangat penting. Hal ini
didorong oleh tuntutan reformasi hukum yang menuntut untuk memberantas

pratek-praktek korupst, kolust dan nepotisme yang terjad} selama Ini.
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Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Setelah diuraikan masalah kebijakan hukum pidana dalam
penanggulangan tindak pidana korupsi, maka akan dijelaskan pula
pengertian korupsi itu.sendiri. Kata horups!, asal mulanya berasal dari
bahasa latin, yaitu corruptio atau corruptiess. Selanjutnya dalam
perksmbangannya, bahasa latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa
seperti : Inggris dengan istilah corruption, corrupt, Perancis dengan
istilah corruption; dan Belanda dengan istiiah corruptie (kerruptie).
Kemudian pula turun ke bahasa Indonesla dengan istilah "korupsi* ™.

Korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang
busuk. Korupsi menyangkut tentang ketidak jujuran seseorang dalam
bidang keuangan® . Corruptie (korupsi) diartikan sebagai perbuatan korup,
penyuapan’™

Biack's Law Dictionary, menyebutkan !

"Corruption : an act done with an intent to give some advantage in

consistent with official duty and the rights of others. The act of an

official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his

station or character to procure some benefit for htmsetf on for
another person, contrary to duty and the rights of others®

S Andi Hamzah, Kornpsi dl Indonesia Masslah dan Pemecshannya, cetakan kedus,

PT.Gramedia, Jakarta, 1286, h.2.

¥ Saedarto (1), Op.cit.115.
52 3 Wojowasito, Kamus Umum Belsnds Indonesis, PT. Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta,

1995, h. 128

% {Yerwy Carnpbell Riack, Black's Law Dictionary, fifth Bdition, The publishers Editorial Staff,

31 Puot b, West Publisher.co, 1979, 1 311,




David M.Walker mengartikan :
“corruption : the pervesion of anything from its original pure state,

used particularly of accepting meney or other benefiting the donotr,
and of the degrading influence of obscure publication®®.

Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indohesia
menyimpulkan : Korupsi lalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan
uang, penerimaan uang sogok dan sebagainyaﬁf'. Soedarsono,
menyimpulkan korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uahg
negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk
kepentingan pribadi atau orang lain®.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan korupsl sebagai
penyelewengan atau penggelapan {(uang negara atau perusahaan) dan
sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi berasal dari
kata korup, yang berarti :

1. buruk; rusak ;busuk;
2. suka memakal barang {uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat
disogok (melaiui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi) o,

New World Dictionary of the American Language“ menjelaskan

pahwa sejak abad pertengahan inggris menggunakan kata corruption dan

Perancis corruption yang mengandung arti :

54 David M. Walker, The Oxford Companion to Lav, Clarendon ,Press, Oxford, 1980, h.295.

¢5 poerwadarminta, Kamus Hukum Bahasa Indonesis, PN, Balal Pustaks, Jekarta, 1976,

%6 9oedarsono, Ksmus Hukum, Rineka Cipta, Jakerta, 1999, h.231.

87 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Behase Indonesie, Op. clt, h527.

¢ Joedjono Dirjosisworo, Fungs! Perundang-undangan Pidsna Dalam Penanggulangsn
Korupsl Di Indonesis, CV.Sinar Bary, Bandung, 1984, h1i7.
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- Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat

buruk.

- Perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral.

- Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidalqujuran.

- Kebusukan, atau tengik.

- Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang dirubah atau diganti secara

tidak tepat dalam satu kalimat.

- Pengaruh-pengaruh yang kKorup.

Soedjono Dirjostsworo® mengutip darl John A.Gardiner dan David

J.Olson dalam buku mereka "theft of The City", Readings on Corruption in

urban Amerika, memberikan pengertian tentang korupsi inl secara umum

dari berbagai sumber dengan pengelompokan sebagal berikut :

a. Daiam Oxford English Dictionary (OED) makna korupsi dikatagorikan

dalam tiga kelompok sebagal berikut

1).

2).

3).

Secara fisll; misalnya perbuatan pengrusakan, atau dengan
sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak
masuk akal serta menjijikan.

Moral; bersifat politis, yaitu membuat korup moral seseorang
atau bisa berarti fakta kondisi korup, dan kemerosotan yang
terjadi datam masyarakat.

Penyelewengan terhadap kemurnian;, seperti misalnya
penyelewengan horma sebuah lembaga sosial tertentu , adat
istiadat dan seterusnya. Perbuatan Ini tidak cocok atau
menyimpang dari nilal | kepatutan kelompok pergaulan.
Penggunaan Istilah korupsi dalam hubungannya dengan politik
diwarnai oleh pengertian yang termasuk katagori moral.

% 1hid, h 18-23.
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Rumusan menurut perkembangan mu-imu sosial

Kelompok terbesar penulis ilmu-ilmu sosial mengikuti rumusan OED
atau mengambil salah satu bentuk katagori dasar vang telah
disebut. Para ilmuwan sosial umumnya mengkaitkan definisi mereka
tentang korupsi terutama ditujukan pada kantor pemerintahan
(instansi atau aoaratur). sedangkan kelompok yang lebih kecil
mengembangkan definisi yang dihubungkan dengan permintaan dan
penawaran serta menekankan pada konsep-konsep yang diambil
dari teori-teori ekonomi . Dan sebagian lagi membahas korupsi
dengan pendekatan kepentingan masyarakat.

Rumusan yang menekankarn pada jabatan dalam pemerintahan.
Definisi korupsi yang berkait dengan konsep jabatan dalam
pemerintahan terlihat dalam karya tiga pengarang sebagai berikut

1).  Menurut Barley perkataan “korupsi® dikaitkan dengan
perbuatan  penyuapan yang  berhubungan  dengan
penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagal aidbat
adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan
bagi keuntungan pribadi.

2). Menurut M.Mc. Mullan seseorang pejabat pemerintah
dikatakan “korup® apabila ia meherima uang yang dirasakan
sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ja bisa
lakukan dalam tugas Jabatnnya padahal la selama
menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat
demikian.

3).  Menurut J.S. Nye korupsi sebagal perilaku yang menyimpang
dari kewajiban-kewajiban normal suatu peranan jawatan
pemerintah, karenha kepentingan pribadi {keluarga, golongan,
kawan akrab), demi mengejar status dan gengsi , atau
mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.

Rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar.

Perumusan ini dikembangkan oleh para ahii sebagai berikut :

1).  Jacob van Kklaveren yang mengemukakan bahwa seorang
pengabdi negara {pegawai nhegeri) yang berjiwa Korup

menganggap kantor jawatannya sebagail suatu perusahaan
dagang dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal




mungkin. Besamya hasil yang la peroleh tergantung pada
situas] pasar dan "kepandalannya" untuk menemukan titik
hasil maksimal permintaan masyarakat.

2).  Robert Timan, yang berkeyakinan bahwa korupsi meliputi
suaty pergeseran darl model penentuan harga yang
diperintahkan ke model pasaran bebas. Mekanisme yang
dipusatkan menjad! cita-cita birokrasi modern dapat pecah ke
dalam ketidak samaan yang serius antara penawaran dan
permintaan . Para langganan akan mengambll risiko yang
sudah diketahul dan membayar harga yang leblh tinggl agar
terjamin untuk memperoleh keuntungan yang dicita-citakan.

c. Rumusan yang berorientasi kepada kepentingan umum.
Penulis yang mengambil konsep ini antara lain :

1).  Carl J.Friedrich misalnya mempertahankan, bahwa pola
korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang pemegang
kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu
seperti secrang pejabat yang bertanggungjawab meialui uang
atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh
undang-undang (secara tidak sah) membujuk  untuk
mengambil langkah vyang menolong siapa saja vyang
menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar
membahayakan kepentingan umum.

2).  Amold A. Regan dan H.D. Lasswell mempertahankan bahwa
suatu perbuatan yang korup menodai pertanggungjawaban
bagi sedikitnya satu sistem dari tertib umum atau warga
negara dan sudah tentu bertentangan dengan sistem
tersebut. Sistem yang mengutamakan kepentingan umum
atau warga negara leblh mengagungkan kepentingan umum
diatas kepentingan khusus dan perkosaan terhadap
kepentingan umum untuk memperoleh manfaat tertentu bagi
dirinya adalah korup.

Kelima rumusan korupsi sebagaimana tersebut diatas pada
giliranhya mewarnai perumusan dalam undang-undang pidana Korupsl suatu
negara tertentu. Namun setiap negara mempunyai perumusan sendirl-
sendiri tentang tindak pidana korupsi, walaupun pada prinsipnya

mempunyai unsur-unsur yang hampir sama.

56




Para ahli hukum lain yang memberikan pengertian Korupsi, dengan

menggunakan pendekatan sosiologis , seperti

a)

b

¢)

d)

Syed Huseln Alatas dan Robert C. Brooks’®.

intt korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingah
pribadi. Rumusan korupsi yang dikemukakan Brooks adalah “dengan
sengaja melakukan kesalahan atau melalalkan tugas yang diketahui
sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan
tujuah memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.

Nathanlel H. Left’*.

Korupst adalah suatu cara di lvar hukum yang digunakan oleh
perseorangan atau golongan-golongan untuk mempengaruhi tindakan-
tindakan birokrasi.

2

Jose Veloso Abueva’”.

Korupsi adalah mempergunakan kekayaan negara biasanya uang,
barang-barang milik negara atau kesempatan-untuk memperkaya diri.
Transparency Internationaf™.

Korupsi adalah mencakup pefliaku dari pejabat-pejabat di sektor publik,

apakah politikus atau pegawai negeri, dimana mereka secara fidak

7 Syed Husein Alatag, Soslologl Korupsi, Sebush Penjelajahan Pengan Dats Kontemporer,
IP3ES, Jakaria, 1980, h VI

" Moehtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampal Karangan-Karangan Etika Pegawal
Negeri, Bharata Karya éksara, 1977, h. 86.

2 1b1d, h. 108.

™ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Strategt Pemberantasan Kornpst Nasfonsl,
Edisi Marat 1999, h. 274,
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D.

Sejarah Perundang-undangan Tindak Pidana Korupst

1. Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP.

Jika meninjau sejarah perundang-undangan tindak pidana
korupsi, maka akan berkait puié dengan sejarah perundang-undangan
pidana di Indonesia, khususnya Kitab Undang—undang Hukum Pidana
{KUHP). KUHP ini berasal dari KUHP Belanda, yaitu Wetboek van

Strafrecht voor Nederlands Indle (WvSN]) diberlakukan dengan Undang-

undang No.1 tahun 1946,

Tindak pidana korupsi dalam KUHP hanya diatur dalam pasal-
pasal yang berhubungan dengan tindak pidana dalam jabatan, yaitu
dalam Bab XXvill Buku Il KUHP dan tindak pidana yang ada kaitannya
dengan tindak pidana jabatan seperti ﬁasal 208 KUHP dan Pasal 210
KUHP. Semua ketentuan yang berhubungan dengan tindak pidana
dalam jabatan tersebut tertuang dalam Buku H, yang berarti tergolong
sebagal tindak pidana kejahatan. Jadi tindak pidana dalam Jabatan
bukan dipandang sebagal kejahatan ringan atau pelanggaran.

Namun KUHP tidak mengenal istilah Kkorupsl, akan tetapi
ketentuan tindak pidana yang diaturnya menyerupai pengertian tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat (ambtenaar).
Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang dimaksud adalah yang

tercantum dalam Bab XXVl KUHP, antara lain mengenai ..

* Bandingkan dengan Sudarto (I0), Op.cit, h. 125,
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1. penggelapan dalam Pasal 415 KUHP, disebutkan :

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu
jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang
dengan sengaja, menggelapkan uang atau surat berharga yang
disimpan karena jabatamnya, atay membiarkan uang atau surat
berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong
sebagal pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut diancam
dengan pidana penjara palihg lama tujuh tahun.

. pemaisuan dalam Pasal 416 KUHP, disebutkan :

Saorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalanian suatu
jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara, yang
dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan buku-buku atau
daftar yang khusus dipergunakan bagl pemeriksaan administrasi,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

. menerima suap dalam Pasal 418, 419 dan 420 KUHP, yaitu :

Pasal 418 KUHP :

Seorang pejabat yang menerima sesuatu pemberian atau janji,
sedang diketahuinya atau patut diketahuinya atav patut menduga
bahwa hal itu diberikan ditujukan kepada kekuasaan atau
kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut
maksud si pemberi ada hubungannya dengan jabatan tersebut,
diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan
atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 419 KUHP :

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang

pejabat .

ke-1 yang menerima hadiah atau janji; padahal diketahul, bahwa itu
diberikan untuk menggerakkan dia supaya melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, Yyang
bertentangan dengan kewajibaniya;

ke-2 yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa itu diberikan
sebagai akibat atau oleh karena dia telah melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, Yyang
bertentangan dengan Kewajibannya.
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Pasal 420 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun :

ke-1 seorang Hakim yang menerima hadiah atau janji padahai
diketahul bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi
putusan perkara yang menjadi tugasnya;

ke-2 barang siapa yang menurut ketentuan undang-undang
ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sldang
pengadilan menerima hadiah atau janji, padahal diketahui
bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang
perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

(2) Jika hadiah atau janji itu diterimanya dengan disadari bahwa itu
diberikan supaya mendapat pemidanaan dalam suatu perkara
pidana, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling
lama dua belas tahun.

4. menguntungkan dirl-sendiri secara tidak sah (pasal 423, 425 dan
435)
Pasal 423 KUHP :

Seorang pejabat yang, dengan maksud untuk menguntunglan
diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan
menyalahgunakan kekuasaannya, memalksa seseorang untuk
memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima
pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu
bagi diri-sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama
enam tahun.

Pasal 425 KUHP :

Diancam karena melakukan pemerasan, dengan pidana penjara

paling lama tujuh tahun

ke-1 seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas
meminta, menerima atau memotong pembayaran,
seolah-olah utang kepadanya, kepada pejabat lainnya
atau kepada kas umum, padahal diketahul bahwa tidak
demikian adanya;

ke-2 seorang pefabat yang pada waktu menjalankan; meminta
atau menerima pekerjaan atau penyerahan, seolah-olah
merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahul
bahwa tidak demikian halnya;
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ke-3 seorang pejabat yang pada wakiu menjalankan tugas,
seolah-olah sesuai dengan aturan yang bersangkutan
telah menggunakan tanah negara yang diatasnya da hak-
hak pakai Indonesia, dengan merugikan yang berhak,
padahal diketahui bahwa itu bertentangan dengan
peraturan tersebut.

Pasai 435 KUHP :

seorang pejabat yang dengan langsung maupun tidak langsung,
sengaja  turut  serta dalam  pemborongan, pehyerahan
(leverantien), atau persewaan (verpachtingen), yang ada pada
saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian, dla
tugasi mengurusi atau mengawasinya, diancam dengan pidana
pepjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak
seribu dua ratus rupiah.

2. Korupsi dalam Peraturan Penguasa Militer.

Mefajaleianya korupsi pada masa ini dan kurang lengkapnya
ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana jabatan dirasakan tidak
cukup untuk memberantas segaia bentuk penyelewengan vyang
merugikan keuangan negara yang dikenal dengan istilah korupsi. Untuk
mengatasi ini maka periy ada tata cara untuk memberantas korupsi.
Pemerintah pada saat tersebut mengeluarkan Peraturan Penguasa
Militer tanggal 8 April 1857 Nomor Prt/PM/06/1857, tanggal 27 Mel
1857 Nomor Pri/PM/03/1957 dan tanggal 1 juli 1957 Nomor
Pri/PM/011/1857. |

Peraturan Penguasa Militer ini memberikan keleluasaan kepada
penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelakuy  korupsi.

Selain itu perumusan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai korupsi




sedemikian luashya, hal inl memudahkan para petugas hukum uintuk
mengenakan pidana kepada orang-orang yang merugikan keuangan
atau perekonomian negara lalah kepada orang-orang yang melalaikan
korupsi ™°. |
Bahkan Pasal B Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM-08/1957,
menyebutkan bahwa dimungkinkan adanya penyitaah terhadap :
1. harta benda atau barang yang dengan sengaja atau karena kelalalan
tidak diterangkan oleh pemiliknya atau pengurusnya;
2. harta benda yang tidak terang slapa pemilikhya;
3. harta benda orang yang kekayaannhya oleh pemilik pembantu harta
benda dianggap diperoleh secara mendadak dan mencurigakan.
Sedangkan dalam Peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM-011/1957

mencanturmnkan Ketentuan "pérbuatan melawar hukum®.

. Korupsi dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat.

Satu tahun kemudian Peraturan tersebut diganti dengan Peraturan
Pemberantasan  Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor
Prt/Perpu/013/1958 ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 16 April
1958. Peraturan Penguasa Perang ini sebenarnya sudah lengkap untuk
memberantas korupsi karena selain mengatur tentang jalur represif juga

mengatur tentang jalur preventif. Peraturan Penguasa Perang Pusat ini

3 Syed Hussein Alatas, Op. Cit., h.11.
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membedakan korupst menjadi 2 (dua) macam, yaitu perbuatan korupsi

yang bersifal pidana dan perbuatan korupsi lainnya  yang

bersifat tercela.

Pasal 1, menyebutkan :

Perbuatan korupsi terdiri atas :

a.

perbuatan korupsi pidana,

b. perbuatan korupsi lainhya

Pasal 2 menyebutkan :

Yang disebut perbuatan korupsi pidana ialah :

a.

perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu
kejahatan atau pelanggaran memperkaya dir-sendiri atau orang
lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak fangsung
merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah
atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan
dari  keuangan negara atay badan hukum  lain yang
mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari
masyarakat.

perbuatan seseorang, yang dengan sengaja atau karena
melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu badan dan vyang dilakukan
dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan ;
kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal 41 sampai 50
Peraturan Penguasa Perang inl dan Pasal 209, 210,418,418 dan
420 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 3, menyebutkan :

Yang dimaksud perbuatan korupst lainnya ialah ;

a.

perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan
perbuatan melawan hukum memperkaya diri-sendiri atau orang
lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan
keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan
negara atay daerah atau badan hukum lain  yang
mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari
masyarakat;

perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan
perbuatan melawan hukum memperkaya diri-sendiri atau orang




lain atay suatu badan dan vyang dilakukan dengan
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

4. Korupsl dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.24

Tahun 1960

Setelah dua tahun berlakunya peraturan Penguasa Perang Pusat,
maka memandang periu unfuk menggantikannya dengan peraturan yang
berbentuk undang-undang. Akan tetapl untuk membentuk undang-

undang memeriukan waktu yang lama, sehingga dibentukiah Peraturan

| Pengganti Undang-undang No.24 Tahun 1960 tentang Pengusutan,

Penuntutan dan Pemeriksaan Tindakan Pidana Korupsi atau biasa ditulis
dengan Undang-undang No.24/Prp/Tahun 1960. Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang adalah  bentuk peraturan perundang-
undangan yang ditetépkan oleh Presiden tanpa dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat ter!ehih dahulu, atau dasar ketentuan Pasal
22 Undang-undang Dasar 1945. Hal ini untuk mempercepat berlakunya
undang-undang dalam hal-ikhwal yang memaksa, sehingga persefujuan
DPR dilakukan pada persidangan berikutnyam.

Ketentuan dalam Peraturan Pengganti Undang-undang ini merubah
istitah “"perbuatan korupsl pidana® dengan istilah "tindak pidana
korupsl®. Rumusan tindak pidana korupsi disebutkan dalam Pasal 1

Undang-undang No.24/Prp/Tahun 1860, yaitu

% Soedjono Dirjosisworo, Op. Cit., h. 57.
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Yang dimaksud tindak pidana korupsi, lalah :

a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu
kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu badan yang setjara langsung atau tidak langsung
merugikan keuangan suatu badan yang menherima bantuan dari
keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang
mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran  dasi
Negara atau Masyarakat.

b. perbuatan seseorang jang dengan atau karena melakukan suatu
kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan
djabatan atau kedudukan. |

¢. kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21
peraturan ini dan dalam pasal
209,210,415,417 418,419,420,423 425 dan 435 Kitab Undand-
undang Hukum Pidana.

5. Korupsi dalam Undang-undang No.31 tahun 1971. |
Undang-undang No.3 /1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebenarnya tidak mencantumkan pengertian korupsi secara
langsuhg. Rumusan tindak pidana korupsi dapat diinterpretasikan dari
rumusan-rumusan tindak pidana yang dapat dihukum karena tindak
pidana korupsi. Rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 1 Undang-
undang No. 3/1971 yang menyebutkan :

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah :

{(1)a. Barang slapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan,
yang secara flangsung atau tidak langsung merugikan
keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau
diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan
tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara; ' :

. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan , yang secara langsung atau tidak langsung
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atau kedudukan , yang secara langsung atau tidak langsung
dapat meruglkan keuangan negara atau perekonomian
negara;

¢. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam
Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 426, 417, 418, 419,
420, 423, 425, dan 435 KUHP.

d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai
negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat
sesuatu kekuasaan atau sesuaty wewenang yang meijekat
pada jabatannya atau kedudukamnya atau oleh st pemberi
hadiah atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang
tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak
metaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang
berwajib.

(2)Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan
untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam
ayat (1) a, b, ¢, d, e Pasai in.

5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UUTPK"99").
Dalam Pasal 2 sampal dengan Pasal 24 UUTPK "88" Ini
dirumuskan tentang tindak pidana korupsi. Pengertian findak pidana
korupst menurut UUTPK "88* terkandung dalam rumusan tindak pidana

Korupsi tersebut. Untuk selanjutnya rumusan tindak pidana korupsi akan

dibahas dalam Bab Hasil Penelitian dan Analisa Data.

E. Haklkat Penanggulangan Tindak Pidana Korupsl
Kejahatan sebagai masalah sosial itu tidak hanya menjadi masalah
bagi suatu masyarakat tertentu (pasional), akan tetapi telah menjadi
masatah bagi seluruh masyarakat internasional” . KeiahatanA sebagai

masalah internasional hampak dalam pembicaraan dalam Kongres

* Barda Nawawi Arief (I), Op. Cit., 1994, h. 11,
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Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) keempat mengenai "Preventlon of
Crime and The Treatment of Offenders”. Dalam Kongres PBB keempat
tersebut tertuju pada masalah pembangunan dan kualitas lingkungan hidup.
Kemudian dalam Kongres PBB keifma tahun 1975 dibicarakan secara
khusus tentang : |

a. perubahan-perubahan bentuk dan dimensi kejahatan, baik secara
fransnasional maupun nasionai; dan
b. akibat-akibat ekonomi dan sosial dar kejahatanm.

Kejahatan dalam perkembangannya makin _kompleks sejalan dengan
perkembangan masyarakat. Friedmann menjetaskan bahwa
perkembangan negara modern dengan tanggungjawabnya f{erhadap
kesejahteraan masyarakat (pﬁbiic welfare) telah menimbulkan pula delik-
delik bary™. Kemajuan ekonomi yang dicapai bukan jaminan kejahatan akan
berkurang, melainkan tambah meningkat. Soedarto yang mengutip dari
Howard Jones mengatakan hampir dapat dikatakan bahwa kemajuan
ekoﬁomi ftu sendiri merupakan biang dari perkembangan kejahatan®.

Perkembangan perubahan bentui dan dimensi kejahatan tersebut
berbagai macam bentulmya, antara fain ':

"Crime as business" yailu bentuk kejahatan yang bertujuan

mendapatkan keunfungan material melalui kegiatan dalam bidang

usaha (bisnis) atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara
terorganisasi dan dilakuikan oleh mereka Yyang mempunyai

8 N
Op, cht, h.94
" Friedmann, Law in & Changing Soclety, Columbia University, Press, Wew York, 1972,

h191-2335,

&0 Soedarto (D), Op.Cit, h.94.
8! Barda Nawawi Arief (I), Op.Cit., h.13.
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kedudukan terpandang didalam masyarakat; termasuk dalam bentuk
kejahatan inl antara lain yang berhubungan dengan pencemaran
lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang
perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lainya yang blasa
dikenal dengan “oraganized crime”; "white collar crime® dan
“korupsi”.......... ",

Perkembangan bentuk dan dimensi kejashatan tersebut, salah
satunya yang menjadi perhatian adalah kejahatan atau tindak pidana
korupsl. Kejahatan korupsi ini memang felah menjadi sorotan dan
keprihatinan masyarakat. Dalam resolusi tentang “Corruption In
goverment” yang diterinfra Kongres PBB ke-8 mengenal "the prevention
of crime and the Threatment of Offenders” di Havana (Cuba) tahun 1880,
antara lain dinyatakan, bahwa :

a. korupsi di kalangan pejabat publik ("corrupt activities of public

official").

- dapat menghancurkan efekiivitas potensial dari semua
program pemerintah (can destroy the potential effectiveness
of all types of governmental programmes"},

- dapat mengganggu/menghambat pembangunan  {(hinder
development”);

- menimbutkan  korban  individual maupun  kelompok
masyarakat ("victimize individuals and groups");

b. ada keterkaltan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk

Kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi, dan penyucian uang
haram ("money laundering").

Masalah keprihatinan terhadap korupsi int terlihat pula datam
Kaongres PBB ke-9/1995 di Kairo, yang menghasilkan rancangan resolusi
tentang * Actlon against corruption" antara laih ditegaskan bahwa

korupsi menjadi masalah serius karena :
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- dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat (may
endangers the stability and security of societies);
- merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas (undermined the
values of democracy abd morality);
- membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik
{jeopardizes social, economic and pcllticai deveiopment)
Menylimak bentuk-bentuk kejahatan yang baru, Korupsi menjadi
salah satu bagiannya, walaupun dengan ungkapan atau sebutan yang
bermacam-macam antara lain dimasukkan sebagai salah satu bentuk dari

crime as bussiness, economic crimes, white collar crime, official

crime atau sebagai salah satu bentuk dari abuse of power ™

Korupsi yang juga merupakan bagian dari white colar crime berarti
termasuk kejahatan yang sangat membahayakan dan tergolong kejahatan
tingkat atas. Tipe-tipe perilaku kejahatan kelompok. ini berbeda dengan
kelompok yang lebih rendah sehingga sanksi pidananya pun harus berbeda.
Banyak bentuk pola kejahatan yang berhubungan dengan tindak pidana
korupsl misalnya @ penggelapan pajak, penipuan, penyelundupan,
pembayaran fiktif, kredit macet, penyuapan dan lain sebagainya yang
dapat dilakukan oleh orang maupun suatu korporasi/perkumpulan.

Menyangkut masalah korporasi, perkembangannya semakin
meningkat baik dalam jumlah maupun dalam bidang usahanya. Tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi inl juga tidak kalah

pentingnya. Peranan korporasi dalam tindak pidana korupsi karena adanya

2 1h1d, h.70.
83 3 fuladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampal Hukum Pidana, Op.cit, h. 133,
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peluang dan kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah. Kasus-ikasus
yang ada selama ini banyak juga yang melibatkan korporasi sebagai pelakuy
tindak pidana Korupsi, seperti dalam kasus perbankan yang berindikasi
korupsi atau korupsi yang dilakukan suatu korporasi unfuk kepentingan
pengurus korporasi atau untuk keuntungan korporasi itu sendiri.

Tindak Pidana korupsi memang merupakan masalah yang besar,
sehingga usaha penanggulangannya sangat dipriroritaskan. Kongres PBB
ke-8 mengenai The Prevention od Crime and the Threatment of Effenders
pada tahun 1980 mengklasifikasikan korupsi sebagai tindak pidana yang
sulit dijangkau oleh hukum. Alasan demikian disebabkan antara lain :

a. kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari st pelaku (the high

sconomic or political status of thelr perpertrators).

b. keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu
sedsmildan rupa sehingga mengurangl kemungkinan mereka
dilaporkan atau dituntut (the circumtances under which they had
been committed were such as to decrease the likelihood of thelr
being reported and prosecuted)™.

Penanggulangan korupsi seyogianya merupakan bagian dari strategi
integral  kebijakan pembangunan sosial ekonomi dan kebljakan
pembangunan nasional. Pendekatan kebilakan integral ini ditegakan dalam
Kongres PBB, antara lain :

a. Dalam Deklarasi Caracas (Kongres PBB ke-6/1980) ditegas-

kan :
- crime prevention and criminal justice should be considered of
aconomic development, political system, social and cultural

values and soclal change, as well as the context of the new
international economic order (Deldarasi no.2).

5 Thid, h.134.
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- e proggrames for crime preventioh and the treatment of
offenders should be based on the soclal, cultural, political and
aconomic circumtances of each couptry ... , and that
Members State should develop and effective capacity for
formulation and planning of criminal palicy, coordinated with
strategies for social, economic, political and cultural
development (Deklarasi No.3}.

b. Dalam Kongres ke -7/1985 di Milan, pernyataan Deklarasi
Caracas No.2 di atas dimasukkan juga dalam pertimbangan
“Milan Plan of Action". Dan di dalam "Guiding Principles for
Crime Prevention and Criminal Justice i the Context of
Development ang New International Economic Order" yang
dihasilkan Kongres ke-7 ini, antara lain laih ditegaskan :

Crime prevention and criminal justice should not be treated as

isolated problems to be tackled by Symplistic, fragmentary

methodes, but rather ac complex and differenttiated in relation
to:
(a) the socic-economi, political and cultural context and
circumtances of the society in which they are applied;.
(b} the development stage, ....;
(c) the respective traditions and customs, ... %;

Bertolak dari pandangan yang integral ini, maka penanggulangan
tindal pidana korupsi ini jangan hanya semata-mata dipandang sebagai
masalah hukum dan kebijakan penegakan hukum saja. Usaha
penanggulangan korupsi melalui sarana kebijalcan perundang-undangan
dan penegakan hukum pidana telah lama dilakukan, namun tindak
pidana korupsi pun masih tetap ada bahkan semakin meningkat.
Korupsi mempunyal kompleksitas permasalahan, sehingga berada
diluar jangkauan penegakan hukum pidana. Hukum pidana hanya
merupakan uitimum  remedium” (obat yang terakhir) | untuk
menanggulangi kejahatan, termasuk pula upaya penanggulangan tindak

pidana korupsl.

8 Barda Wawwi Arief (1) ,Op. Clt, h70-71.
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BAB it

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Formulasl Kebljakan Penhanggulangan Tindak Pidana Korupsl dalam
Undang-undanyg Nomor 314 Tahun 1889.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulang! kejahatan
dapat dilakukan dengan melalul serangkaian proses. Rangkaian proses
tersebut terdiri dari “tahapan kebfjakan legistatiffformulatif® | yaitu
mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat
dikenakan, *tahapan kebijakan aplikatlflyudikatif" yang merupakan
tahapan  untuk  menerapkan | hukum  pidana dan  “tahapan
kebljakan eksekutiffadministratif" vyang merupakan tahapa'n untuk
menjalankan pidana.

Kebljakan legislatif merupakan kebijakan {policy) dalam menetapkan
dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan.
Kebijakan legislatif sering disebut dengan istilah “kebijakan formulatif”.
Kebiiakan legislatiffformulatif ini merupakan masalah kebijakan yang
mempunyai kedudukan strategis dalam upaya menanggulangl Kejahatan
atau tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Kebijakan legislatif
dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan
cara membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan yang dapat

efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana Korupst. Salah satu




perundang—undangan yang dibentuk oleh Pemerintah adalah Undang-
undang No. 31 Tahun 1'999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(UUTPK "88%). UUTPK "98" ini telah diundangkan pada tanggal 18 Agustus
1998 dalam Lembaran Negara RI Nomor 140 Tahun 19889, berikut
Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negaré Nomor 387 Tahun
1999,

Jika metihat sistematika Undang-undang No. 31 tahun 1989 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdiri dari 7 Bab dan 45
Pasal, yaitu :

a. Bab | tentang Ketentuan Umum;

b. Bab H tentang Tindak Pidana Korupsi;

c. Bab Il tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaltan Dengan Tindak
Pidana Korupsi

d. Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang
Pengadilan;

e. Bab V tentang Peran serta Masyarakat.

f. Bab VI tentang Ketentuan Lain-Lain

g. Bab Vi tentang Ketentuan Penutup.

Penulis dalam membahas dan mengkaji Undang-undang No. 31
Tahun 1999 tersebut dalam sub bab ini berkaitan dengan masalah

formuiasi tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan pidana dan
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pemidanaan serta pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu penulis

memfokuskan pada pembahasan, yaitu :

1.

Kedudukan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupst
sebagal Undang-undang pidana khusus,
Perumusan tindak pidana korupsi,

Sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi,

. Subjek hukum dalam tindak pidana korupst.

Kedudukan Undang-undang  Pemberantasan Tindak Pldana
Korupsi Sebagai Undang-undang Pidana Khusus.

Jika Ingin  mengetahul kedudukan dari  Undang-undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-undang Nomor 31
Tahun 1998, maka sepatutnyalah terlebih dahulu  mengstahul
keseluruhan tentang hukum pidana tertulis, khususnya hukum pldana
materilt di Indonesia. Sistem hukum pidana di Indonesia yang menganut
sistem Eropa Kontinental menghendaki suatu sistem hukum pidana yang
terkodifikasi dan unifikasi.

Kodifikasi hukum pidana mempunyai tujuan untuk terbentuknya
suatu kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan keseragaman
hukum. Kodifikasi Ini adalah sebagai suatu usaha untuk menyusun satu

baglan dari hukum secara lengkap dan tuntas untuk suatu bagian itu,
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dalam suatu buku {(kitab)®. Jadi kodifikasi hukum berusaha untuk
membentuk pembukuan terhadap ketentuan hukum dalam - bidang
tertentu secara sistematis dan lengkap. Unifikasi hukum dimaksudkan
adalah adanya suatu keseragaman dalam penerapan peraturan hukum.
Unifikasi hukum dilakuken untuk mencegah adanya duallsme hukum.
Pembentukan kodifikasi dan unifikasi hukum ini dimaksudkan bahwa
terhadap suatu masyarakat hanya diterapkan satu peraturan hukum
saja terhadap suatu bidang hukum, misalnya hanya ada satu Kitab
Undang-undang Hukum Pidana {(KUHP) saja. |
KUHP terdiri dari 3 (figa) buku, yaitu :
a. Buku Kesatu tentang Aturan-aturan Umum;

b. Buku Kedua tentang Kejahatan; dan

13

Buku Ketiga tentang Pelanggaran.

Buku Kesatu KUHP yang memuat tentang aturan-aturan umum
atau asas-asas umum yang berlaku dalam hukum pidana. Perbuatan-
perbuatan yang dirumuskan dan merupakan tindak pidana, baik yang
berada di dalam KUHP maupun diluar KUHP tetap harus mengikuti

asas-asas umum yang diatur dalam buku kesatu KUHP ini, kecuali

diatur secara khusus. Pada perkembangannya untuk mengatasi

kebutuhan akan adanya hukum yang dapat mehgakomodasi

8 3.CT, Simorangkir Cs., Kamus Bukum, Penerbit C.V, Majapahit, Jakarta, 1972.
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perkembangan masyarakat, maka dibentuldah undang-undang diluar
KUHP.

Negara Indonesia selak proklamast kemerdekaan tahun 1845
telah banyak mengalami perubahan-perubahan sosial sehingga dengan
keadaan ini menuntut pula adanya perubahan atau pembaharuan hukum
(pidana) yang sesual dengan keadaan masyarakat Indonesia.
Pembaharuan hukum pidana tersebut, diantaranya adalah KUHP yang

merupakan KUHP Belanda (WvSNI} dan berdasarkan “asas
konkordanst® diberlakukan di Indonesia. Sejak itu KUHP telah

mengaiami beberapa perubahan dan penambahan disesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu untuk mengatasi kebutuban

perkembangan masyarakat Indonesia ini, maka periu membentuk

Undang-undang  diluar KUHP, antara lain  Undang-undang
Pemberantansan Tihdak Pidana Korupsi.

Jadi hukum pidana tertulis di Indonesia tidak hanya peraturan
hukum pidana yang terdapat dalam KUHRP saja melainkan juga diluar
KUHP. Sumber-sumber hukum pidana tertulis di Indonesia sekarang ini
adalah :

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPY);
b. Undang-undang yang merubah/menambah KUHP;

¢. Undang-undang Hukum Pidana Khusus;
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d. Aturan-aturan pidana yang terdapat dalam undang-undang yang
bukan undang-undang hukum pidana %

Apabila dibagi lagi secara garls besar, maka sumber-sumber
hukum pidana tertulis di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua)
golongan, yaitu:

a. Peraturan hukum pidana yang ada didalam KUHP; dan .
b. Undang-undang hukum pidana yang berada diluar KUHP.

Jadi undang-undang hukum pidana yang berada diluar KUHP

dapat meliputi :

a. Undang-undang pidana yang menambah dan merubah KUHP; |

b. Undang-undang pidana khusus;

¢. Aturan pidana yang berada dalam undang-undang yang bukan
hukum pidana.

Undang-undang pidana yang menambah dan merubah KUHP ini
mésih berlaku secara umum. Undang-undang pidana di luar KUHP yang
menambah dan merubah KUHP yang dikeluarkan selama ini,antara lain
a. Undang-undang No.1 tahun 19486 tentang Peraturan Hukum Pidana.
b. Undang-undang No. 20 tahun 1846, yang mengatur tentang hukuman

tutupan.

¢. Undang-undang No. 8 Tahun 1951 tentang penangguhan suraf ifin

kepada dokter dan dokter gigi.

%7 Loebby Logmen, Delik Politik di Indonesis, IND-HILL CO, Jakarts, 1993, h 9192,
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. Undang-undang No.73 tahun 1858 tentang menyatakan berlakunya

Undang-undang No.1 tahun 1948 tentang Peraturan Hukum Pidana

untuk seluruh wilayah RI dan mengubah KUHP.

. Undang-undang No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.16 tahun 1960

~ tentang beberapa perubahan dalam KUHP.

h.

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang No. 18 tahun 1960
tentang perubahan jumiah hukuman denda dalam KUHP dan dalam

ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus

1945,

Undang-undang No.2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan
pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di
lingkungan peradilan umum dan peradilan militer.

Undang-undang No.1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalah-
gunaan atau penodaan agama.

Undang-undang No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
Undang-undang No.4 tahun 1976 tentang perubahan dan
penambahan beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan
perluasan beriakunya Ketentuan perundavngmndangan pidana,
kejahatan penerbangan, dan kejahatan terhadap saraha/prasarana

penerbangan.
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. Undang-undang No. 27 Tahun 1899 tentang Perubahan KUHP yang
Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Selain pembagian peraturan hukum pidana seperti tersebut
diatas, hukum pidana dapat juga dibagi menjadi :
a. hukum pidana umum ; dan
~ b. hukum pidana khusus
Hukum pidana umum yang dimaksudkan adalah peraturan hukum pidana
yang tercantum di dalam KUHP dan peraturan lain yang berada diluar
KUHP yang menambah dan merubah KUHP serta peraturan hﬁkum
pidana tertentu yang masih berlaku umum. Sedangkan hukum pidana
khusus adalah peraturan hukum pidana tertentu yang ada di juar KUHP
yang mengatur secara khusus. Hukum pidana khusus ini meliputi hulcum
pidana militer, hukum pidna fiskal, hukum pidana subverst, hukum pidana
ekonomi dan hukum pidana korupsi.

Para ahlt hukum Dberbeda-beda dalam mengemukakan
pendapatnya tentang kriteria pembagian hukum pidana umum dan
hukum pidana khusus. Van Poelje berpendapat bahwa yang disebut

hukum pidana umum adalah semua hukum pidana yang bukan hukum
pidana militer. Jadi menurut dia, hukum pidana dibagi atas hukum

pidana umum dan hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana militer™.

B8 Dring, Pengantar Hukum Tata Ussha Negara, 1956, h. 19,
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Pompe mengemukakan dua kriteria yang menunjukikan hukum
pidana khusus itu, yaitu orang-orangnya yang khusus, maksudnya
subjeknya atau pelakunya yang khusus dan yang kedua perbuatahnya
yang khusus (bijzonder Hijk felten). Hukum pidana khusus berdasarkan
orang-orangnya yang khusus atau subjeknya yang khusus misalnya
golongan militer. Hukum pidana khusus berdasarkan perbuatanhya yang
khusus misaltya hukum pidana fiskal untuk delik-delik pajak, yang
befarti perbuatan menyelundup pafak merupakan perbuatan khusus™.
Berdasarkan pendapat Pompe Ini, maka tindak 'pidana ekonomi dan
tindak pidana korupsi dapat dipandang sebagal hukum pldana khusus.

Paul Scholten mengemukakan bahwa semua hukum pidana
yang berlaku umum disebut hukum pidana umum, sedangkan hukum
pidana khusus falah perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi
pidana, yang disebut juga hukum pidana pemerintahan. P. Mostert
mengikuti Paul Scholten menyebutkan juga hukum pidana pemerintéhan,
dengan menunjuk bahwa dengan menggunakan perundang-undangan
pidana yang khusus Inl, maka yang utama bukanlah pembuat secara
individual, melainkan melaksanakan suatu kebijaksanaan vang bersifat

umum™. Roeslan Saleh menyebutkan sebagai ordeningssrecht, yaitu

8 Andi Hamzah, Perkembsngan Hukum Pidsna Khusus, PT. Rineka Cipta, Jekarta,
1961, h1-2, .
% andi Hamzeh, Asas-Asas Hukum Pidane, PT Rineka Cipta, Jekarts, 1994, h.12.
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tidak lebih hanya sebagai sosial ekonomis dari pemerintah yang bersifat

memaksakan®'.
Soedarto mengemukakan bahwa :

Dalam buku-buky pelajaran dapat dibaca, bahwa yang dimaksud
dengan hukum pidana Khusus itu adalah hukum pidana yang
ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan
dengan perbuatan-perbuatan khusus termasuk didalamnya
hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum
pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus). Termasuk hukum
~ pidana khusus adatah hukum pidana ekonomi.

Kita mengetahui, bahwa hukum pidana militer telah
dikodifikasikan, sedang hulum pidana fiskal ferdapat dalam
berbagai peraturan tentang pajak. Hukum Pidana Ekonomi diatur
dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang
Nomor 7 Drt Tahun 1858), yan% menunjuk kepada peraturan-
peraturan hukum pidana yang lain™.

Soedarto kemudian mengkualifikasikan undang-undang pidana
khusus menjadi tiga kelompok :

a. undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya : undang-
undang faly lintas lalan raya, undang-undang harkotika,
undang-undang tindak pidana imigrasi, undang-undang tindak
pidana korupsi, undang-undang tindak pidana subversi.

b. peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi
pidana, misalnya undang-undang tentang penyelesaian
perselisihan perburuhan, undang-undang pokolk agraria.

c. undang-undang yang memuat hukum pidana khusus (lus
singutare, ius speciale), yang memuat defik-defik untuk
kelormpok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan
tertentu, misalnya wetboek van Militair Strafrecht (Kitab
Undang-undang Hukum Pidana Tentara), Undang-undang
tentang pajak penjualan, undang-undang Tindak Pidana
Ekonomi™.

%1 Roeslan Saleh, Beberapa Asas-Asas Hukum Pldena dalam Perspektlf, Penerbit Aksara,
Bandung-Jakarta, 1983, h. 10. '

%2 goedarto (II) Kapita, Op.Cit, h. 60-61.

3 Tbid, h.63-64.
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Menyimak pendapat para sarjana tersebut diatas, hemat penulis
berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan
perundang-undangan yang ada sekarang ini, maka hukum pidana
khusus tidak hanya dibatasi terhadap masalah hukum pidana ekonomi,
hukum pidana militer, hukum pidana fiskal dan hukum pidana korupsi.
Namun sefiap undang-undang yang mengatur secara khusus baik
masalah orang-orangnya (subjeknya), perbuatannya dan hukum
acaranya disebut undang-undang pidana khusus. Pada dasarnya
apabila undang-undang mengatur secara khusus dan menyimpang dari
ketentuan umum (KUHP) maka dapat disebut sebagal hukum pidana
khusus. Dengan kata lain, undang-undang diluar KUHP yang mengatur
secara khusus yang bukan hanya menambah dan merubah KUHP
disebut undang-undang pidana khusus. Oleh karena itu perundang-
undangan di Indonesia sekarang Ini sangat sulit untuk menentukan
secara jelas undang-undang mana yang disebut sebagai undang-undang
pidana khusus. Kesulitan tersebut disebabkan banyak tefdapat undang-~

undang yang mengatur secara khusus perbuatannya dan  hukum

acaranya akan tetapi tidak mengatur secara khusus orang-orangnya

{subjeknya).
Jadi undang-undang pidana khusus inl mengatur secara khusus
baik hukum pidana materll maupun hukum pidana formainya.

Kekhususan dari undang-undang pidana khusus inj adalah karena
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mengatur sendiri subjek hukumnya, perbuatan-perbuatan apa yang
menjadi tindak pidana serta hukum acaranya. Dengan kata lain undang-
undang pidana khusus menyimpang darl ketentuan-ketentuan umum
yang terdapat dalam Bab | sampai dengan Bab Vil KUHP, kecual
undang-undang pidana khusus tersebut tidak mengatumya maka tetap
menerapkan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP.
Seiaih ity adanya undang-undang pidana khusus karena didasarkan
pada adagium lex specialls derogat leg generall (ketentuan khusus
menyingkirkan ketentuan umumy).

Jika meninjau dari ketentuan perundang-undangan, maka
keberadaan hukum pidana khusus ini mendasarkan pada Pasal 103
KUHP yang menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab |
sampai dengan Bab Vi buku ini juga berfaku bagi perbuatan-perbuatan
yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan
pidana, kecuall jika oleh undang-undang ditentukan lain. Berdasarkan
Pasal 103 KUHP ini, maka dimungkinkan undang-undang lain mengatur
untulk menambah atau merubah KUHP yang disesuaikan dengan
perkembangan tindak pidana dan undang-undang lain diluar KUHP baik
undang-undang tindak pidana tertentu maupun undang-undang pidana
pidana khusus.

Undang-undang pidana khusus banyak tersebar dalam beberapa

undang-undang, seperti




a. Undang-undang No. 7/Drt/ 1955, tentang Tindak Pidana Ekonoml,

b. Undang-undang No. 5 tahun 1998 tentang Psikotropika.

¢. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Narkotika .

d. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsl, Kolusi, dan Nepotisme.

e. Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

f.  Undang-undang No. 38 tahun 1989 tentang Hak Asasi Manusia.

- Materi Perumusan Tindak Pldana Korupsl dalam Undang-undang
No.31 Tahun 1998,

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahﬁa kebljakan
legisiatif merupakan masalah sentral dalam serangkalan proses untuk
menanggulangt kejahatan dengan hukum pidana, termasuk upaya
penangguiangan findak pidana korupsi. Kebijakan legislatif ini.
adalah menyangkut bagalmana merumuskan dan menetapkan tindak
pidana korupsi dalam undang-undang, yaitu Undang-undang No. 31
tahun 19889 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat
“"UUTPK “88").

Pertimbangan perumusan tindak pidana korupsi ini dalam suatu
perundang-undangan, yaitu UU. No. 31 Tahun 1999 adalah bagaimana

menekan seminimal mungkin terjadinya tindak pidana korupsi baik
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secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini juga untuk menekan
kebocoran dan penyimpangan terhaﬁap keuangan dan perekonomian
negara. Adanya usaha untuk menekan tindak pidana korupsi ini
dimaksudkan agar dapat mendukung pertumbuhan dan kelangsungan
pembangunan nasional,

Dalam UUTPK 99" i felah dilakukan | perubahan atau
pembaharuan hukum, baik mengenal perumusan tindak pidana, sistem
pidana dan pertanggungjawabannya. Perubahan-perubahan tersebut
mempunyai tujuan untuk dapat menjangkau beberapa modus operandi
penyimpangan keuangan Négara yang semakin canggih dan rumit.
Beberapa perubahan atau pembaharuan dalam UUTPK “99" terfihat
dalam beberapa hal atau muatan penting dari ketentuan yang diatur
oleh UUTPK “99", khususnya yang menyangkut - perumusan  tindak
pidana korupsi, antara lain :

a. Pengertian Pegawal Negeri.

Pengertian pegawal negerl dalam hal ini menjadi penting karena
pada dasarya tindak pidana korupsi dan delik-delik yang ada daiam
KUHP yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi sering menyanghut
Seorang pegawai (pejabat). Pegawai negeri yang dimaksud telah
dirumuskan secara jelas dalam Pasal 1 butir 1 UUTPK "99" , yang

disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi :
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1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
terjtang Kepegawaian;

2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana;

3) orang yang menerima gaji atau upah darl keuangan negara atay
daerah.

4) orang yang menerima gaji atau upah dari suaty korporasi yaing
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

5) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi fain yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari hegara atau
masyarakat.

Jika mellhat perumusan pengertian pegawal negeri tersebut
diatas, maka pengertian pegawal negeri dalam UUTPK “98* tidak
hanya mencakup pengertian pegawai negeri sebagaimana dalam
Pasal 82 KUHP dan menurut hukum kepegawalan saja. Melainkan
lebih luas lagi, yaitu meliputi orang-orang yang menetima gaji atau
upah dari keuangan negara atau daerah atay dari suatu korporasi
yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau dari
korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara
atau masyarakat. Sebagai perbandingan pengertian pegawai negeri
yang dimaksud dalam Pasa} 92 KUHP adaiah

{1) yang masuk sebutan amtenar (pegawai), vaitu sekalian orang

yang dipiith menurut pilihan vang sudah diadakan menurut
undang-undang umum, demikian pula sekalian orang yang




bukan karena pemiihan menjadi anggauta Dewan pembuat
Undang-undang Pemerintahan atau perwaldlan rakyat yang
dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, seterusnya
sekalian anggota dari Dewan-dewan daerah dan setempat
dan sekallan kepala bangsa Indonesia dan Timur Asing, yang
melakukan kekuasaan yang sah.

' (2) Yang masuk sebutan amtenar dan hakim. termasuk pula ahii
memutus perselisthan; yang termasuk sebutan hakim, yaitu
mereka yang menjalankan kekuasaan hukum administratif,
demildan juga ketua dan anggota dewan agama.

(3) Sekalian orang yang masuk bala tentara dipandang juga

sebagai amtenar.

Adapun vang menjadi alasan dicantumikannya perumusan
tersebut diatas dalam UUTPK “88" karena pemerintah menyadari
berdasarkan pengalaman, orang-orang yang bukan pegawai negeri
menurut pengertian hukum administrasi dengan menerima tugas
tertenty dari suatu badan negara atau badan yang menerima

bantuan dari negara dapat melakukan perbuatan-perbuatan tercela

yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

. Pengertlan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara.

Pengertian keuangan negara terdapat dalam Penjelasan Umum
UUTPK “89" yang menyebutkan :

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan
negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak
dipisahkan, termasuk didalamnya segala baglan kekavaan
negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan
pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat
maupun daerah;

2) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan
pertanggunglawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan
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Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan
yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang
menyeitakan modal plhak ketiga berdasarkan perjanjian
dengan negara. sedangkan vyang dimaksud dengan
Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang
disusun  sebagal usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandir
yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, balk di tingkat
pusat matpun ditingkat daerah sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan
memberikan manfaat, kemakmuran, dan keselahteraan
kepada seluruh kehldupan masyarakat.

c. Pengertian Melawan Hukum dan Rumusan sebagal Dellk Formil.

Pengertian melawan hukum dalam hal ini disebutkan dalam
Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 UUTPK "99" , bahwa :

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum® dalam Pasal ini
mencakup perbuatan melawan hukum dalam artt formil maupun
dalam arti materiil, yaknl meskipun perbuatan tersebut tidak
diatur dalam peraturan perundang-undangan, hamup apablla
perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesual dengan
rasa Kkeadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam
ketentuan ini, kata "dapat” sebelum frasa "merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara® mehunjukkan bahwa tindak
pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak
pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan
yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat®.

Demikian pula ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUTPK "59,

yang menyebutkan :
Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan
keuangan nhegara atau persekonomian nhegara yang semakin
canggih dan rumif, maka tindak pidana yang diatur dalam
Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi
perbuatan-perbuatan memperkaya dirt sendirl atau orang lain
atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian
formil dan materil. Dengan perumusan tersebut | pengerfian
melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat juga
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mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang mehurtt perasaan

keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dalam Undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagal

tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuitian.

Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-

undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada

negara , pelaku tihdak pidana korupsi tetap diajukan ke
pengadilan dan tetap dipidana.

Ketentuan tersebut diatas jelas mempertegas pengertian
melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil.
Adanya penegasan unsur melawan hukurm dalam Pasal 2 UJTPK
"99" ini, tidak terlepas dalam kaitanhya dengan rumusan delik
sebagai delilk formil. Pengertian unsur melawan hukum baik dalam
arti formil maupun materill sebenarnya telah dianut dalam UUTPK
"71*. Namun jika dihubungkan dengan rumusan deliknya, maka
UUTPK "71" tidak semua merumuskan delik korupsi sebagal delik
formil. Rumusan delilk formil dalam UUTPK 71" terdapat dalam
Pasal 1 Ayat (1) sub b.

Pengertian melawah hukum secara formil adalah perbuatan
tersebut secara tegas dilarang atau melanggar suatu peraturan
perundang-undangan atau ada peraturan tertulis yang melarang
perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum secara materill
adalah perbuatan tersebut dianggap tercela dalam pandangan
masyarakat atau perbuatan tersebut tercela jika ditinjau dari nilai-

nital yang ada di masyarakat. Ada suatu perbuatan yang secara

formii dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi
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perbuatan tersebut tidak tercela di mata masyarakat. Sedangkan
sebaliknya ada suatu perbuatan yang secara materiil melawan
hukum, akan tetapi tidak ada aturan formit yang melarangnya.

Penegasan adanya pengertian perbuatan melawan hukum baik
secara formil maupun materil dalam tihdak pidana korupsi
diperiukan karena kadangkalanya perbuatan vyang dilakukan
terdakwa tidak melanggar Kketentuan perundang-undangan, akai
tetapi sanéat tercela dimata masyarakat. Sejak adanya tuntutan
reformasi hukum banyak kasus-kasus korupsi yang sulit untuk
mendasarkan pada perbuatan melawan hukum secara formil, hamun
sebénarnya dapat diterapkan dengan menggunakan perbuatan
melawan hukum dalam arti materiil. Namun disayangkan maksud
darl pembuat undang-undang yang memperiuas menjadi unsur
melawan hukum dalam pengertian formil maupun materill, dalam
pelaksanaannhya tidak ada suatu perkara pun untuk menerapkan
perbuatan melawan hukum secara materiil.

Penerapan perbuatan melawan hukum secara materil i
hendaknya dilakukan secara hati-hati, sehingga perju ada batasan-
hatasan yang jelas. Perlunya pembatasan ini karena penerapan
perbuatan melawan hukum secara materiil yang salah sangat
dikhawatirkan menimbutkan ketldakpastian hukum. Ketldakpastian

hukum terjadinya karena persepsi antara masyarakat yang satu
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dengan masyarakat yang lain berbeda atau nilai-nifal dalam
masyarakat berbeda.

Penerapan unsur melawan hukum dalam arti formil dan materii)
dalam praktek peradilan dan telah menjadi yurisprudensi sebenarya
pernah ada misaihya dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 30
Maret 1977 Nomor 81/K/Kr/1973 terhadap kasus terdakwa Ir. Otjo
Danaatmadja bin Danaatmadja. Terdakwa dilepaskan dari segala
tuntutan karena secara materlil bukan perbuatan melawan hukum.
inti pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut adalah:

Menimbang bahwa asas “"matericle wedderechtelijkheid* selain
diakui dalam putusan-putusan Mahmakah Agung dan merupakan
Yurisprudensi, perundang-undangan, lalah Undang-undang Tahun
1871 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang dalam penjelasannya
memidanakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum dan
dengan mengemuikakan sarana melawan hukum dalam
penjelasan fersebut terkandung didalamnya pengertian melawan
hukum formil maupun materiil.

Bahwa dengan demikian, balk oleh yurisprudens! maupun
perundang-undangan tertentu, kedua-duanya sumber hukum
utama, diakul asas materiele wedderechtelijkeheid secara tegas
jelas, dan dipandang sebagal suatu kenyataan hukum, yang tidak
dirugikan oleh sikap restriktif dan moderat dari beberapa negara
dalam mengadakan evaluasi terhadap materiele wederrechte-
lijkeheid ini dari peradilan khususnya.

Bahwa tertuduh terkasasi dalam menjalankan tugas
pekerjaannya, selaku insinyur kehutahan dengan
memperhitungkan blaya reboisasl yang tHdak dikurangi
kemanfaatannya, dengan tidak mengambil keuntungan dirinya
sendiri dan dengan memperoleh tanah; menambah mobilitas
serta untuk Kesejahteraan pegawai, kepentingan umum dilayani
dan negara tidak dirugikan, secara materiel tidak melakukan
perbuatan melawan hukum, walaupun perbuatannya termasuk
dalam rumusan dari delik yang bersangkutan.

Bahwa perbuatan tersebut adalah sosial adequate dan
mehimbulkan suatu keuntungan yang demikian dapat dirasakan

22




sehingga ia seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan karena
perbuatannya itu bertentangan degan undang-undang.

Bahwa hal demikian tidak mengurangi ketentuan, bahwa
perumusan tentang sosial adequate ataupun balans dalam
untung rugl pada hakikatnya mengenai penilalan terhadap suatu
kejadian atau keadaan, yang tidak termasuk dalam pertimbangan
dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi™.

Sebenamya apa yang dimaksud-dengan istliah melawan hukum
pada mulanya berasal dani istiah Belanda *wederrechtelfk® yang
diartikan oleh Hoge Raad melalui arrestnya fanggal 28 Juni 1911
sebagai pelaku “tidak berhak” untuk menikmati keuntungan. Jika
dibandingkan dengan KUHP, maka perumusan melawan hukum
dalam KUHP berbeda-beda, yaitu:

1) zonder verlof (tanpa izin) sepertl yang termuat datam pasal

496 dan 510 KUHP;

2) zonder daastoe gerechtiged te zijn (tanpa wewenang) sepetti
yang termuat dalam pasal 303, 548 dan 549 KUHP;

3) met over schrijding -van' zZijn bevoepdheld {melampaui
Kewenanganhya) termuat dalam Pasal 430 KUHP;

4) zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal
de vormen (tanpa mengindahkan cara g!ang ditentukan dalam
aturan umum) datam Pasal 428 KUHP™.

Jika melawan hukum diambil dari istilah "wederrechtelijk" , maka

melawan hukum diarttkan sebagai bertentangan dengan hukum,
bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak sendir. Namun

istilah “wederrechtelijk' oleh para ahli hukum diartikan berbeda-beda

juga. Van Hammel telah membuat dua macam kelompok pendapat

% Loebby Logman, Masalah Tindak Pidana Korups! Dt Indonesia, Badan Pembinaan Hukum
Nazional, Departemen Kehakiman dan Hak- Asasi Manusia, Jakarta, 1999, h. 26
% Ibid, h.19.
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mengenai artl perkataan “wederrechteific* | yaitu kelompok pertama
adalah paham positif, yang mengartikan bertentangan dengan
hukum {in strijd met het recht) yang diungkapkan oleh Shrons atau
melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) yang
diungkapkan oleh Noyon. Kelompok Kedua adatah paham hegatif
yang telahy mengartikan "wederrechielijk” sebagai tidak berdasarkan
hukum (niet steunend op het recht) atau tanpa hak {(zonder

bavoegheid).

. Kualifikas! dellk.

Selain membahas masalah pengertian-pengertian yang baru
dalam perumusan tindak pidana korupsi, hal yang juga menjadi
peiting adalah masalah kualifikasi delik. UUTPK “99" tidak
menyebutkan secara tegas bahwa tindak pidana korupsl ini adalah
"kejahatan” atau “pelanggaran” sebagaimana UUTPK 71" vang
menegaskan bahwa semua tindak pidana korupsl dinyatakan
sebagal "kejahatan' ‘(lihat Pasal 33 UUTPK "71"). Hal ini akan
menimbulkan masalah, karena perundang—und-angan pidana diluar
KUHP tetap terikat pada aturan-aturan umum yang terdapat dalam |
Buku Kesatu KUHP. Perlunya antara kejahatan atau pelanggaran
harus disebutkan secara tegas dalam UUTPK "98" karena pada
dasarnya antara Kejahatan dan pelanggaran mempunyal akibat-

akibat yuridis yang berbeda.
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Walaupun pada dasarnya korupsi dapat dipandang sebagai
kejahatan, akan tetapi UUTPK "89" periu untuk menegaskan bahwa
tindak pidana korupsi adalah sebagai kejahatan. Penegasan suatu
tindak pidana sebagal kejahatan atau pelanggaran karena
membawa konsekwensi tentang cara bagaimana untuk menerapkan
masalah concursus, daluwarsa maupun sistem pemidanaan dan
peiaksanaan pidananya. Penegasan kualifikasi delik diperiukan
untuk menjembatani berlakunya ketentuan umum yang terdapat
didalam KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-
undang diluar KUHP. KUHP membedakan kualifikasi delik kejahatan
dalam Buku il dan pelanggaran dalam Buku I serta ketentuan
umum KUHP juga membedakan antara ketentuan umum unfuk
kejahatan dan ketentuan umum untuk pelanggaran. Jika ketenfuan-
ketentuan umum yang ada dalam KUHP akan diberiakukan terhadap
undang-undang diluar KUHP {termasuk UUTPK "88"), maka
penegasan kualifikasi delik kejahatan dan delik pelanggaran periu
diatur dalam ketentuan umum UUTPK “88" yang menyimpang dari
ketentuan umum KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP.

Adanya perkembangan Himu pengetahuan hukum _pidana,
khususnya di negara kita memang sudah tidak akan membedakan
lagi antara “kejahatan atau “pelanggaran®. Hal ini terlihat dalam

RUU KUHP Baru yang tidak membedakan kualifikasi tindak pidana
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berupa kejahatan atau pelanggaran. Ada beberapa alasan untuk
tidak membadakan lagi kualifikasi delii ini, antara lain hasil Seminar
Hukum Naslonal | tahun 1963 dan hasil joka karya Buku I KUHP
tahun 1985, sebagai berikut :

1) Tidak dapat dipertahankannya lagi kriterla pembedaan
kualitatif antara "rechtsdelict” dan “wetsdelict" yang melatar
belakangi pehggolongan dua jenis tindak pidana itu.

2) Penggoiongan dua jenis tindak pidana itu pada zaman Hindia
Belanda memang relevant dengan kompetensi pengadilan
waldu itu; "pelanggaran® pada dasarhya diperiksa oleh
Landgerecht (Pengadilan Kepolisian} dengan hukum acaranya
sendiri, dan "kejahatan® diperiksa oieh Landraad (Pengadilan
Negerl) atauy Raad van Justitie {Pengadiian Tinggi) dengan
hukum acaranya sendiri pula. Pembagian kompetensi seperti
itu tidak dikenai lagi saat ini.

3) Pandangan mutakhir mengenai *afkoop” (seperti pada Pasal
82 KUHPMWvs) sebagal alasan penghapus penuntutan tidak
hanya berlaku terbatas “pelanggaran” saja, tetapl dapat
berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan
pembatasan ancaman maksimum pidananya™.

VJadi sehubungan KUHP masih membedakan kealifikasi delik
antara “kejahatan' atau “pelanggaran”, maka seharusnya UUTPK
"g0" menegaskan pembagian kualifikasi delik tersebut. UUTPK "99"
sebagal undang-undang khusus berdasarkan Pasal 103 KUHP dapat
mengatur secara khusus fermasuk masalah percobaaan,
pembantuan ataupun permufakatan jahat.

Sedangkan masalah perumusan tindak pidana korupsi, yaitu

perbuatan apa yang dapat dipidana menurut UUTPK *98 ada

¢ Rards Nawawi Arief (), Op. Cit,, h.93.
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bermacam-macam dan dapat dibagl secara garis besar menjadi

beberapa kelompok. Jika melhat perumusan tindak pidana kprupsi

dalam UUTPK "98" dapat dibagi menjadi dua kelompok tindak pidana,
yaity ¥7:

a. Kelompok tindak pidana dalam Bab if tentang Tindak Pidana Korupsi
{ disingkat dengan "TPK"), yang diatur mulai Pasal 2 sampai dengan
Pasat 20; dan

b. Kelompok tindak pidana dalam Bab Il tentang Tindak Pidana Lain
Yang Berkaitan Dengan Tindak Pldana Korupsi {disingkat dengan
TP-BDK), yang diatur mulai Pasal 21 sampal dengan Pasal 24,

Kelompok pertama, memuat 15 perumusan TPK dalam Pasal 2
sampal dengan Pasal 16. Perumusan TPK tersebut termasuk juga
percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat. Disamping itu aturan

pemidanaannya diatur dalam Pasal 17 sampal dengan Pasal 20.

Sedangkan kelompok Kedua,” mengatur tindak pidana yang

berhubungan dengan proses penyldikan dan penuntutan perkara

korupsi. Perumusan kelompok kedua ini diatur dalam Pasal 21 sampai
dengan Pasal 24 KUHP, yaitu tindak pidana yang dilakukan untuk

menghalang-halangl  proses  penyidikah, penuntutan  maupun

#! Barda Nawawi Arief (IV), Masalah Penegakan Hukum dan Kebifaken Pensnggulangan
Kejshatan, BEdigi Program Magister Hmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, h.159 dan
Barda Nawawi Arief (), Kebijakan Penanggulangsn Korups! di Indonesia, Beberapa Catatan
terhadap RUU tentang Parubahan UU No.31/1999), makalah dalam Seminar Nasional Pemberantagan
dan Penanggulangan Xorupsi dengan Sistem Pernbuktian Terbalik, Surakarta, 10 Juli 2001.



pemeriksaan tindak pidana korupsi, baik oleh pelapor, saksi maupun
aparat atau pejabat.

Jika dibandingkan pembagian dua kelompok tindak pidana korupsi
antara UUTPK "71* dengan UUTPK "89" pada dasarnya fidak ada
perbedaan. Untuk kelompok pertama, UUTPK *74* mengaturnya dalam
Pasal 1 jo Pasal 28. Sedangkan untuk kelompok kedua, diatur dalam
Pasal 29 sampai dengan Pasal 32. Jadi dilihat dari segi pembagian
kelompolk Ini, maka tidak ada perkembangan/ periuasan/pembaharuan
untuk memperiuas lagl menjadi kelompok ketiga, yaitu tindak pidana
yang dilakukan setelah tindak pidana korupéi terjadi (disingkat dengan
TPSTK). TPSTK dimaksud dapat berupa tindak pidana monhey
laundering, mentransfer atau menginvestasikan dana atau simpanan
hasil korupsi ke luar negeri, menghibahkan uang hasil korupsi, atau
bentuk-bentuk pembantuan setelah terjadi tindak pidana‘ korupsi.
Walaupun sebenarnya penjelasan Pasal 16 UUTPK “gg* menyebutkan
‘bahwa :

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak
pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas
teritorial sehingga segala bentuk tranfer Keuangan/ harta
kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah
secara optimal dan efektif (garis bawah oleh penulis).

Yang dimaksud dengan "bantuan, kesempatan, sarana, atau
keterangan” dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan Imu
pengetahuan dan teknologi. ‘
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Penjelasan demikian sebenarnya sangat kontradiidif dengan
Pasal 16 itu sendiri yang hanya menyebutkan bahwa :

Setiap orang diluar wilayah negara Republik indonesia yang
memberikan batuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk
terjadinya tindak pidana korupsi dipidana yang sama sebagai
pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 (garis bawah
oleh penulis)

Jadi Pasal 16 tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana
korupsi yang sedang terjadi (untuk terjadinya tindak pidana korupsi)
bukan setelabh terjadinya tindak pidana korupsi. Pasal 16 ini pun
ditujukan terhadap pelaku yang ada diluar wilayah negara Republik
Indonesia yang memberikan pembantuan, bukan terhadap pelaku tindak
pidana korupsi yang mentransfer hasil korupsi. Sehubungan dengan
masaiah pembantuan ini sélain diatur dalam Pasal 16, juga diatur daiam
Pasal 15. Pembanfuan yang dimaksud bukan untuk tindak pidana yang
terjadi setelah tindak pidana korupsi dilakukan. Akan tetapi pembantuan
int dimaksudkan adalah pembantuan sebelum atau pada saat tindak
pidana korupsi terjadi.

Selain pembagian kelompok tindak pldana korupsl seperti
tersebut diatas, maka dapat dibagi pula tipe-tipe atau jenis-jenis tindak

pidana korupsi. Tipe-tipe Korupsi tersebut adalah sebagai berikut™ :

% Bandingkan dengan Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsf, Tinjausn Khusus terhadap
Proses Penyldiksn, Penunfutan, Peradilan serta Upsys Hukumnys menurut Undang-undang No.31
tahun 1999, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 2000, h.17-28 dan juga Soerdjono Dirjosisworo, Op.Cit, b,
63-72.
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a. Korupsi Tipe Pertama.

Tindak pidana Korupsl tipe pertama ini terdapat dalam ketentuan
Pasal 2 UUTPK "99", yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar). '

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati
dapat dijatuhkan.

Pasal 2 tersebut dapat ditarik unsur-upsur (bestandellen)
sebagai berikut :
1) perbuatan memperkaya diri-sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi.

Perbuatan memperkaya diri-sendiri dalam hal ini dapat
ditafsirkan bahwa si pelaku telah melakukan perbuatan yang
dapat menambah kekayaannya atau menambah kekayaan orang
lain atau suafu korporasi oleh karena perbuatannya si pelaku
tersebut. Perbuatan memperkaya dirf sendiri tdapat diia%_cukan
dengan berbagai cara misainya . membeli, menjual, mengambil,
menggadaikan, memindahbukukan rekening, menandatangani

konfrak dan iain sebagainya, yang pada dasarhya membuat si

pelaku bertambah kekayaannya.




Sebenarnya Istitah mempérkaya diri-sendiri sebagai suatu
unsur merupakan istilah baru dan tidak dikenal dalam KUHP.
Secara harfiah "memperkaya” artinya merjadikan bertambah
kaya. Sedangkan "kaya" artinya mempunyal harta {uang dan
sehagainya) banyakgg. Jadi memperkaya berarti menjadikan
orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah
kaya bertambah kaya.

Pengertian memperkaya diri sendiri pernah dijelaskan daiam
Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UUTPK 71" yang menyatakan
bahwa perkataan memperkaya diri-sendiri atau orang lain atau
suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18
Ayat (2) yang memberl kewajiban kepada terdakwa untuk
memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian
rupa, sehingga kekayaan yang tidak selmbang dengan
penghasilan atau penambahan kekayaan tersebut, dapat
digunakan untuk memperkuat saksi lain bahwa terdakwa telah
melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini berarti seseorang dapat
diduga memperkaya dirl sendirl jika terdapat perubahan
ikekayaan atau penambahan kekayaan yang diukur  dari

penghasilan yang telah diperolehnya.

® Depaternen Pendidkan dan Kebudaysan, Op.Clt., h. 452,
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Sepertl yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam

menyimpulkan penjelasan undang-undang tersebut, terutama

kata-kata “ . .kekayaan vyang tidak seimbang dengan

penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat

digunakan untuk memperkuat Keterangan saksi lain bahwa telah

melakukan tindak pidana korupsi” sebagai berikut :

a)

b)

Ketidakmampuan membukiikan keseimbangan antara
kekayaan dan penghasilannya tfidaklah otomatis
membuktikan bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan
korupsi yaitu memperkaya diri sendiri, tetapi .itu hanya
memperkuat keterangan sakst lain. Jadl penuntut umum
harus mencarl bukti lain, misalnya keterangan tertuduh
mengatakan bahwa kekayaamnya vyang ada tidak
seimbang dengan penghasilannya itu diperoleh dari
warisan dari orang tua, mendorang penuntut umum untuk

. menyelidiki  keterangan tersebut. Apabila diperaleh

keterangan melalui saksi-saksi atau alat bukti lain yang
menyatakan keterangan tertudun tidak benar, maka itu
merupakan ketidakmampuan tertudub untuk membulkdikan
sumber kekayaannya. ini tidak memadai untuk
menghukum  tertuduh.  Keterangan tersebut hanya
memperkuat keterangan saksi lain, misainya ada
keterangan yang menyatakan babwa tertuduh pernah
menerima komisi atas pesanan barang yang
diperuntukkan bagi negara.

Menjadl keharusan penuntut umum untuik mengetahul
kemudian membuktikan berapa besar penghasilan
tertuduh yang sesungguhnya dan berapa besar perubahan
kekayaanhya secara kongkref.

Apa yang diurailkan diatas hanya berlaku jika penuntut
umum tidak dapat membuktikan suaty jumiah uang atau
harta benda secara pasti yang langsung diperoleh dari
perbuatan melawan hukum. Kiranya cukup jika penuntut
umum dapat membuktikan sejumlah uang atau harta
benda tertentu yang diperoieh secara langsung darl
perbuatan melawan hukum sebagal suatu hal yang
memperkaya terfuduh. Hal seperti Ini terjadi jika
melakukan perbuatan korupsi memperkaya dii ... itu
seorang swasta seperti Robby Tjahjadi yang dihukum
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atas tuduhan memperkaya diri... karena memasukkan
mobil tanpa membayar bea masuk sebesar Rp.
176.000.000. Jumlah sebesar ini merupakan kekayaan
yang diperoleh dan sekaligus merupakan kerugian negara
secara langsung'®.

Jika dihubungkan dengan sistem pembuktian dalam UUTPK
"898, maka dalam UUTPK "99" menganut "sistem pembuktian
terbalik terbatas”. Sistem pembuktian terbalik terbatas Ini dapat
diartikan bahwa terdakwa mendapatkan hak untuk membuktikan
bahwa la tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dengan
demikian terdakwa juga dapat membuktikan bahwa ia tidak
bermaiisud untuk memperkaya dirl. Akan tetapi waléupun
terdakwa telah dapat membuktikan kekayaannya bukan dari hasil
korupsi, Jaksa Penuntut Umum masih harus membuktikan bahwa
terdaikwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Jika terdakwa
dapat membukdikan bahwa kekayaannya bukan dart hasll korupst
yang berarti ia tidek memperkaya diﬁ, maka akan
menguntungkan terdakwa dalam sidang peradilan. Sebaliknya
fika terdakwa tidak dapat membuidikan kekayaannya bukan dari |
hasll korupsi, maka akan merugikan terdakwa sendiri.

Sistem pembuktian terbalik terbatas ini dalam kaitannya
dengah unsur memperkaya diri adatah untuk membuldikan bahwa

kekayaan terdakwa tidak seimbang antara penghasiian atau

1% andi Hamzeh (I, Op. Cit., h. 93-95.
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pendapatan dengan gaya hidupnya dan darimanaz sumber
penambahan kekayaan terdakwa. Untuk mengetahul sistem

pembuktian terbalik terbatas ini, maka dapat dilihat dalam

 Pasal 37 UUTPK "99" dan Penjelasannya. Pasal 37 UUTPK 99"

menerangkan :

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia
tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa la tidak
melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan
tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan
baginya. ‘

(3) Terdakwa wajib membetikan keterangan tentang seluruby
harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak,
dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga
mempunyal hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

(4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang
kekayaan yang tidak seimbang dengan pengahasilannya
atau  sumber penambahan kekayaannya, maka
keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat
alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah
melakukan tindak pidana korupsi.

(8) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4), penuntut umum tertap
berkewajiban untuk membuktikan dakwaanhya.

Penjelasan Pasal 37 UUTPK "99" menerangkan :

Ketentuan ini merupakan suatu penylimpangan dari ketentuan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan
- bahwa jaksa yang wajib membuldikan dilakukannya tindak
pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa
dapat membuktikan bahwa tidak melakukan tindak pidana
korupst. Apabila terdakwa dapat membuitikan hal tersebut
tidak berarti, ia tidak terbulti melakukan korupsi, sebab
penuntut umum masih tetap berkewaijiban untuk membuktikan
dakwaannya. Ketentuan pasal il merupakan pembuktian
terbalik yang terbatas, karena Jaksa masih tetap wajib
membuktikan dakwaannya.
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RUU Perubahan Atas UUTPK *38" merubah Pasal 37 menjadi
Pasal 37 dan Pasal 37 A, sehingga bunyi Pasal 37 adalah :

{1) Terdakwa mempunyal hak untuk membuktikan bahwa ia
tidak melakukan tindak pidana korupsi,

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuldikan bahwa ia tidak
melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian
tersebut dipergunakan oleh Pengadilan sebagal dasar
unfuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 A adalah ¢

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh
harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak,
dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga
mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hat terdakwa tidak dapat membuktikan tentang
kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilanhya
atau sumber penambahan kekayaannya, maka

~ keterangan tersebut digunakan untuk memperkuat alat
bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah me!akukan
tindak pidana korupsi.

{3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan
Ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. sehingpa
Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan
dakwaannya.

Jadi UUTPK "88" mengatur tentang sistem atau ajaran
pembuktian yang berbeda darl sistenvajaran pembuktian yang
terdapat dalam hulkum acara pidana pada umumnya. Sistem
pembuktian dalam hukum acara pidana pada umumnya
menganut sistem pembuktian yang dibebankan kepada Jaksa

Penunfut Umum  untuk  membuktikan dakwaanhya vyang
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didasarkan pada asas "presumption of Innocence”, yaitu
setiap orang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya
suatu keputusan hakim. Berdasarkan asas tersebut, maka
dalam sidang pengadilan, yang harus membukiikan kesalahan
terdakwa melakukan tfindak pidana adalah Jaksa Penuntut
Umum. Sedangkan sistem pembuktian terbalik terbatas yang
dianut UUTPK "95" memberikan kesempatan kepada terdakwa
untulc membuktilan bahwa la tidak bersalah (tidak melakukan
tindak pidana korupsl} yang dapat menguntungkan terdakwa
sendirl, yaitu sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan
tidak terbukti, sehingga Jaksa Penuntut Umum masih diwajibkan
untuk membuktikan dakwaannya.

Selain masalah sistem pembuktian terbalik terbatas diatur
dalam Pasal 37 UUTPK "99" yang berkaitan dengan unsur
memperkaya diri juga disebutkan dalam Pasal 28 dan Penjelasan
Umum UUTPK UUTPK “88".

Pasal 28 menyebutkan :
Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajlb memberi
keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda
isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau
korporasi yang diketahul dan atau yang diduga mempunyai
hubungan dengan tindak pidana korupsl yang dilakukan
tersangka.

Penjelasan Umum UUTPK "88" menyebutkan :

..., Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik
yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa
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mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak
metakukan tindak pidana korupsi dan wajlb memberikan
: keterangan tentang seluruh harta bendanya dan haria benda
§ isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau
: Korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara
yang bersangkutan, penuntut umum tetap berkewajiban
membuktikan dakwaannya.

Apa vyang telah diuralkan diatas, pada dasarnya
menerangkan bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu badan
yang mempunyal sejumiah uang atau harta benda yang tidak
| | seimbang dengan penghasilanhya merupakan perbuatan
memperkaya dirk-sendirl. Peherapan masalah unsur memperkaya
diri-sendiri dapat dilihat dalam praktek peradilan yang terjadi
selama ini, yaitu beberapa putusan pengadilan yang dikuatkan
oleh Mahkamah Agung antara lain :

a) Putusan Mahkamah Agung Nomor @ 2758 K/Pid/1983 tanggal

15 Desember 1983 dalam perkara atas nama R.S.

Natalegawa.

b} Putusan Mahkamah Agung Nomor : 577 K/Kr/1980 tanggal

' 26 Januari 1983 dalam perkara terdakwa Hadinegoro YWijaya
alias Ng Lim Hea.

¢) Putusah Mahkamah Agung Nomor 851 K/Pidf1982 tanggal 10
Agustus 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima.

Sistem pembuldian terbaliic terbatas atau berimbang Ini pada

perkembangannya diusulkan untuk menerapkan sistem
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pembuktian ferbalik saja, yaitu terdakwa harus membuktikan
bahwa Kekayaannya adalah bukan dari korupsi. Penerapan
sistemn pembuktian terbaiik dimaksudkan untuk menduklung upaya
pemberantasan korups! yang telah mengakar yang merusak
perekoniomian negara selama ini.

Penerapan sistem pembuktian terbalik ini masih diperdebatan
karena bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan
hak asasi manusia. Oleh karena itu untuk meterapkan
pembuktian ferbalik harus dilakukan secara hati-hali dan ada
aturan batasannya. Penerapan sistem pembuktian terbalik ini
tetah diusulkan dalam dalam RUU Perubahan Atas UUTPK "98".

Namun sistem pembukiian ferballkk hanya dikhususkan pada

 tindak pidana baru tentang "pemberian® yang dalam bahasa

2}

Inggris dikenal dengan istilah "gratification” dan terhadap tunfutan
perampasan harta benda ierdakwa yang diduga berasal dari
korupsi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 A RUU

Perubahan Atas UUTPK "88".

melawan hukum

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa melawan
hukum menurut UUTPK "99" ini adalah melawan hukum dalam
arti formit maupun materiit. Meskipun perbuatan si pelaku itu

tidak diatur datam perudang-undangan, namun jika perbuatan si
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3)

pelaku dianggap tercela menubrut rasa keadilan atau norma-
flofma masyarakat, maka dapat dipidana.

Pembuktian unsur melawan hukum ini penting karena ada
kemungkinan terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat
dapat dihukumnya suatu perbuatan sebagaimana Putusan
Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 No. 42 K/KI/1965
dalam kasus Machrus Efendi, vaitu ;

Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai

melawan hukum hahya berdasarkan suatu ketentuan dalam

perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas
keadilan atau asas-asas hukum yang tidak terfulis dan
bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor
negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan
terdakwa sendiri tidak mendapat untung'®!.

Dapat merugikan keuangan atal perekonomian negara.

Yang dimaksud keuangan atau perekohomian negara telah
diuralkan sebelumnya. Sedangkan kata “dapat” menunjuikan
bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil bukan
materill. Jadi Jaksa Penuntut Umum tidak harus membuktikan
adanya unsur kerugian negara atau atau perekonomian negara
karena tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu yang

terpenting pembuktian kelakuan bukan akibat, maka untuk

membuktikan adanya tindak pidana korupsi cukup dengan

'™ Subekti, Poranan Mahkamah Apung dalam Pembinasn Fukum i Indonesis, Hukum,
Nomor I, Tehun Pertams, Jakarts, 1974, 61,
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dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan dalam
undang-undang, tidak perlu dibuktikan timbuinya akibat.

Tindak pidana korupsi dianggap telah selesai {(voltoid)
dengan dipenubinya unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana
dirumuskan dalam pasal-pasal yang didakwakan. Selama ini
dalam praktek penanganan tindak pidana korupsi untuk
memenuhi unsur adanya kerugian negara atau perekonomian
hegara periu dicari dan dimintakan pengertian dar} seorang ahl
(keterangan ahli) misainya dari BPKP.

Sedangkan yang dimaksud dengan "keadaan tertentu” dalam
Ayat (2) dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat (2), bahwa :

Yang dimaksud dengan "keadaan tertenty” dalam ketentuan

ini dimaksudkan sebagal pemberatan bagi pelaku tindak

pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada
waktu negara dalam keadaan bahaya sesual dehgan undang-
undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam
nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau

pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan
moneter

b. Korupsi Tipe Kedua
Tindak pidana korupsi tipe kedua terdapat dalam Pasai 3 UUTPK
"gQ* yang menyebutkan

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya kKarena jabatan atau
kedudukan yang dapat meruglkan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
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paling lama 20 {dua puluh} tahun dan atau denda paling sedikit
- Rp.50.000.000,00 (lima pulub juta ruplah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 {satu milyar rupiah).

Pasal 3 UUTPK "99" tersebut dapat ditarik unsur-unsur

(bestanddellen) sebagai berikut :

1) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang
ada padanya karena Jabatan atau kedudukan,

Unsur ini berhubungan dengan jabatan atau kedudukan si
pelaku dan dengan jabatan atau kedudukannya itu ia
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
padanya. Jabatan atau kedudukan daii st pelaku harus jelas.
Jabatan atau kedudukan ini ada hubungannya dengan ketentuan
Pasal 1 Ayat (2) UUTPK "99" tentang pegawai negeri
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,

Pengertian “fabatan” sebelumnya sering menjadi persoalan,

yaity apakah subjeknya harus berkualitas sebagal pejabat 7
istilah "kedudukan™ disamping kata “jabatan" Il menimbulian
masalah atau Keragu-raguan, karena jlka "kedudukan" diartikan
“fungsl” pada umumnya, maka seorang Direkiur Bank Swasta
pun mempunyai kedudukan. Menurut UUTPK *89%, masalah
jabatan atau kedudukan ini mempunyai arti yang lebih luas jika

dibandingkan dengan penhyalahgunaan wewenang, kesempatan
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2)

atau sarana dari si pelaku untuk melakukan perbuatan Korupsi
yang terdapat dalam Pasal 52 KUHP, yaitu
Jikalau seorang pegawal negeri melanggar kewajibannya
yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan
perbuatan yang boleh dihukum memakai Kkekuasaan,

kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya,
maka hukumannya boleh ditambah dengan sepertiganya.

istilah  menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri
si pelaku tidak digunakan sesual dengan tugas dan kewajibannya
yvang seharusnya atau fidak sesual dengan jalanhya
Ketatalaksanaan yang seharusnya. Jika dithat dart segi ancaman
pidananya, maka sudah menjadi sepatutnya jika seorang
pegawal negeri (pejabat) yang telah diberikan kepercayaan
(kewenangan), kemudian menyalahgunakan Kepercayaah

tersebut diancany lebih berat lagi.

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasl,

Unsur "dengan tujuan rﬁenguntungkan dirt sendirt" inl lebih
mudah untuk membuktikannya daripada unsur "memperkaya
diri* sendiri sebagaimana yang terdapat datam Pasal 2 UUTPK

"o Seseorang yang menggelapkan uang hegara sebanyak

Rp.1.000.000,- yang dilakukannya karena Isterinya sementara
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dirawat di rumah sakit dan uang tersebut untuk biaya rumah
sakit, tenfunya kurang tepat dikatakan memperkaya diri sendiri
akan sesuai jika dituduh menguntungkan diri sendiri.

Contoh laih misalnya ; Di Kecamatan A terjadi suatu bencana
alam, untuk meringankan beberapa rakyat, maka Pemerintah
mengirim bantuan beras dengan harga murah (separuh dari
harga biasanya). Jika 10 ton di drop dengan harga Rp. 500.-
per kg, yang seluruhnya harganya Rp. 5.000.000,- padabal di
pasaran harganya Rp. 1.000,- per kg. Jika Pak Camat
mempunyai uahg dan menebushya sendiri sebesar Rp.
15.000.000,- kemudian menjualnya kepada masyarakat seharga
Rp. 1.000,- sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 5.000.000,-

maka dapatiah dikatakan Pak Camat menguntungkan diri sendiri.

3) perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara,

Unsur perbuatan dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara telah diuraikan dalam penjelasan

sebelumnya.
¢. Korupsl Tipe Ketlga.

Pengertian Korupsi tipe ketiga adalah Ketentuan-ketentuan yang

terdapat dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UUTPK "99",
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yang merupakan pasal-pasal KUHP yang ditarlk menjadi tindak

pidana korupsi. Jika dikelompoidan maka Korupsi Tipe ketiga ini

dapat dibagi menjadi :

1) Perbuatan yang bersifat penyuapan.

Pasal-pasal yang bersifat penyuapan, antara lain Pasal 5, 6,
11 dan 12 UUTPK "99". Pasal 5 dan 6 UUTPK "89" yang menarik
Pasal 208 dan Pasl 210 KUHP menurut pandangan doktrin fimu
hukum pidana dikatagorikan sebagai delik yang bersifat
penyuapan aktifipemberi suap (aktieve omkoping). Sedangkan
Pasal 11 dan 12 UUTPK "98" yang menarik Pasal 418, 419, 420
KUHP merupakan delik yang bersifat penyuapan pasif
Imenerima  suap {passleve omkapihg). Pasal 209 KUHP
berpasangan dengan Pasal 418 dan Pasal 419 KUHP vyaitu
pegawal negeri yang menerima suap. Pasal 210 KUHP
berbasangan dengan Pasal 420 KUHP vyaitu hakim vyang
menerima suap. Perbedaan delik penyuapan tersebut diatas
adalah masalah kualifikasi dellk yang berhubungan dengan
ancaman pldananya.
Unsur yang penting dalam pasal-pasal tersebut adalah

penyuap itu harus mengetahuli bahwa la berhadapan dengan
pegawai hegeri atau seorang hakim. Penyuapan dimaksudkan

agar pegawal hegeri tersebut mengalpakan sesuatu yang
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bertentangan dengan kewajibannya atau membujuk seorang
hakim agar bertindak lain dalam memutus perkara.

Untuk mengetahui lebih fanjut dapat dithat dalam ﬁasal—pasal
tersebut. Pasal 5 UUTPK "99" :

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 208 Kitab Undang-undang hukum
Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
sedikit Rp. 50.000.000,00 (ima puluh juta) rupiah dan paling
bahyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah).

Pasal 6 UUTPK "g9" .

Setiap orang vang melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam pasal 210 KUHP, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling fama 15 {lima
belas) tahun dan atau denda  paling  sedikit
Rp. 1560.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus fima puluh
juta rupiah).

Pasal 11 UUTPK 99" :

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
{satu) tahun dan paling tama 5 (lima) tahun atau denda paling
sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) ruplah dan paling
banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah).

Pasal 12 UUTPK "89" :

Sefiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425
atau Pasal 435 Kitab Undang-undang hukum Pidana, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 {(dua puluh) tahun atau denda paling sedikit
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Rp. 200.000.000,00 {dua ratus juta) ruplah dan paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

RUU  Perubahan Atas UUTPK "93' menambah delik
‘pemberian” yang dikenal dengan istilah “gratification” yang
dituangkan dalam Pasal 12 A sebagal berikut

(1) Setiap pemberian kepada pegawai negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 1 angka 2 UU No.31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan TPK atau kepada Penyelenggara
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 No. 28
Tahun 1989 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih
dan Bebas darl Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang
nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta ruplah) atau lebih,
dianggap pemberian suap sampai dibuktikan sebaliknya
oleh penerima pemberian tersebut.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara
yang menerima pembertan sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1} lalah pidana yang tercantum dalam Pasal 12
undang-undang ini yang hanya mengacu pada Pasal 419
atau Pasal 420 KUHP.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak
berlaku jika penerima pemberlan melaporkan pemberian
yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korpsi sebelum penyidikan dimulal dalam waktu
paling lambat 15 (ima belas) hari terhitung sejak tanggal
pemberian tersebut diterima.

2) Perbuatan yang bersifat kerakusan.

Pasal-pasal yang bersifat kerakusan (knevelari, Extortion)
diatur dalam Pasat 12 UUTPK "99" yang menarik Pasal 423 dan
425 KUHP. Pasal ini mengatur tentang permintaan yang
ditakukan secara memaksa yang dilakukannya dalam

kapasitasnya sebagal pegawai negeri yang menjalankan suatu
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3)

jabatan. Sehubungan dengan jabatan itulah ia dapat memaksa

orang lain untuk memberikan sesuatu.

‘Perbuatan yang bersifat penggelapan.

Pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan yang bersifat
penggelapan, yaitu Pasal 415 dan 417 KUHP yang ditarik dalam
Pasal 8 dan 10 UUTPK "89".

Pasal 8 UJTPK "98" :

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam pasal 415 KUHP, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00
{seratus lima puluh juta ruplah) dan paling banyak Rp.
750.000.000,00 {tyjuh ratus lima puluh juta rupiah}.

Pasal 10 UUTPK *58":

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam pasal 417 KUHP, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)
tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.00
(tigaratus fima puluh juta rupiah).

Pasal 415 KUHP mengatur tentang penggelapan uvang atau
surat berharga yang disimpan Karena jabatannya, misalnya
seorang bendahara negara yang menggelapkan uaﬁg hegara
yang disimpan karena jabatannya. Pasal 417 KUHP mengaiur

tentang penggelapan barang-barang bukti atau keterangan-

keterangan yang dipakai untuk kekuasaan yang berhak, atau
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4)

5)

surat akta surat keterangan atau daftar yang disimpan karena
jabatannya, misalhya seorang jaksa yang menggelapkan barang-
barang perhiasan sebagal barang bukil suatu perkara yang

disimpan karena jabatannya sebagai jaksa.

Perbuatan pemalsuan surat-surat.

Pasal yang mengatur tentang perbuatan pemalsuan surat-
surat diatur dalam Pasal 8 UUTPK "88" yang menarik Pasal 416
KUHP. Pasal 416 KUHP mengatur tentang pemaisuan surat-

surat vyang berupa buku atau daftar yang semata-mata

- digunakan untuk pemerikksaan administrasi.

Pasal 9 UU TPK "98™

Setiap orang yang melakukan tindak pldana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang hukum
Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
sedikit Rp. 50.000.000,00 {fima puluh juta) ruplah dan paling

banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh Juta
rupiah).

Perbuatan tentang pemborongan, leverinsir dan rekanan.

Pasal yang mengatur tentang pemborongan diatur dalam
Pasal 7 UUT#K "99" yang menarlk Pasal 387 atau Pasal 388
KUHP dan Pasal 12 yang menarik Pasal 435 KUHP.

Pasal 7 UUTPK "99" :

Setlap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang
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Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda
paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta
rupiahy).

Pasal 387 KUHP mengatur tentang pemborohg yang
melakukan penipuan yang dapat mendatangkan bahaya bagi
keselamatan orang atau barang atau keselamatan negara \n}aktu
ada perang atau pengawas yang dengan sehgaja membiarkan
penipuan tersebut. Pasal 388 KUHP mengatur tentang searang
yang menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut atau darat
melakukan penipuan yang dapat mendatangkan bahaya bagi
hegara pada wakiu perang atau pehgawas yang membiarkan
penipuan tersebut. Pasal 435 KUHP mengatur tentang pegawai
negeri yang sengaja ikt serta mengurus dan mengawasi
pekerjaan pemborongan, pengadaan barang dan pelelangan liut

ambili bagian didalamnya.

d. Korupsi Tipe Keempat.
Korupsi tipe keempat ini sebenarnya hampir sama dengan tipe
ketiga, yaitu tindak pidana korupsi yang merupakan benarikan
ketentuan vang terdapat dalam KUHP, khususnya masalah

penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan (Pasal 209, 210, 418,
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418 KUHP). Akan tetapi masalah penyuapan dalam UUTPK *Gg"

juga diatur tersendin, yaitu diatur dalam Pasal 13
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai
negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang vyang
melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi
hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan
tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus fima
puluh juta rupiah). '

Bertolak dari ketentuan Pasal 13 UUTIPK "99" tersebut dapat
ditarik unsur-unsur sebagai berikut :

1) memberi hadiah atau janji kepada pegawal neger!

2) dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat
pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau
ianji dianggap melekat pada jabatan atau kedudulcan tersebut.
Pasal 13 UUTPK "98" inl mempunyal jangkauan yang lebih lvas

dari Pasal 208 KUHP. Pasal 20§ KUHP masih mensyaratkan adanya

maksud pemberian hadiah tersebut untuk menggerakkan pegawai
negeri melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajibantiya. Misalnya, seseorang yang
melakukan suatu tindak pidana, kemudian ia membert hadiah baik
berupa uang atau barang atau suatu janjl kepada aparaf penegak
hukum agar tidak dilproses secara hukum, maka dapat dihukum

dengan pasal inl. Sedangkan Pasal 13 UUTPK "99" tidak

mensyaratkan adanya maksud untuk melakukan sesuatu atau
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mengalpakan sesuatu kewafibannya, sehingga seseorang yang
hanya memberi hadiah atau upeti saja dapat dihukum asal orang
tersebut tahu bahwa pegawal negeri tersebut mempunyai
kedudukan atau jabatan. Selain itu pasal ini termasuk delik selesal,
yaitu perbuatan tersebut akan terbulti dengan dipenuhinya unsur-
unsur perbuatan pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam delik.
Hal ini berarti jika ia telah memberi hadiah atau janji tersebut dapat

dihukum walaupun pegawai hegeri tersebut tidak menerimanya.

. Korupsi Tipe Kellma.

Korupsi tipe kelima ini adalah kﬂrup_si yang berhubungan dengan
percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian
kesempatan, sarana, atau keterangan terjadinya tindak pidana yang
diatur dalarm Pasal 156 dan 16 UUTPK "88". Perbuatan percobaaan,
pembantuan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi
dijadikan dellk tersendiri dan dianggap delik selesai. Selain itu
ancaman pidana percobaan, pembantuan dan permufakatam jahat
dlanggap sama dengan pelaku tindak pidana korupsi. Pertimbangan
dijadikannya delik percobaan, pembantuan ataupun permufakatan
jahat sebagat delik tersendiri dan ancaman pidananya sama dengan

tindalk pidana korupsi karena tindak pidana korupsi ini sangat



merugikan keuangan atau perekonomian negara dan  dapat
menghambat pembangunan nasional.

Namun UUTPK "88" fidak menyebutkan secara tegas tindak
pidana korupsi sebagai kejahatan atau pelanggaran sehingga akan
menimbulkan masalah Rhususnya dalam penerapan masalah-
masalab lain seperti | concursus, daluwarsa, dan pelaksanaan
pidananya. Kalau percobaan, pembantuan ataupun permufakatan
jahat ancaman pidanaya dianggap sama dengan pelaku tindak
pidana korupsi, maka dalam UUTPK "99" ini periu juga mengatur
ketentuan khusus‘ apabila terjadi concursus, daluwarsa maupun
pelaksanaan pidananya.

Pasal 15 UUTPK "99" mengatur masalah percobaan,
pembaniuan atau permufakatan jahat unfuk melakukan tindak pidana

korupsi yang diancam pidana yang sama dengan petaku tindak

~ pidana korupsi. Kemudian Penjelasan Pasal 15 tersebut

menyebutkan “ Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena
ancaman pidana percobaan dan pembantuan findak pidana pada
umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) darl ancaman pidananya®.
Sebenarnya Penjelasan Pasal 15 tersebut ada kekeliruan, karena
pengurangan ancaman pidana bukan terhadap percobaan dan
perbantuan findak pidana pada umumnya, akan tetapi hanya
terhadap percobaan atau pembantuan khusus tindak pidana

kejahatan saja.
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Jadi dalam UUTPK hanya mengatur masalah ancaman

pidananya, tidak mengatur pengertian percobaan, pembantuan

ataupun permufakatan jahat itu senditd. Percobaan {poging) tindak

pidana "kejahatan" diatur dalam Pasal 53 KUHP yang dapat

disimpulkan apabila maksud si pelaku sudah nyata dengan

dimulainya perbuatan itu tidak jadi sampal selesal hanyalah lantaran

hat yang tidak bergantung dari kemauannya. Jika dilihat, maka unsur

percabaan terdiri dari ;

1) Adanya niat

2).

Niat dalam hal ini seringkali dihubungkan dengan kesengajaan
{opzet) yang terdiri dari éengaja dengan maksud (opzet als
cogmerk/dolus directus), sengaja dengan kepastiah {opzet
mezekerheidsbewlisttzijn) dan sengaja dengan kemungkinan
{voorwardelljkopzet/dolus eventualls).

Adanya permulaan pelaksanaan.

Unsur adanya permulaan pelaksanaan ini merupakan unsur
penting, akan tetapt seringkalt menjadt persoalan. Persoalan itu
terietak pada batas antara perbuatan  persiapan
{voorbereidingshandelingen) dengan permulaan pelaksanaan
(uitvoeringingshandelingen). Biasanya usaha pembatasan
pengertian  keduanya dihubungkan dengan dasar dapat
dipidananya percobaan itu, sehingga ditentukan kapan ada

permulaan pelaksanaan.



Pandangan tentang dapat dipidananya percobaan terdii atas |
2 golongan :

a) pandangan yany subjektif, yang menganggap bahwa orang
melakukan percobaan itu harus dipidana, oleh karena sifat
berbahayanya orang itu. Pandangan ini dianut oleh van
Hammel.

b) pandangah yang objektif, yang menganggap bahwa dasar
untuk  memidana  percobaan  disebabkan  karena
berbahayanya perbuatan yang dilakukan. Pandangan ini
dapat dibagi menjadi teori objektif-formil yang menitik
beratkan terhadap taha hukum yang dianut Duynstes dan
Zevenbergen serta teori objektif-materit vang menitik
beratkan pada kepentingan/benda hukum yang dianut oleh
Simons.

Moelyatne selain meﬁsyaratkan unsur subjektif dan objektif,
juga mensyaratkan adanya syarat bahwa apa yang dilakukan
oleh terdakwa adalah melawan hukum.

3) pelaksaanaan tidak selesal bukan semata-mata karena
kehendaknyé sendiri.

Unsur yang ketiga ini dalam KUHP mempunyai maksud

tertentu. Menurut Mvt maksud tersebut antara lain ¢
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a) Untuk menjamin agar orang dengan kehendaknya sendiri
secara sukarela mengurungkan kejahatan vang telah dimulai,
telapi belu ke G Wil

b} Pertimbangan utllitas ini, ialah usaha yang paling tepat
(efeldif) untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah menjamin
tidak dipidananya orang yang telah mulal melakukan
kejahatan tetapi dipidananya orang vyang telah mulai
melakukan Kejahatan tetapl kemudian dengan sukarela
mengurungkan pelaksanaannya.

Menyangkut masalah pengertian pembantuan diatur dalam Pasal

56 KUHP yang menerangkan bahwa pembantu tindak pidana

adalah :

1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu melakukan
kejahatan dilakukan.

2) mereka vahg sengaja memberi kKesempatah, sarana atau
keterangan untuk melakukan kejahatan.

Untuk bentuk yang pertama hamplr sukar membedakannya
dengan turut serta melakﬁkan, yaity adanya kerja sama yang erat
antara mereka yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan
membantu mempunyai sifat kerja sama yang kurang dar turut serta
melakukan. Orang yang membantu hanya melakukan peranan yang

tidak penting. Bentuk kedua darl pembantuan adalah mendahului
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perbuatan yang sebenarnya, yang terdiri dari member! kesempatan,
sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.  Jika
dihubungkanh dengan tindak pidana korupsi, maka pembantuan
ataupun percobaan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.
Pembantuan ataupun percobaan ini dapat terjadi di dalam ataupun
diluar wilayah negara Republik Indonhesia.

Pembantuan dalam UUTPK "99" merupakan periuasan dari
keteptuan yang ada sebelumnya, yaity UUTPK "71" yang ﬁdak
mengatur masalah pembantuan. Perluasan ini adalah wajar bahkan
sesual dengan usulan berbagal seminar yang bertolak dari
rekomendasi Kongres PBB ke-8 tahun 1850. Dalam Kongres PBB
tersebut diharapkan agar peraturan yang dibuat (di-"review")
mampu menanggulangi perbuatan "membantu atau
mempermudah/memberi fasilitas terjadinya tindak pidana korupsi®
("to assist or to facilitate corrupt activities"). Dengan periuasan ini
(yaitu pemberatan pidana terhadap “pembantuan™} diharapkan
dapat Iébih memberi pengaruh penangkat {“deterent effect")
terhadap bentuk-bentuk kolusi, surat sakii atau bentuk-bentulc
pamberian fasilitas/kemudahan lainnya untuk melakukan korupsi'®.

Parmufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi,

apabila dilihat dalam ketentuan UUTPK "98" yang dihubungkan

192 Berds Nawawi Arief @V}, Op.cit, h.159,
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dengan KUHP, ada suatu permasalahan. Permufakatan jahat
sebenamya tidak termasuk dalam ketentuan umum KUHPR, akan
tetapi termasuk dalam Bab IX tentang arti beberapa sebutan dalam
KUHP, yaitu Pasal 88 KUHP. Dengan demikian UUTPK "88" tidak
secara langsung tunduk pada ketentuan masalah permufakatan jahat
inl. UUTPK "88" seharushya mengatur secara Khusus masalah
permufakatan jahat ini, balk peﬁgertian maupun  penherapan
pidananya. Jika dihat Pasal 88 KUHP, maka apa yang disebut
dengan permufakatan Jahat adalah bila ada dua orang atau lebih

bermufakat untuk melakukan kejahatan.

Korups! Tipe Keenam.

Korupsl tipe keenam ini sebenarnya bukan tindak pidana korupsi
murni. Seperti apa yang telah dijeiaskén sebelumnya tentang
pembagian secara garis besar findak pidana korupsi, maka untuk
korupsi tipe keenam ini merupakan tindak pidana yang berkaitan
dengan tindak pidana‘.kompsi, yang diatur dalam Bab |l Pasal 21
sampai dengan Pasal 24 UUTPK "99". Ketentuan ini sebeharnya
telah diatur dalam UUTPK "71" yaitu dalam Pasal 28 sampai dengan
Pasal 31.

Korupsi tipe keenam inl dikatakan bukan tindak pidana korupsi

murni karena menyangkut tindak pidana yang berhubungan dengan



proses penyidikan dah penuntutan perkara korupsl, baik dilakukan
oleh orang-orang yang menghalangi proses, si pengadu atay
pelapor, saksi maupun aparat yang menangant perkara korupsi
tersebut. Hal i dapat dimaklumi karena setlap pihak yang
dipandang menghalangi proses dalam pengungkapan korupsi dapat
dianggap sebagal kejahatan yang dapat dipldana yang cukup berat.
Untuk mengetahul rumusan lebih lanjut dapat dihat dalam
Pasal 21 KUHP, bahwa :
Setlap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
teisaugka atau terdakwa alaupun para saksi dalam perkara
korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda
paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 22 UUTPK "98" menyebutkan
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29,
pasal 35 atau Pasal 36, yang dengan sengaja tidak memberi
Keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 12 {dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp.
600.000.000.,00 (enam ratus juta rupiah). :

Rumusan pasal 22 ini mengatur tentang tindak pidana yang
dengan sengaja tidak memberi keterangan atau member
keterangan tidak benar yang dilakukan oleh tersangka (Pasal 28),

bank (pasal 28), saksi atau ahli (Pasal 35) dan petugas agama
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(pasal 38). Hal ini dimaksudkan untuk efektivitas penyidikan,
'penuntutan ataupun pemeriksaan di pengadilan dengan tetap
memperhatikan koordinasi antar instansi.
Pasal 23 UUTPK "98" mengatur tentang :
Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241,
Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

(tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 23 ini menarik ketentuan-ketentuan dalam KUHP, antara
fain menyangkut pengaduan yang tidak benar {pasai 220 KUHP),
melepaskan atau menyembunyikan barang sitaan (pasal 231 KUHP'},
pemalsuan sﬁrat pas untuk hewan (pasal 421 KUHP), pegawai
negeri yang melakukan pemaksaan untuk memberikan keterangan
tertentu (pasal 422 KUMP), pegawai negerl yang memasukl
pekarangan orang dengan melawan hak (Pasal 420 KUHP), dan
‘pegawai negeri yang mensita surat-surat yang melampaui batas
kewenangannya (Pasal 430 KUHP). Jika diihat maka pasal-pasal
tersebut diatas tidak begitu tepat dipandang sebagai tindak pidana
korupsi, akan tetapi hanya menyangkut proses pénanganan korupsi
yang tidak benar atau tidak menurut undang-undang.

Sedangkan Pasél 24 mengatur :

Saksi yang tidak memenuhl ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

12




(tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal ini mengatur tentang saksi dan orang iain Yyang
bersangkutan dengan tindaic pidana korupsl yang melanggar untuk
tidak menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal. lain yang
memberikan kemungkinan dapat diketahulnya Identitas‘ pelapor.
Ketentuan ini mempunyal tujuan untuk memberikan perlindungan
terhadap saksl pelapor, karena pada dasamya korups erat
hubungannya dengan kekuasaan. Pelaku kejéhatan korupsi adalah
orang-orang yang memegang Jabatan penting. Pejabat yang
melakukan korupsi akan tidak senang jka perbuatannya itu menjadi
pembicaraan bawahannya atay orang lain, schingga pejabat
tersebut akan menggunakan kekuasaannya untuk mengambil

| tindakan yang mengancam saksi pelapor.

3. ‘Sistem Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi.

Sistem pemidanaan merupakan bagian - yang tidak dapat
dipisahkan dalam hukum pidana. Jika dilibat dari segi hakixat
keseluruhan kebljakan hukum pidana maupun kebljakan sosial, maka
pidana merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan
dalam rangka untuk mencapal kesejahteraan masyarakat dan

perlindungan masyarakat.
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Selain itu jika sistem pemidanaan dihubungkan dengan masaiah
pidana yang merupakan bagian dari masalah pokok kebijakan hukum
pidana, pada dasarya harus dilakukan secara rasional. Pidana yang
diberikan harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
Hal lnirberarti bahwa Kebljakan formulasi mengenal sistem pemidanaan
harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu seﬁdiri.

Untuk itu sebelumnya kifa akan membahas pengertlan dari
sistem pemidanaan. Pengertian sistem pemidanaan ini dapat mencakup
pengertian yang cukup luas. Sistem pemidanaan pada hakikatnya
adalah suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana yang
perumusannya dituangkan dalam perundang-undangan.
L.H.C. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan
(the sentecing system) adalah aturan perundang-undangan vyang
berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan '®. Jika pengertian
sistem pemidanaan diartikan demildian, maka sistem pemidanaan dapat
mencakup keseluruhan proses dalam pemberian atau penjatuhan pidana
oleh hakim. Keseluruhan proses tersebut meliputi  keseluruhan
ketentuan perundang-undangan pidana dalam mengatur penjatuhan
pidana bailc hukum pidana materiil, hukum pidana formal dan hukum
pelaksanaan pidana. Penulisan Ini akan dibatasi mengenal sistem

pemidanaan dalam hukum pidana materiil.

1931 H.C. Hulsman dalam buku Barda Nawawi Arief (I}, Op. Cit, h.129.
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Pidana dalam hat ini tidak diartikan secara sempit bahwa pidana
itu adalah hanya berupa penjara. Sudarto menyatakan :

Sejarah menunjukkan , bahwa apa yang dinamakan kejahatan ity
berubah demikian pula apa yang dinamakan pidana. Jadi kalau
orang mengira bahwa orang yang melakukan pencurian harus
dipidana penjara, Karena hal itu sudah dipandang *memang
hegitu", maka perkiraan orang itu tidak benar ! Ini adalah
masalah penegakan hukum. Adapun cara bagaimana hulkum itu
ditegakkan, ity merupakan masalah pemilihan sarana apa
dipandang paiing efekiif dan bermanfaat untuk mencapai
tujuan'®,

Dari pernyataan tersebut terlihat langkah kebijakan yang diambil
datam menetapkan pidana harus didasarkan pada pertimbangan yang
cukup beralasan atau rasional dengan berorientasi pada tujuan yang
akanh dicapsl vepal dilagiwpkan oleh Karl ©. Christlansen sebagal
berikut

Prasarat yang fundamental dalam merumuskan suatu cara,
methode atau tindakan yang rasional ialah bahwa tujuan yang
akan dicapai harus telah  dirumuskan dengan  baik
.............. Tanpa suatu tujuan kita tidak dapat bicara tentang
saraia yang rasional dari politik kriminal, bahkan sebenamya kita
tidak dapat -menggunakan istilah sarana atau pernyataan-
pernyataan laln yang serupa. Akan tetapi patutiah ditekankan,
bahwa tujuan-tujuan itu tidak dapat ditetapkan dengan suatu
methode yang rasional............. Tujuan dari suatu aktivitas
tertentu tidak pernah merupakan hasil dari suatu keputusan yang
rasional, dan karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional

tidaic lain daripada penerapan metode-metode rasional™.

% sudarto (@), Op.Cit., 1106,
103 Berds Nawawi Arief Iy, Op.Cit., h. 87
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Kebijakan untuk menetapkan pidana menyangkut masalah
pemberian pidana (straftoemeting) yang pada dasarnya akan dijatuhkan
oleh hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis
pidana, cara pelaksanaan pidana maupun tinggl rendah pidananya.
Rabebasan searahg hakim ini tidak berdasarkan Kehendaknya sendir
akan tetapi berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Ukuiran-
ukuran yang dimaksud menyangkut pedoman pemidanaan dan aturan
pemberian pidana yang didasarkan pada tujuan pemidanaan.

Dalam iimu hukum pidana ada berbagal macam teori-teori
mengenai fujuan pemidanaan sebagaimana yang telah dibahas dalam
Pab sebelumnya. KUHP yang merupakan peraturan yang berisi
ketentuan-ketentuan umum hukum pidana materiil tidak mengatur
masalah tujuan pemidanaan ini. Naimun dalan Rancangan KUHP tahun
1898-2000 dapat dijumpai berbagal tujuan yang hendak dicapal yang
diatur dalam Pasal 50, yaltu :

(1) Pemidanaan bertujuan :

a. mencegah  dilakukannya tindak  pidana  dengan
menegakkan norma  hukum  demi  pengayoman
masyarakat;

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan
pembinaan sehingga menjadi orang yang balk dan
berguna;

¢. menyelesaikan konfik yang ditimbulkan oleh tindak
pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan
rasa damai dalam masyarakat; dan

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan
merendahkan martabat manusia.
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KUHP juga tidak memuat pedoman pemberian pidana
(straftoemetingingsleiddraad) yang umum, yaitu suatu pedoman yang
dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang
perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. KUHP hanya
mengatur tentang pemberian pidana (straftoemetingsregels), misainya
ketentuan mengenai pengurangan pidana (Pasal 47 Ayat 1 tentang
pemidanaan terhadap anak), ketentuan tentang pemberlan pidana
terhadap pejabat (Pésal 52), pemotongan selama masa tahanan (Pasal
33), dan aturan pemberian pidana terhadap tindak pidana pembarengan
(Pasal 63 sampai dengan Pasal 71)'®.

‘Masalah pemberian pidana merupakan masalah kebebasan
seorang hakim. Pemberian pidana dapat dilihat dari jenis pidananya
(straf soort), ukuran atau lama pidananya (straf maat) maupun
pelaksanaan pidananya (straf modus). Penulisan ini menekankan pada
hukum pidana materill, sehingga hanya membahas masalah jenis pidana
dan ukuran pidana yang terdapat dalam UUTPK 58"

Bertolak dari uralan tersebut diatas, maka dalam membahas
masalah sistem pemidanaan yang terdapat dalam UUTPK "89" tidak
akan terlepas dari ketentuan vyang terdapat dalam KUHP.
UUTPK "99" sebagal hukum pidana khusus berdasarkan Pasal 103

KUHP. Hukum pidana khusus yang dimaksud adalah UUTPK "99" tetap

1 oedarto (I, Op.Cit., h.80.
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tunduk pada ketentuan.yang ada dalam KUHP, kecuall UUTPK 88"
mengatur tersendiri masalah sistem pemidanaan ini.

Oleh karena itu masalah sistem pemidanaan dalam UQTPK “98",

dapat kita bahas mengenai
a. Jenis pidana (straf soort)

Sebelum melihat jenls pidaha (straf soort) UUTPK "98", maka
akan melihat teriebih dahulu jénis pidana yang diatur dalam KUHP.
Pasal 10 KUHP mengatur jenis pidana yang terdirli darl ima pidana
pokok dan tiga pidana t;xmbahan, yaity |
1} Pidana pokok yang terdirt dari

a} Pidana mati;

b) pidana penjara;

¢) pidana kurungan;

d) pidana denda, dan

e} pidana tutupan.

2) Pidana tambahan yang terdiri dari

a) Pencabutan hak-hak tertentu;

b} Perampasan barang-barang terfentu, dan

¢} Pengumuman putu‘san‘hakim.

UUTPK "938" pada dasarmya menglkuti jenis pidana pokolk yang
terdapat dalam WUHP, namun hanya pidana kurungan ssja yang

tidak ada pengaturannya. Hal ini mungkin karena korupsi dianggap




sebagal tindak pidana vyang berat. Bahkan UUTPK "88"
memungkinkan untuk mengancam pelaku tindak pidana korupsi
dengan pidana mati (Pasal 2 ayat 2 dan penjelasannya), jka ada
keadaan yang memperberat pidana, yaitu "keadaan tertentu” seperti
ada keadaan bahaya, bencana alam nasional, pada waktu negara
dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

UUTPK "99" memuat beberapa pengaturan secara khusus
terutama menyangkut tentang pidana tambahan. Pidana tambahan
yvang diatur dalam UUTPK "89" mengalami perluasan serta ada
kemajuan dari apa yang diatur dalam mem}rut KUHP maupun
UUTPK "71", yaitu menyangkut korporasi dijadikan subjek hukum
pidana dalam tindak pidana korupsi. Perluasan jenis pidana
tambahan yang dimaksud tertuang dalam Pasal 18 UUTPK *@9".
Pidana tambahan yang dimaksud adalah :

1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak

berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau-

yang diperoieh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan
milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu
puta dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; -
2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoieh daii tindak

pidana korupsi.
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3) penutupan seluruh atauy sebagian untuk waktu paling lama
1 (satu} ta;hun;

4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu  atau
penghapusan seluruh atau sebagian keuntupgan tertentu, yang
telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
Jika dilhat dari pola perumusannya, KUHP pada umumnya

mencantumkan jenis pidana berupa pidana pokok saja dengan

menggunakan 8 (sembilan) bentuk perumusan'®, yaitu :

1) diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau
penjara tertentu;

2) diancam dengan pidana penjara Seumur hidup atau penjara
tertentu;

3) diancam dengan pidana penjara (tertentu);

4) diancam dengan pidana penjara atau kurungan

5) diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda;

6) diancam dengan pidana pen}éra atau denda;

7) diancam dengan pidana kurungan atau denda;

8) diancam dengan pidana denda.

Dari sembitan bentuk perumusan diatas, dapat diidentifikasikan
hal-hal sebagai berikut :

1) KUHP hanya menganut 2 {(dua) sistem perumusan, yaitu :

197 barde Mewaw Arief J5, Op.Cht, b 179-181,
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a) perumusan tunggal (hanya diancam dengan satu pidana
pokok)
b) perumusan alternatif.

2) Pidana pokok vyang diancamkan/dirumuskan secara tunggal,
hanya pidana penjara, kurungan atau denda. Tidak ada pidana
mati atau penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal.

3) Perumusan alternatif dimulai dengan pidana pokok terberat
sampal yang paling ringan'®.

Sedangkan UUTPK "89" ada 4 bentuk pefumusan , Yyaitu:

1) penjara seumur hidup atau penjara (dengan paling singkat dan
paling lama) dan denda;

2} penjara seumur hidup atau penjara (dengan paling singkat dan
paling lama) dan atau denda,

3) penjara {dengan paling singkat dan paling lama) atau denda;

4) pagioa {dungana paling singkat dan pating lama) dan denda;
UUTPK "88" menggunakan sistem perumusan "kumulatif" dan

sistem perumusan “kumulatif-alternati® (gabungan} terhadap

ancaman pidana pokok berupa penjara dan denda. Misalhya, Pasal

2 diancam dengan pidana secara kumulatif, yaitu penjara seumur

hidup atau penjara dan denda, Pasal 3 diancam dengan pidana

16 g,
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secara kumulatif-alternatif, yaltu penjara seumur hidup atau penjara
dan atau denda.

Jika dibandingkan dengan UUTPK 71" ada beberapa
kemungkinan penerapan ancaman pidana, yaitu dapat diihat dalam
rumusan * dipidana dengah pidana penjara seumur hidup atau dua
puluh tahun dan/atau denda paling banyak 30 juta rupiah". Dengan
rumusan ini, maka ada tiga kemungkinan, yaitu:

1) pidana penjara saja, atau
2} pidana denda saja, atau
3) pidana penjara dan denda.

Rumusan kumulatif ini jika dilhat dari segi kebijakan
operasionalisasi pidana bers:ifat imperatif dan kaku, vyaity tidak
memberikan kesempatan kepada hakim untuk menerapkan
indivicduatisasi pidana |, yaitu untuk memilih dan meneniukan jenis
pidana apa yang sekiranya paling sesuai dengan terdakwa. Adanya
individualisasi pidana yang diterapkan oleh hakim diperlukan adanya
fleksibelifas atau elastisitas pemidanaan dengan tetap dalam
hatas-batas kebebasan menurut undang-undang'™. Bertolak dart
pendapat ini, maka sebaiknya UUTPK "99* mengafur sistem

perumusan pldananya secara alternatif atau kumutatif-alternatif,

0P gede Wawewi Arief (03, Op. Clt. b 43 danlks 102-104,
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sehingga hakim dapat secara bebas menentukan pidana apa yang

patut dijatubkan kepada terdakwa.

Ukuran atau lamanya pidana (straf maat)

UUTPK 59" dalam mengatur lamanya pidana (straf  maat)
pada dasamya sama dengan KUHP vyang menganut si$tem
"indefinite”’® Sistem indefinite dalam hal ini maksudiya adalah
perumusan tindak pidana diancam dengan pidana yang dibatasi baik
maksimum pidana maupun minimum pidana. Namun UUTPK "89"
lebih tinggi éncaman pidana minimumnya dan ancaman pidana
minimum tersebut diformulasikan langsung pada setiap rumusan
tindalk pidana. Jadi UUTPK "98" merumuskan sistem maksimum
khusus S sistons mivhneay oo dadam rumusan deliknya.

Sistem maksimum khusus dan sistem minimum khusus yang
digunakan UUTPK "98" ditetapkan bobot/kualitasnya sendiri-sendiri
dalam setlap delik atau setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam
satu pasal disertal ancaman pidananya. Rumusan semacam
tersebut dinamakan sisfem absolut, seperti yang dianuf dalam

KUHP. Berbeda dengan UUTPK *71" yang merumuskan dengan

10 Menurut Colin Howard, sistern *Indefinits” merupakan praktek legislatif yang tradisional
dan menupakan cars yang tertaik datam mendistritusikan kewenangan pemidanamn ainnys ditinghat baweh.
Sistern indefinite ini mempunyai tiga keuntungan yang menyoiok, yaitu @ a. dapat menunjukkan tingkat
keseriugan measing-masing tindak pidana; b, mernberikan fleksebilitas dan diskresi kepada kekuasaan
permdangar; ¢ rnelindungl kepentingan si pelanggar itu sendirl dengan menetapkan batas-batas kebebagan
dirt kekuagpan pernidanaus, Bhat dalam Berda Wowawi Avief, Ibid b 131-132,

140




sistem refalif, yaitu ancaman pidananya diatur ferpisah dengan
rumusan deliknya.

Sistem minimum khusus yang dianut UUTPK "99" pada dasarmya
mempunyal tujuan untuk mencegah terlaly berbedanya putusan
hakim yaﬁg satu dengan yang lain (mengurangi adanya disparitas
pidana) terutama dalam kasus yang sama. Sistem minimum Khusus
ini febih bersifat menakutkan (prevensi umum) bagi pelaku tiﬁdak
pidana korupsi. Namun ada vyang berpendapat bahwa untuk
menerapkan sistem minimum khusus ini terfaluy sulit dan sering
mengabaikan keadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan nilai
yang kecil. Misalnya apabila suatu kasus yang hanya menggelapkan
uang yang disimpan karena jabatannya (pasal 415 KUHP) dan hanya
beberapa ribu rupiah saja harus diancam dengan hukuman pidana
penjara minimal 3 tahun. Jika benar-benar hal inj diterapkan, maka
rasanya kurang adii bagi terdakwa untuk menjalankannya.
Berdasarkan alasan pendapat tersebut diatas, mungkin dijadikan
suatu alasan dihapusiya ancaman pidana minimum khusus (penjara
dan denda) dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam UUTPK
“98*, sebagaimana yang tercatum dalam Pasal 1 angka 1 RUU
Perubahan Atas UUTPK "98. Rumusan tindak pidana (delik) yang

dihapus ancaman pidana minimal khususnya terdapat dalam Pasai 5
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sfd 12 UUTPK “89°, sedangkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 13
ancaman pidana minimumnya tetap dipertahankan..

Adanya perubahan sistem ahcaman pidana minimum khusus
tersebut terasa janggal, karena tidak ada kesamaan atau tidak ada
konsistensi sistem ancaman pidana antara tindak pidana yang satu
dengan yang lalnnya. Oleh karena itu sebenarnya sistem pidana
minimum khusus yang terdapat dalam UUTPK 98" tidak periu
dihapus. Akan tetapi periu dirumuskan pedoman khusus bagi hakim
dalam menjatuhkan pidananya, sebagaimana yang dikemukakan
oleh Barda Nawawi Arief, yaitu :

Menurut pendapat Saya, jalan keluarnya adalah tetap

mempertahankan  sistem pidana minimal khusus itu, tetapl

dengan membuatkan aturan/pedoman khusus yang memberi
kemungkinan kepada halkdm untuk dapat menjatuhkan
pidana dibawah minimal apabila ada alasan/faktor yang

meringankan... 1",

Jadi penggunaan sistemrancaman pidana minimum khusus dalam
UUTPK "89" ada kesulitan dalam mengoperasionalkannya karena
tidak disertal dengan aturan pedoman pemidanaan untuk
meherapkan ancaman pidana minimal khusus tersebut. Pedoman
penerapan pidana yang ada selama ini adalah sistem maksimum

‘menurut sistem yang ada dalam KUHP. Seharusnya UUTPK "88"

membuat aturan khusus tersendirt sebagal pedoman dalam

U1 pards Nawawi Arief (), Op.Cit.
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menerapkan ancaman pidaha minkmal khusus tersebut. Hal ini
sebagai konsekwensi UUTPK "99" telah menyimpang dari ketentuan
yang ada dalam KUHP yang menggunakan sistem maksimum.

Selain masalah sistem maksimum khusus dan minimum khusus,
UUTPK "99" mengatur ancaman pidana yang berbeda pada setiap
tindak pidana (delik) sesual dengan bobotnya, sedangkan UUTPK
*71* mengatur ancaman pidananya sama pada setlap rumusan
tindak pidananya. UUTPK "71* menyamaratakan ancaman pidana
dari yang berat sampai yang paling ringan, yaltu pidana penjara
seumur hidup atau paling lama dua pulth tahun dan/atau denda
paling banyak 30 juta rupiah (Pasal 28 UUTPK "71"). Sedangkan
UUTPK "99" dibedakan ancaman pidananya sesual dengan berat
ringannya tindak pidana korupsinya. Ada yang maksimum pidana
penjara 5 tahun ada yang 7 tahun, ada yang 15 tahun dan ada yang
20 tahun sampai penjara seumur hidup. Masalah pidana denda
UUTPK "98" juga mengatur berbeda pada setlap tindak pidana
korupsinya. Pidana denda jika diukur disamakan (ekuivalen) setiap
pidana minimal satu tahun sama dengan lima pulub juta rupiah. Jadi
jika ancaman pidanya minimal dua téhun, maka seratus juta rupiaﬁ.

UUTPK "98" juga tidak jelas dalam mengaturnya masalah
peringanan pidana. UUTPK "88" tidak memandang tindak pidana

percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan
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tindak pidana korupsi sebagal faktor-faktor yang meringankan
pidana. Hal ini terlfihat jelas dalam Pasal 15, yang menganggap
percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat dipidana sama
dengan pelaku tindak pidana korupsi. Selain faktor-fakior tersebut
juga ada faktor meringankan fain menurut Penjelasan Pasal 4
UUTPK "89", yaitu pengembaiian kerugian keungan negara atau
perekonomian dianggap sebagai faktor meringankar.

Dengan adanya faktor-faktor meringankan tersebut seharusnya
UUTPK *09" membuat aturan/pedoman pemidanaan untuk masalah
peringanan atau pemberatan pidana. Apakah ancaman pidana
minimal khusus dapat diperingan dengan adanya faktor-fakter
tersebut ﬂan bagaimana cara menerapkannya seharusnya diatur
dalam aturan/pedoman pemidanaan. Hal ini sebagal konsekwensi
jika UUTPK "89" telah mengatur secara menyimpang dari KUHP.

Demildan pula dalam hal pemberatan pidana ada ketidak jelasan
pengaturannya. Pemberatan pidana ini terlihat dalam hal "keadaan
tertenty * menurut Penjelasan Pasal 2 (2) UUTPK “89" dan apablla
terjadi pembarengan perbuatan (concursus). Masalah "keadaan
tertenty® dapat diperberat dengan ancaman rﬁaksimum pidananya
dengan pidana mati. Namun tidak jelas apakah ancaman

mihimumnya juga dapat diperberat.
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4. Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian subjek hukum dalam imu hukum dap'at diartikan
segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban atau
dengan kata lain subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.
Pengertian subjek hukum oleh Soehawar Soekati dirurauskan bahwa
subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum (legat
personality) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan
hukum masyarakat oleh hukum diakul sebagal pendukung hak dan
kewajiban 2. L.J. van Apeldoorn menyatakan bahwa segala sesuatu
yang mempunyai kewenangan hukum, adalah purusa dalam arti yuridis.
Kewenagan hukum, ialah kecakapan untuk menjadi pendukung (subjek)
hukum 13,

Hukum pidana menganggap subjek hukum pidana itu adalah
pelaku tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan secara
pidana. Pertéma kalinya subjek hukum itu hanya mengenal orang atay
manusia yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun
dalam perkembangannya subjek hukum pidana mengalami perluasan
juga, yaitu badan hulkum juga termasuk sebagal subjek hukum pidana.
Jika dikaitkan dengan subjek hukum pidana dalam tindak pidana

korupsi, badan hukum atau korporasi itu juga diakui keberadaanya

N2 chidie Ali, Badan Hukurn, Alumni, Bandung, 1999, h7.
131, Jvan Apeldoorn, Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht, diterjernahkan oleh
Oetarid Sadinio, Pradya Paramita, Jekarts, 1990, h.191.
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selain manusia atau orang yang ditegaskan dalam UUTPK "99". Hal ini
merupakan suatu kemajuan daripada UUTPK 71" Untuk itu subjek
hukum pidana dalam tindak pidana korupst ada dua macam, yaitu
pertama, 'orang atau manusia (natuurlljk persoon) dan kedua, badan
hukum atau Korporasi (rechtspersoon).

Untuk subjek hukum jenls pertama, yaitu manusia atau orang
sebagal pelaku tindak pidana hal ini merupakan aturan umum menurut
KUHP. KUHP hanya mengakul manusia atau orang {natuurlijk persoon)
scbagal pelaku tindak pidaha, baik yang herdpa kejahatah maupun
pelanggaran. Sedangkan badan hukum atau korporast tidaklah dikenal
dalam KUHP. Manusia atau orang sebagai pelaku tindak pidana terlihat
dalam pemniusan tindak pidana yang hanya menyebutkan kata-kata
"orang". Pasal 58 KUHP (Pasal 51 WvSN) menyebutkan, vyaitu
"Balam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi
seseorang, yang menghapuskan. mengurangkan atau memberatkan
pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau
pembantu yang bersangkutan itu "

Alasan-alasan orang sebagai pelaku tindak pidana dapat kita
lihat dalam Memorie van Toelichting (MvT), yaitu :

a. Dari penjelasan {MvT) atas Pasal 51 WWVSN (=Pasal 59

KUHP); .
b. Cara merumuskan delik yang selalu dimulai dengan kata : "Hii
die ..... dan seterusnya (untuk bahasa indonesia ="Barang

Siapa..... dan seterusnya), dimana perumusan pembuathya
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mengharuskan adanya beberapa faktor pribadi yang melekat
pada pribadi;

¢. Sistem pidana yang dianut hingga kini, khususnya pidana
hilang kemerdekaan yang hanya dapat dijatuhkan kepada |
manusia; dan

d. Tidak adanya prosedur khusus dalam hukum acara pidana
untuk badan hukum ("korporasi™ sebagai subjek hukum

pidana ',
Pasal 51 WvSN tersebut mendapat perdbahan yang diadakan oleh
Undang-undang (Wet) tanggai 23 Juni 1976 di Belanda.

UUTPK "88" menggunakan kata-kata "setiap orang...." dalam
sefiap perumusan tindak pidananya. Hal ini dapat menghapus
kontroversial yang tetjadi selama ini. Sebagaimana diketahui subjek
hukum tindak pidana korupsi menjadi kontroversial karena disatu pihak
berpendapat bahwa subjek hukum tindak pidana korupsi adalah
pegawal neger! dilain pihak berpendapat bahwa setiap orang dapat

' menjadi‘subjek hukum tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dimengerti
bahwa pendapat pertama yang mengatakan bahwa subjek hukum
tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri didasarkan atas kalimat
yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 1 UUTPK 71" yang berbunyi :

..... mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada

seorang Pegawal Negeri atau kedudukan istimewa yéng dipunyat

‘sesecrang di dalam jabatan umum ... ". Dengan Kalimat tersebut

¥ Hermin Hadiati Koeswadji, Korupsi di Indonesia, Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana
Korupst, PT. Citra Adiyte Bakti, Bandung, 1994, h. 87.
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diartikan bahwa tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan oleh
pegawai negeri.

Sedangkan pendapat kedua yang mengatakan bahwa tindak
pidana koi'upsi dapat dilakukan oleh siapa saja didasarkan pada
rumusan Pasal 1 UUTPK "71% yang dimulal dengan kata "Barang
siapa.....". Dengan rumusan tersebut, maka tindak pidana korupsi tidak
hanya dapat dilakukan oleh pegawal negeri saja, akan tetap! dapat
dilakukan oleh setiap orang atau slapa saja.

Rumusan UUTPK "89" telah menghapus keragu-raguan tersebut.
Jadi setiap orang dapat melakukan tindak pidana korupsi, tidak terbatas
pada seorang pegawai hegeri saja. Sedangkan pegawal negeri atau
pejabat merupakan unsur tambahan yang melekat dengan adanya
rumusan "jabatan” atau “kedudukan®. Selain itu pegawai negerl menjadi
subjel hukum pidana karena ada tipe atau jenis tindak pidana korupsi
yang kmenarik pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP. Pasal-pasai
KUHP yang ditarik tersebut, dimana subjek hukum dalam rumusan
pasalnya adalah pegawai negeri. Subjek hukum yang merupakan
pegawai negerl yang terdapat dalam KUHP, diantaranya adalah pasal
415, 461, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP. Jadi dalam rumusan
tersebut dengan fegas menyatakan pegawal negeri sebagal subjek
hukumnya. Sedangkan sebaglan yang lain tidak menyebut secara tegas

pegawal negeri sebagai subjek hukum, melainkan perbuatan yang
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.berkaitan dengan pegawal neger, sepert] pasa'l 209, 210, 387 dan

388 KUHP.

Subjek hukum yang kedisa, vaitu badan hukum atau korporasi
sebagai subjek hukum (termasuk hukum pidana). Hal inl merupakan
suatu kemajuan daiam perkembangan iimu hukum, terutama korporasi
diakui sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi menurut
UUTPK "99". Korporasi sebagal subjek hukum tindak pidana
merupakan hal yang baru. Korporasi sebagal subjek hukum tindak
pidana, terutama berkembang dengan adénya kejahatan yang
menvanghkut korporasi sebagal subjek hukum tindak pidana, yang
disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang

demikian pesat ''®. Dalam perundang-undangan di Indonesia, Korporasi

atau badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana muncul dalam

Undang-undang No.7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi,
Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Pslicotropika, Undang-undang
No.22 Tahun 1987 tfentang Narkotika, Undang-undang No.23 Téhun
1887 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No.5
Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, Undang-undang No.8 Tahun 1989 tentang Periindungan
Konsumen, termasuk pula Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5 Muladi dan Dwidja Priyatno, PertanggungJawsban Korporss! Dalam Hukum Pidans,
Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991, h4.
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Sebelum membahas korporasi sebagai subjek hukum dalam
findak pidana korupsi akan dibahas lebih dahulu pengertian dari badan
hukum atau korporasi itu sendiri. Daiam kepustakaan, korporasi tidak
bisa dilepaskan dari pengertian 'jang terdapat dalam bidang hukum
perdata, yaitu lebih dikenal dengan Badan Hukum (rechtspersoon).
Ada juga yang menggunakan istilah purusa hukum (Oetarid Sadino),
awak hukiim (Malikul Adil), pribadi hukum (Soerjono Soekanto dan
Purnadi Purbacakara).

Sedangkan korporasi berasal dari kata corporation (Inggris),
-corporatie (Belanda), korporation (Jerman) serta Corporatio (Latin).
Corporatio berasaf dari kata "corporare”, dimana corporer ini bersal
dari "corpus" yang mempunyai arti badan.

Menurut Utrecht/Moh.Saleh Djindang menjelaskan seperti
berikut : |

."Yang dimaksud dengan kotporasi ialah suatu gabungan orang
vang dalam pergaulan hukum bertindak bersama -sama sebagai
satu subjek hukum tersendiri-suatu personifikasi. Korporasi
adalah badan hukum' yang beranggota, tetapi mempunyai hak-
kewaliban sendid yang terpisah dart halk-kewajlban anggota
masing-rmasingnya® ¢

Ensiklopedia Ekonoml, Keuangan dan Perdagangan yang
dihimpun oleh A Abdurrachman, menyatakan :

“Corporatio  (korporasi=perseroan) adalah suatu kesatuan

menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut
undang-undang sesuafu negara untuk menjalankan suatu usaha

18 Chidir Ali, Op. Cit. .64,
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atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat
dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk sesuaty Jangka walktu
terbatas | mempunyai nama dan identitas yahg dengan nama
dan identitas ity dapat dituntut dimuka pengadilan, dan berhak
akan mengadakan suaty persetujuan menurut kontrak dan
melaksanakan semua fungsi lainnya yahg seorang dapat
melaksanakannya menurut Undang-undang suatu hegara. Pada
umumnya suatu corporation dapat merupakan suatu organisasi

pemerintah, setengah pemerintah atau partikaiir 177

Menurut Subekti dan Tlitrosudiblo, yang dimaksud dengan
korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum!'®,
Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atay perkumpulan
yang dapat memiliki hai-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang
manusia, serta memiliki kekayaan sendir, dapat digugat atau
menggugat di depan hakim.

Pasal 1 Undang-undang No.31 Tahun 1999  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK ®99"), disebutkan
bahwa "Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
hukum®. Berbagai pengertian tersebut diatas, maka dapat disimputkan
bahwa korporasi dapat berupa badan hukum atau juga bukan badan
hukum, asalian merupakan suaty perkumpulan.

Korporasi diterima sebagai lembaga hukum yang dapat

mehguasal modal dari banyak orang diatas suatu jangka waktu yang

tidak dipengaruhl oleh kematian atay penarikan dirl dar} Individu-individu.

11
11

? AZ Abidin, Bunga Rampal Hukum Pidana, Pradnys Paramita, Jakarta, 1983, h.54.

8

Subekti dan R Tjitrosudibio, Kamus Hulan, Paradnys Paramite, Jakerts, ] 979, h34.
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Melalul pemndang—undangan,' korporasi dewasa ini diterima sebagal
subjek hukum dan diperiakuian "sama® dengan subjek hukum y;ang lain
yaiai manusia (alamiah)'*. Dengan demikian korporasifbadan hukum
sebagai subjek hukum, maka mempunyal hak dan kewajiban dalam
hukum atau dalam arti korporasi adalah juga pendukung hak dan
kewajiban baik dalam hukum perdata maupun hukum pldana. Dalam
hukum pidana korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

UUTPK "99" menyebutkan bahwa korporasi adalah juga sebagai
subjek hukum tindak pidana korupsi, yang dengan demikian termasuk
dari pelaku/pembuat tindak pidana korupsi. Korporasi menjadi subjek
hukum tindak pidana korupsi sangat beralasan karena akibat kerugian
yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan korporasi bernliai lebth tinggi dan
lebih banyak untuk mencapai keuntungan ekonomis. Apalagi tindak
pidana Korupsi terutama yang dilakukan oleh suatu korporasi termasuk
pada golongan white coffar crime, crime as bussiness, dan
economic crimes. Sutherland dalam presentasinya menggambarkan
bahwa kejahatan korporasi tersebar luas dan tampak bagaiken penyakit
yang melekat pada korporasi nasional maupun multinasional.

Dalam resolusi Kongres PBB ke -8/1990 ditegaskan, agar ada
tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perkara

korupsi (fake appropriate measures against enterprises involved in

9 1.5, Susanto, Kejahatan Korporasl, Baden Penerbit Universitas Dipenegoro, Cet], Semarang,
1995, k13,




ccrruptiﬁn"). Seiain itu juga dalam dokumen Kongress PBB ke-8/1995 di

Kairo (dokumen A/CONF.169/5, p.23), antara lain ditegaskan bahwa

korporasi, asosiasi kriminal atau individu mungkin terlibat dalam

"penyuapan para pejabat" untuk berbagal alasan yang tidak semuanya

bersifat elkonomis. Namun dalam banyak kasus, masih saja penyuapan

digunakan untuk mencapai 'keuntungan ekonomis. Tujuannya ialah

membujuk para pejabat untuk memberikan berbagal bentuk perlakuan

khususfistimewa ("preferential treatment™), antara lain :

a. memberi kontrak ("awarding acontract")

b. mempercepat/memperiancar izin {expediting a license™)

¢. membuat perkecuallan-perkecualian atau menutup mata tei‘hadap
pelanggaran peraturan (making exceptions to regulatory standars or
turning abliﬁd eye to violations of those standards*)'®.

Pertanggungjawaban korporasi, khususnya dalam tindak pidana

korupsi dalam penjatuhan sanksi pldananya tidak sama dengan orang

sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban

kerporasi dapat dipilah menjadi 3 sistem, yaitu :

a. Pengurus Kkorporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang

bertanggungjawab.

b, Korporasi sebagaj pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab,

¢. Korporast sebagal pembuat dan korporasl yang bertanggunglawab.

0 pards Nawawi Arief (V3, Op.Cit b 166.




Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai
sistern pidana dan pemidanaannya mengatur secara khusus. Pasal 20
ayat {1) Undang-undang No.3t1 Tahun 1988 menyebutkan : “Dalam hal
tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi,
maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap
korporasi dan atau pengurushya®.

Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) tersebut, menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan “"pengurus” adalah organ korporasi yang
menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuat
dengan anggaran dasar, f{ermasuk mereka vyang dalam
kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan
kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak
pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan i, maka yang dapat
dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh suafu korporasi tidak diserahkan kepada pengurusiiya saja,
metainkan

a. Korporasi ifu sendiri,
b. Penhgurus
¢. Kedua-duanya,
Ketentuan ini berdasarkan alasan bahwa dipidananya seorang pengurus
tidaklah cukup untuk mengadakan represi terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh atau dengan suatu kerporasi.

Ayat (2} , Undang-undang tersebut menyebutkan .

“Tindak Pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak

pidana tersebut dilakukan cleh orang-orang balk berdasarkan
hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam
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lingkungan korporast tersebut baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama".

Ketentuan ini. mengatur kapan suatu korporasi melakukan tindak
pidana. Korporasi melakukan tindak pidana, yaitu :

a. jika berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,

b. yang bertindak dalam lingkungan korporasi atau unfuk kepentingan
korporasi baik secara sendirl-sendiri maupun secara bersama-
sama.

Jadi korporasi dianggap metakukan hal yang tidak dilakukannya, tetapi

dilakukan oleh orang yang ada hubungan kerja dengan korporasi itu.

Crang yang bersangkutan harus bertindak atas hubungan kerja atau

dalam suasana korporasi, sehingga dapat menyeret korporasi dalam

jangkauan hukum pidana korupsi.

Jika ada tuntutan pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi,

maka pengurusiah yang mewakilinya. Hal inl diatur dalam Pasal 20

Ayat (3), (4), (b) dan (6) yang menyebutkan :

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu kKorporasi
maka korporast tersebut diwaldli oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dalam ayat
(3) dapat diwaldli oleh orang lain.

{b) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi
menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula
memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang
pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi,
maka panggilan unfuk menghadap dan penyerahan surat

panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat
tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
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Sedangkan untuk jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap
korporasi adalah pidana denda. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20
Ayat (7) Undang-undang tersebut bahwa Pidana pokok yang dapat
dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan
maksimum pidana ditambah 1/3 {satu per tiga). Pidana denda dalam hal

ini adalah wajar dikenakan terhadap suatu korporasi.

Selain itu dapat pula dikenakan pidana tambahan terhadap
korporasi Pasal 18 Ayat (1) huruf ¢ dan d yang berupa :

a. penutupan seiuruh atau sebagian perusahaan untuk pafing lama 1
{satujtahun.

b. pencabutan selurth atau sebagian hak-hak tertenty atau
penghapusan seluruh atau sebagian keunfungan tertentu yang fefah
atau dapat dibertikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Berdasarkan ketentuan pemidanaan bagi Korporasi tersebut,
berarti UUTPK "99" tidak mengatur secara jelas tentang pelaksanaan
pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh korporasi. Jika melihaf
ketentuan dalam Pasal 30 KUHP, maka pidana denda dapat
disubsidairkan dengan pidana kurungan bagi pelaku tindak pidana yang
berupa "orang". Sedangkan bagi suatu korporasi tidak dikenal dalam

KUHP. Oleh karena itu sebaiknya UUTPK 99" mengatur tersendiri

masalah pelaksanaan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh

korporasi, misainya dapal menerapkan pidana pengganti (subsidair)

berupa penutupan korporasi atau pencabutan jjin usaha korporasi.

136




B. Penerapan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.
1. Gambaran Umum Tindak Pidana Korupsi di iIndonesia

Untuk membahas masalah penerapan hukum terhadap
penanggulangan tindak pidana korupsi, setidaknya terlebih dahulu kita
mengetahui gambaran umum tindak pidana korupsi yang terjadi di
negara kita. Seperti apa yang telah diuraikan dalam latar belakang
maupunt bab sebeiumnya bahwa tindak pidana korupsi sebenamnya
bukan masalahy bary, demikian pula usaha penanggulangannya di
Indonesia.

Usaha penanggulangan tindak pidana korupsi telah dijalankan
sejak fahun 1857 dalam bentuk Perafuran Penguasa Militer
Nomor :PRT!PM!GB!‘%QE?, dimana peraturan fersebut dibuat karena
KUHP dianggap tidak mampu menangguiangi meluasnya Kkorupsi.
Korupsi telah dianggap sebagai suatu penyakif yang sangat
menggercgoti - Kesejahferaan  masyarakat  dan | menghambat
pelaksanaaﬁ pe.mbangunan.

Pada masa Crde Baru juga ada upaya untuk menaggulangi
tindak pidana i»furupsi dengan dikeluarkanhya Undang-undang Nomor
3 Tahun 1871 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun
dalam perjalanannya, korupsi bukanlah menjadi surut akan tetapi
sehaliknya semakin berkémbang luas dan lebih parah. Banyak para ahli

berpendapat bahwa korupsi sudah menjadi penyakit yang kronis dan
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sulit untuk disembuhkan. Lebih parah lagl banyak menganggap korupsi
telah membudaya di negara kita dan sudah menjadi suatu sistem yang
menyatu denhgan penyelenggaraan negara. Kdrupsi telah membudaya di
Indonesia sudah lama diungkapkan oiehKWakil Presiden Mohammad
Hatta'®'. Walaupun pernyataan ini tidakiah begitu dapat dibenarian,
ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang mengutuk tindak
pidana korupst ini,

Parahnya korupsi- yang terjadi di Indonesia, banyak diungkapkan
oleh para ahli dan peneliti salah satunya adalah hasit survet terbaru dari
lembaga Konsultasi  Risiko Politik dan Ekonomi (PERC) yang
diungkapkan oleh AFP mengenai korupsi di negara-negara Asia.
Menurut lembaga ini korupsi menjadi salah satu pemicu krisis keuangan
regional pada tahun 1987. Hasil survel lembaga ini menyatakan bahwa
negara Vietham dan Indohesia menempati tingkat keburukan dari hal
korupsi. Sedangkan negara Sihgapura menempati posisi yang tertinggi
dalam hal bersih dari korupsi'?.

Menyimak buruknya korupsi di negara Indonesia tidak terlepas
dari membudayanya dan meluasnya korupsi dikalangan pemerintah
yang tumbuh keatas dalam hirarki dan mendatar ke daerah-dasrah.
Bahkan korupsi sering sejalan dan bergandengan tangan dengan kolusi

yang melibatkan pejabat pemerintah dan pengusaha Kaya untuk

133 pochtar Lubis dan James C. Scott, Op. Cit., b, vi.
122 Yuwa Pos, Indonesia dan Vietnam Terkorup di Asta, tanggal 19 Maret 2001,
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mendapatkan keuntungan bersama. Belum lagi dengan adanya gejala
tindak pidana suap atau pungll yang disetorkan kepada pejabat
pemerintah yang memegang urusan vital dalam urusan business atau
hukum bagi orang yang berkepentingan'®,

Korupsi dirasakan memainkan peranan penting bahkan dominan
yang mengakibétkan terpuruknya perekonomian suatu negara termasuk
Indonesia. Begitu besarnya kKorupsi yang terjadi di negara Kita, sangat
berpengaruh dan berdampak hegalif pada pembangunan ekonomi,
metahirkan hambatan pada jalanya usaha serta menjauhkan minat para
investor asing. Akibat korupsi ini berdampak pada perekonomian yang
tidak berkembang sesuai dengan aturan pasar. Tidak ada kompetisi
dan kemajuan dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada.

Melihat kondisi seperti ini, maka penanggulangan tindak pidana
korupsi tidak hanya dapat diatasi dengan upaya penegakan hukum saja
atau melalul sarana pidana saja, sebab masalah korupsi sangat
kompleks sifatnya.. Kebljakan hukum pidana dalam penanggulangan
tindak pidana Korupsi mempunyai karakter khusus. Untuk memahami
tindak pidana korupsi perlu dikaji secara khusus dan mendasar dalam
rangka penangulangamya. Penanggulangan tindak pidana korupsi
ditinjau darl politik kriminal, maka harus menangani masalah-masalah

atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung

'3 Selo Soemardjan,baglan pengantar, dalam buku Robert Klitgaard, Mermbasmi Korupsi,
diteriemsahkean oleh Hermoyo, Yayasan Obor Indonesia, 1998,
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menimbulkan tindak pidana korupsi. Banyak yang melatar belakangi
terjadinya tindak pidana korupsi seperti : masalah mental atau moral,
kebutuhan hidup, penghasilan yang kurang, pola hidup atau gaya hidup
yang konsumtif, budaya sosial, lingkungan, sifat malas, atau pula yang
menyangkut sistem pemerintahan, pola keteladanan pimpinan, tidak
adanya tranparasi, lemahhya pengawasan, kelemahan manajemen,
aspek perundang-undangan dan lain sebagainya.

Masalah sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi, banyak para
ahii dan sarjana hukum yang mengemukakannya, éeperti :

a. Syed Huseln Alatas, yang berpendapat bahwa korupsi disebabkan
oleh faktor-faktor sebagai berikut 1

1) Keliadaan atau kelemahan pimpinan dalam posisi-posisi kunci
yang mampu memberikan itham dan mempengaruhi tingkah laku
yang menjinakkan korupsi. Sebagaimana dinayatakan dalam peri
bahasa Cina dan Jepang * Dengan berhembusnya angin,
melengkunglah buluh”;

2} Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika;

3) Kolonialisme. Suatu pemerintah asing tidaklah menggugah
kesetiaan dan kepatuhan yang diperiukan untuk membendung
korupst; '

4) Kurangnya pendidikan;

5) Kemiskinan;

8) Tiadanya tindak hukuman yang keras;

7) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku ant! korupst;

8) Struktur pemerintahan;

9) Perubahan radikal. Tatkala suatu sistem nilai mengalami
perubahan radikal, Kkorupsi muncul, sebagai suatu penyakit
franshasional;

10) Keadaan masyarakat.'?*

124 aveid Husein Alatas, Op.Cit., h. 46.
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b. Bambang Poernomo juga mengungkapkan berbagal faktor yang
potensial mempengaruhi terjadinya korupsi itu, antara fain 2
1) dari struktur sosial dan sistem sosial;
2) dari orlentasi soslal pada kekayaan kebendaan dan keuangan,
dan
3) dari perubahan sosial dan modernisasi.

c. Soedjono Dirdjosiswore, yang mengetengahkan kausa kotupsi
sebagai berikut :

1) korupsi antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran dan
kepatuhan hukum diberbagai bidang kehidupan.

2) korupsi timbul karena ketidak-tertivan di dalam mekanisme
administras! pemerintahan.

3) korupsi sebagai salah satu pengaruh samping dari meningkatnya

+ valume pembangunan yang meningkat secara relatif cepat sekall,
sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan
mekanisme tata usaha negara menjadi semakin kompleks dan
rumit yang mana antara lain membawa ekses dari birckrasi
terutama pada aparatur-aparatur pelayanan sosial seperti pada
bagian pemberian izin dan berbagai pola korupsi seperti
termasuk pungli didalammya.

4) masalah kependudukan, kemiskinan, pendidikan dan lapangan
kerja, berkait dengan akibat dari padanya yakal kurang gaji
pegawai dan buruh dan sebagainya merupakan faktor yang
berpengaruh. ,

5) faktor-fakior sosial budaya, yang berpengaruh terhadap
psikologi perilaku, seperti umpamanya, kultur malu yang
mempengaruhi sementara keluarga. Dalam anggapan pribadinya,
apabfta keluarga yang seperti dia berkedudukan dan terpandang,
tetapt tidak mampu menampung dan memberi kesenangan pada
saudara-saudaranya terasa metalukan dan janggal. Maka

- keputusannya untuk melakukan sesuatu yang termasuk dalam
jenis korupsi adalah dorongan ini'®.

125 Bambang Poernomo, Potensi Kejahatan ..., Op.Cit., h.12,
¢ Soedjono Dirdjosiswero, Pungli, Analisa Hukum dan Kriminologl, CV. Sinar Bary,
Bandung, 1977, h46-47,
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d. Andi Hamzah, meiukiskan terjadinya korupsi, sebagai berikut :

1) kurangnya gaji atau pendapat pegawal negeri dibandingkan
dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat;

2) Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang cukup
permisif terhadap perbuatan korupsi;

3) Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efeldif dan
efisien.

4) Pengaruh adanya modernisasi, karena modernisas! tersebut
membawa perubahan-perubahan pada niiai dasar masyarakat,
membuka sumber kekayaan dan kekuasaan baru, dan
mengakibatkan perubahaﬁ dalam sistem politik'% .

e. tham Gunawan, yang secara ringkas mengemukakan faktor
penyebab tindak pidana korupsi sebagal beriiut'™ :

1) Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan;

2) Faiktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum yang berarti
berkaitan dengan lemahnya éanksi hukuman maupun peiuéng
terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan tindak pidana korupsi;

3) Faktor budaya, dimana Korupsi antara lain merupakan

peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan

137 pndi Hamesh, Korupsi di Indonesia, Masaleh den Pemecshannys, Op.Clt., h. 16-24,
128 Nham Gunawan, Postur Korupsi df Indonesia: Tinjsuan Yuridis, Soslologis, Budays dan
Politik, Penerbit Angkess, Bandung, 1990,
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benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban-kewajiban terhadap

keluarga dan kewajiban terhadap negara.

Jadi berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas, banyak
faktor dan penyebab yang menimbulkan terjadinya korupsi. Faktor daﬁ
penyebab timbulya korupsi tersebut harus ditanggulangl balk yang
bersifat preventif mapun represif. Tindakan preventif ini dilakukan untuk
mengetahul  penyebab timbulhya korupsi yang ditujukan  untuk
meminirﬁalkan penyebab korupsi atau peluang untuk melakukan korupsi.
Sedangkan tindakan represif dapat diiakukan penegakan hukum dan
memberikan sanksi hukuﬁ bag! yang melakukan korupsi baik menurut
hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi. Pendekatan
represif vang tidak kalah pentingnya adalah melalui hukum pidana.
Namun untuk mendapatkan hasit yang dapat diharapkan, maka
pemberantasan korupsi diperlukan pendekatan komprehensif, meliputi
pendekatan sosiologis, kultural, ekonomi serta manajemen dalam
penyelenggaraan negara'®.

Menurut hemat penulis, akar permasalahan Korupsi banyak
terdapat pada pejabat atau penyelenggara negara. Pesjabat atau
penyeienggara negara tersebut memperkaya diri atau
menyalahgunakan Kewenangan atau kekuasaannya untuk Kepentingan

pribadinya atau orang lain. Sering terjadi praktek penyelenggaraan

' Romli Atmasasmita, Reformasi Hukurn, HAM dan Penegakan Hukum, Mandar Maju,
Bandung, 2001, h. 98-9%.
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negara banyak menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang
terhadap tumbuhnya tindak pidana korupsi.  Oleh karena itu masalah
mental atau moral adalah faktor penyebab yang paling berpengarsh dan
menentukan darl para pejabat dan penyelenggara negara tersebut.
Disamping itu korupsi sering melibatkan banyak pihak, terutama para
pengusaha (pebisnis) yang searing melakukan kolusi dan penyuspan
yang selalu menggoda oknum pejabat atau péhyelenggara untulk
memperoieh fasilitas tertentu.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1989 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UUTPK"89"), dalam ketentuan umumnya ltelah
mengatur masalah pengertian pegawai negeri. Hal ini menunjukkan
bahwa pada dasarnya findak pidana korupsi banyak menyangkut
pegawai negeri atau penyelenggara negara, Kkhusushya Yyang
menyangkut lembaga pemerintahan. Indikasi lembaga pemerintahan
menjadi sarana untuk melakukan 'tindak pidana Kkorupsi pernah
diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPKP) yang
disampalkan dihadapan Komisi IX DPR. Berdasarkan hasll temuan
BPKP tersebut didapatkan bahwa hampir semua lembaga pemerintahan
melakukan korupsi atau penyimpangan Keuangan negara, baik lembaga

departemen maupun lembaga non departemen dari 52 lembaga yang

diperiksa BPKP untuk periode tahun 1888-2000. Untuk itu dibawéh ini
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dapat dilhat 10 (sepuluh) terbesar lembaga pemerintahan yang

dipandang banyak terjadi korupsi di Indonesia, sebagai beriiut 1

Lembaga Kejadlan Nilai Korupsi i
1. Pertamina 619 Rp.1.051  trilliun
2, Meneg PM dan Pembinaan 1,347 Rp. 635, 9 miliar
BUMN
3. Badan Urusan Logistik {Bulog) 135 Rp. 214 miliar
4. Depdagri 5.782 Rp. 745 miliar
5. BKKBN 195 Rp. 70,6 miliar
6. Bank Indonesia (sebelum 32 Rp. 53,9 milier
independen) |
7. Deptamben 188 Rp. 55,6 miliar
8. Dephutbun 525 Rp. 51,7 miliar
9. Dep. Pemukiman dan 1.600 Rp. 42,2 miliar g
Pengerhbangan Wilayah
10. Departemen Keuangan 743 Rp. 34 miliar

Dari data tersebut, maka dapat diuraikan beberapa hal |
mengenai titik-titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi di setiap

lembaga pemerintahan baik departemen maupun non departemen,

Misainya :
a. Badan Urusan Logistik (Bulag), antara lain
- Maniputasi penyaluran dan hasil 9 bahan pokok;

- Penunjukan agen distribusi dan penjualan beras;

¥ Tawa Pos, Boal Temuan Kebocoran Dana Lembaga Pemerintahan, Tek Bisa Berdslih
Korupsi Warisan, Rabu, tanggal 28 Jonj 2000, '
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- Penunjukan importir/eksportir beras, dan sebagainya.

b. Departemen Dalam Negeri , antara lain ;

iMasalah perijinan;

Proyel-proyek pembangunan balk Pemda Tingkat | maupun

Pemda Tingkat 1i;

Pengadaan Barang; dan sebagainya.

¢. Departemen Pertambangan dan Energi, antara fain :

Penyimpangan pengadaan barang proyek-proyek PLN;

Penyimpangan dalam pslaksanaan tender;

Penyelewengan unit produksi, dan sebagainya.

d. Depatemen Kehutanan dan Perkebunan, antara lain :
- Manipuisi dana proyek pembangunan wilayah.
- Survey pemetaan hutan proyek;
- Penyalahgunaan pemilikan HPH, dan sebagainya.

e. Departemen Keuangan, antara lain :

Restitusi Pajak;

Manipulasi uang kredit;

Manipulasi tentang bea dan cukai, dan sebagainya.
Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka untuk membahas

masalah penerapan hukum dalam proses peradilan pidana tentunya

akan berhubungan dengan perkara yang sedang ditangaﬁi oieh lembaga

penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Untuk
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mengetahui proses penhegakan hukum ini, maka dapat dilihat dari
perkara-perkara yang diproses oleh Kejaksaan Agung sebagal lembaga
penyidik maupun lembaga penuntutan selama ini'®, yaitu :

a. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi dalam

periode tahun anggaran 19898/2000, yaitu :

- Sisa penyelidikan tahun lalu = 366 perkara
- Perkara masuk = 184 perkara

Jumiah =- 550 perkara
- Diselesaikan = 116 perkara

Penyelesaian penyidikan perkara tihndak pidana korupsi dalam
periode tahun anggaran 1989/2000, yaitu :

- Sisa peyidikan tahun lalu = 480 perkara

- Perkara masuk 632 perkara

1112 Perkara

Il

Jumlah

it

- Diselesaikan 388 perkara
b. Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
Penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsl tahun

anggaran 1998/2000, yaitu :

- Sisa Penuntutan tahun lalu = 479 perkara
- Perkara masuk \ = 314 perkara

Jumiah = 793 perkara
- Diselesaikan = 699 perkara

13 Hasi] olahen data primer dari Laporan Tahunan Jaksa Agung Pidana Khusus Tahun §999/2000.
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Berdasarkan perkara-perkara yan.g diproses tersebut, ada

beberapa perkara tindak pidana korupsi yang selama Ini menarik

perhatian masyarakat yang masih dalam proses penyidikan dan

penuntutan’™?, antara lain -

a,

b.

Kasus atas nama tersangka H.M. Soeharto;

Kasus atas nama Mahammad Hasan;

Kasus BLBIKLBI Bank Aspac atas nama tersangka Setiawan
Hardjono, dki

Kasus Pengelolaan Helikopter milik Departemen Kehutanan oleh PT.
Gatari Hutama Air Service, atas nama tersangka Ir. Soedjono

Seceryo dan Kabul Riswanto.

. Kasus Bank Bali atas hama tersangka Erman Munzir:

Kasus Bank Bali atas nama tersangka Tanri Abeng;

Kasus Texmaco Group, atas nama tersangka Marimutu Sinivasan;
Kasus atas nama tersangka Kosasih, dki; |

Kasus atas nama tersangka Soewardi (Mantan Gubernur Jawa
Tengah).

Tindak pidana korupsi tentunya berdampak pada adanya

kerugian negara. Jika dilihat dari sudut kerugian negara atau yang

menyangkut keuangan negara, maka dapat dihat gambaran kerugian

negara tersebut sebagai berikut -

3 Thig,
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No Perlode Kerugian Negara

1. 1994/1995 Rp. 1.034.151.730.673,-
Diselamatkan :
Rp. 514.990.270.356,-

2, 1995/1996 Rp. 208.448.866.174,.
Disclamatkan :
Rp. 258.672.858,-

3. 1986/1997 Rp. 376.800.392.826,-
Diselamatkan :
Rp. 1.247.352.203,

4, 1997/1958 Rp. 621.770.648.255,-
Diselamatkan :
Rp. 4.614.014.355,-

5 1998/1999 Rp. 7.210.340.203.229,1
Disslamatkan :
Rp. 76.323.026.583,81

Sumber ; Olahan data primer dari Kejaksaan Agung.

Selain perkara yang ditangani Kejaksaan Agung fersebuf, juga ada
perkara yang khusus ditangani oleh Tim Gabungan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). TGPTPK ini merupakan lembaga
penyelidilk dan penyidik tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya
berdasarkan Pasal 27 UUTPK "88" dibawah koordinasi Jaksa Agung
dimana pembentukan TGPTPK berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 19 Tahun 2000.

Sejak TGPTPK dibentuk pada fanggal 23 Mei 2000 berdasarkan

Kepufusan Jaksa Agung Ri Nomor KEP-102/J.A/05/2000, ada
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beberapa kasus yang ditangant oleh TGTPK inl. Adapun kasus-kasus

yang ditangani oleh TGPTPK ™2, antara lain ;

a.

Kasus suap yang diterima Hakim Agung dalam menangani perkara
perdata nomor 560 K/Pdt/1987 dengan atas nama tersangka M.
Yahya Harahap, SH dkk.

Kasus suap yang diterima Kasubdit Perdata pada Mahkamah Aguhg ,
R} atas nama tersangka F.Zendrato, SH.

Tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung RI berkaitan dengan
perkara PK Kepaiftan atas putusan kasasi No 022/K/N/1999 jo
pufusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kasus penyimpangan penggunaan Keuangan pada PT. Garuda
Indonesia.

Kasus terbitnya Kepres No. 20 Tahun 1892 dan Inpres No.1 Tahun
1992 yang memberi kemudahan dan monopoli pembelian cehgkeh
oleh BPPC.

Kasus penyalahgunaan KLBl dan penjualan cengkeh kepada
pengguna pabrik rokok meiébihi harga yang telah ditentukan yang
menguntungkan BPPC.

Kasus penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal untuk pembelian

saham PT. Goro Batara Saksi dan Mark up penyusutan 3 % menjadi

% 11201l olahan data primer darl Dafa Penyidiken Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh TGTPK
dari bulen Juni #/d Nopernber 2000.
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26 % oleh INKUD yang diduga keras dilakukan oleh pengurus
INKUD.

h. Kasus hotel Trikora Beach Tanjung Pihang yang penyidikannya
direncanakan Z (dua) kasus yaitu proses penangahan perkara pada
tingkat PN Tanjung Pinang dan perkara pada tingkat Kasasi di
Mahkamah Agung.

Berdasarkan data tersebut diatas, maka perkara yang ditangani
oleh TGPTPK banyak difokuskan terhadap perkara-perkara pehyuapan
yang terjadi di Mahkamah Agung. Padahal pembentukan TGPTPK
adalah untuk menangani perkara-perkara yanhg sulif pembukfiannya
sehagaimana yang dimaksud dari Pasal 27 UUTPK "88" vyang
menyatakan bahwa "Dalam hal ditemukan tindak pidana yang sulit
pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi
Jaksa Agung. Kemudian Penjelasan Pasal 27 UUTPK "99' tersebut
menyebutkan :

Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi yang sulit

pembuktiannya®, antara lain tindak pidana korupsi di bidang

perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industi,
komaoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :

a. bersifat lintas sektoral,

b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih atau

¢. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai

Penyelenggara sebagaimana ditentukan dalam Undang-
undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme.
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Pembentukan TGPTPK berdasarkan PP. No. 18 Tahun 2000 ini
mendapat reaksi dari kalangan masyafakat yang menamakan dir
sebagal "Kelompok Masyarakat". "Kelompok Masyarakt® tersebut
mengajukan permohonan  keberatan kepada Mabhkamah Agung (MA)
agar Mahkamah Agung melakukan "Judicial Review " atas berlakunya
PP.Noc.18 Tahun 2000. Kemudian Mahkamah Agung memberikan
putusannya, yaitu menyatakan PP. No. 19 Tahun 2000, tanggal 5 April
2000 tidak sah dan tidak berlaku umum. Adapun yang menjadi
pertimbangan Mahkamah Agung adalah pada intinya sebagal berikut™* :
a) Penerbitan PPNo 19 Tahun 2000 merupakan tindakan

inkonstitusional serta dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan {(abuse of power) atau melampaui katas kewenangan
Presiden.

b) Pemerintah memang berwenang melakukan berbagai tindakan
hukum (rechts handeling), antara lain menerbitkan PP. Dalam
menerbitkan PP tersebut Pemerintah tidak cukup - hanya
mendasarkan pada asas kemanfaatan atau kebutuhan atau tujuan
tertentu (asas doelmatigheid atau asas oppurtunitas) tetapi juga
harus memperhatikan asas legalitas hukum (asas rechtmatigheid),

yaitu PP tersebut tidak secara formal maupun subtansial tidak

melanggar asas-asas Kaldah hukum yang mendasar ataupun

13 yeria Peradilan, Tahun XV bulan Mei 2000.




bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya
ataupun tidak bertentangan dengan dan tidak melampaui /melebihi
peraturan dasarnya.

¢) Secara materi, PP No. 18 Tahun 2000 bertentangan dengan UU.No.
31 Tahun 1998, karena TGPTPK bersifat tetap( Pasal 6 Ayat {2)
PP.No1Q Tahun 2000), sedangkan ketentuan Pasal 27 UU.No.31
Tahun 1988 mengandung artl bahwa TGPTPK bersifat tidak tetap
atau temporer atau insidenti! serta fakultatif dan kasuistis.

d) Secara formal, PP No. 18 Tahun 2000 yang merupakan keténtuan-
ketentuan yang bersifat sebagal "secondary rule" merupakan
pelaksanaan dari UU.No.31 Tahun 1988 yang merupakan “primary

rule”, sehingga PP No. 18 Tahun 2000 harus dicabut.

2. Penerapan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-undang
No. 31 Tahun 1999 datam Praktek Peradlilan.

Sejak berlakunya UUTPK "98" pada tanggal 16 Agustus 1859

belum banyak perkara yang ditangani dengan menerapkan UUTPK "88"

Hat ini tidak terlepas dari kendala-kendala atau hambatan-hambatan

untukk menerapkan UUTPK "99" tersebut. Perkara yang diproses

herdasarkan UUTPK "88", antara lain :
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1. Perkara penyalahgunaan uang KUD Sarwomukti Cisarua Bandung,
oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bandung. Peraturan yang digunhakan
adatah Pasal 2 Ayat } UUTPK "88" jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

2. Pérkara penyalahgunaan uang KUD Sarwomukti Cisarua oleh
Penyidik Kejaksaan Negeri Bandung. Peraturan yang digunakan
adalah Pasal 2 Ayat 1 UUTPK "89" jo 55 Ayat 1 KUHP.

3. Perkara penyalahgunaan uang Proyek Penelitian Perbaikan
Kesehatan, oleh Penyidk Polres Majalengka. Peraturan yang
digunakan Pasal 415 KUHP jo UUTPK "98".

4. Perkara penyalahgunaan penyaluran uang KUT oleh Penyidik
Kejaksaan Negeri Arga Makmur. Peraturan yang digunakan Pasal 3
jo Pasal 18 Ayat (1) UUTPK "99" jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

5. Perkara penyalahgunaan uang setoran hasabah BRI oleh Penyidik
Poltabes Semarang. Peraturan yang digunakan Pasal 3 jo Pasal 18
Ayat l( 1} sub b UUTPK "98" jo Pasal 64 Ayat ( 1 ) KUHP.

Dari perkara-perkara yang menerapkan UUTPK “ég" tersebut
terlihat ada 2 lembaga yang melakukan penyidikan, yaitu Kejaksaan dan
Kepolisian. Adanya 2 lembaga yang melakukan penyidikan tindak
pidana kKorupst menunjukkan bahwa UUTPK "98" tidak mengatur secara
pasti lembaga penyidik terhadap findak pidana korupsi. Belum lagi
.nantinya jika terbentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(KPTPK).
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Sebagal contoh akan diuraikan suatu kasus yang tangani oleh

Poltabes Semarang atas nama tersangka |PB, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa selaku karyawan BR! Cabang Pandanaran
bagian Funding Officer (FO) yang bertugas untuk mencari dana dari.
masyarakat, melayani nasabah inti yaitu Ny. TA di Jalan Kyai Saleh
No. 7-8 Ssmarang yang biasa menyetorkan uangnya melalui dua
orang karyawannya yang bernama SM dan WS,

Bahwa pada wakiu seperti tersebut diatas di Jl. Kyai Saleh No.7-8
Sémarang secara berturut-turut terdakwa tetah mendatang! Ny. TA
untuk melakukan penarikan dana yang selanjuthya Ny. TA melaiul
karyawannya yang bernama S dan WA telah menyerahkan
kepada terdakwa sejumlah uang setoran yang keseluruhan setoran
tersebut berjumiah Rp. 165.000.10%,- (seratus enam puluh fima juta
rupiah).

Setelah setoran /dana diterima oleh terdakwa selanjuthya oleh
terdalowa diberikan surat bukti sefor berupa blangko dengan kode
OPS 07 A yang ditanda tangani oleh penyetor dan penerima yang
buku setor tersebut diterima oleh SM dan WS.

Bahwa terdakwa tidak memasukkan uang setoran yang diterimanya
itu ke dalam rekening Nomor : 31-51-0679-0 milik Ny. TA di BRI
cabang Pandanaran Semarang melainkan telah dipergunakan untuk

kepentingan pribadi.
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- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut negara dirugikan sebesar
Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan IPB oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan : Primair,

yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) sub b UU. No. 31 tahun 1889 jo Pasal

64 Ayat (1) KUHP, dan Subsidair, yaltu Pasal 372 KUHP jo Pasal 84

Ayat (1) KUHP.

Perkara ini pada mulanya ditaporkan Kepada Kejaksaan Neger
Semarang, namun - Kejaksaan Negeri Semarang melimpahkan
kewenangannya untuk menyidik perkara tersebut kepada Poltabes
Semarang. Kejaksaan Negeri Semarang mempunyai keraguan apakah
Kejaksaan masih berwenang melakukan penyidikan perkara tindak
pidana korupsi berdasarkan Undang-undanhg Nomor 31 tahun 19988
(UUTPK). Untuk menjaga agar perkara tersebut tidak ditakukan
eksepsi dikemudian hari bahwa Kejaksaan tidak berwenang melakukan
penyidikan tindak pidana korupsi, maka Kejaksaan menyerahkan
perkara tersebut untuk diadakan penyidikan oleh Kepuolisian.

Contoh perkara tersebut menggambarkan perkara tindak pidana
korupsi vang dilakukan penyidikan oleh Kepolisian. Namun ada perkara
lain yang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan dengan menerapkan
UUTPK "99*. Hal ini menunjukkan instansi Kejaksaan sendiri masih ada
keraguan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi

berdasarkan UUTPK "99°, dengan kata lain tidak ada keseragaman
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kebijakan darl Kejaksaan Agung yang menginstruksikan bahwa semua

tindak pidana korupsi dilakukan penyidikannya oleh Kejaksaan.

- Kendala dan Permasalahan Penerapan Undang-undang Nomor 31
Tahun 1989,

Untuk melakukan proses penegakan hukum tidak dapat dipungkiri
adanya beberapa kendala atau hambatan dalam melaksanakannya.
Kendala atau hambatan tersebut menyangkut banyak aspek bailk aspek
normatif, aspek sosiologis maupun aspek kultural. Dari segi normatif
maka kendala atau hambatan proses penegakan hukum yang juga perlu
~ diperhatikan adalah mengenail masalah kebijakan hulum pidana.
Kendala atau hambatan dalam kebijakan hukum pidana ini dapat
menyangkut kebijakan formulasiflegislatif, kebijakan yudikatif/aplikatif

dan kebijakan administratifieksekutif.

Jika dikaji kebijakan formulasi UUTPK "ggv juga terdapat.

beberapa permasalahan yang berpengaruh dalam penerapan hukum
(kebijakan aplikatifi-nya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub

bab sebelumnya tentang penerapan UUTPK "99" dalam praktek

peradilan. Cleh karena itu penuiis akan membatasi untuic membahas

beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pensrapan

hukum dari kebijakan formulasi UUTPK "89" tersebut, yaitu
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a. Permasalahan Aturan Peralihan dan Penerapan Pasal 1 Ayat (2)

| KUHP,
. UUTPK "99" tidak mengatur masalah Aturan Peralihan, yang ada
hanya Ketentuan Penutup yang tertuang dalam pasal 44 UUTPK
"89" menyatakan bahwa pada saat mulai berlakunya undang-
undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK "71%), yang tertuang
datam Lembaran Negara Tahun 1871 Nomor 19 dan Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2958, dinyatakan tidak berlaku {garis

tebal penulis). Hal ini menimbulkan banyak polemik dan masalah.
Polemik terjadi dikarenakan bahwa Aturan Peralihan dalam UUTPK

"99" adalah penting dan menjadi dasar hukum untuk menjaring tindak

pidana korupsi yang terjadi sebelum UUTPK "89", sebab
UUTPK "71" telah dinyatakan tidak berlaku. Sementara ada
beberapa kalangan yang beranggapan bahwa tidak adanya Aturan
Peralihan menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum. Selain itu
tidak adanya Aturan Peralihan ini sengaja dibuat untuk melindungi
para Koruptor semasa berlakunya UUTPK *71".

Sebenarnya hal ini tidak perlu menjadi polemik sebab pasal
44 UUTPK "99" jangan diartikan secara harfizh, akan tetapi periu
untuk tetap berpedoman pada asas-asas hukum pidana yang

terkandung dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa
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"Bllamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah
perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan
yang paling menguntungkan terdakwa®, Berdasarkan Ketentuan
Pasal 1 ayat 2 KUHP inj dapat diartikan bahwa UUTPK "71" masih
dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi
sebelum UUTPK "gg" berlaku, yaltu tindak pidana korupsi yang
terjadi sebeium tanggal 16 Agustus 1999. Penerapan UUTPK "71*
berdasarkan bahwa UUTPK 71" lebih menguntungkan bagi
terdakwa dibandingkan jika menerapkan UUTPK “ag".

Jika diperhatikan rumusan atau ketentuan yang diatur dalam
UUTPK "88" terjadi perubahan atau penggantian darf apa yang
diatur oleh UUTPK "71*. Perubahan atau penggantian ini didasarkan
pada harapan agar UUTPK "98" lebih mampu dan efektif dalam
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Jika
diperhatikan ada beberapa hal yang terjadi perubahan dalam
UUTPK "99" jika dibandingkan dengan UUTPK "71* sehingga UUTPK
71" lebih menguntungkan bagi terdakwa. Adapun perubahan atau
penggantian tersebut | antara lain -

1) Ancaman pidana minimum khusus;
2} Ancaman pidana denda vang lebih tinggi;

3) Ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana;
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4) Pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak
dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti
kerugiah hegara.

Jadi tidak perlu untuk mempermasalahkan tidak adanya Aturan
Peralihan, karena sudah ada asas-asas umum yang terdapat daftam
Pasal 1 Ayat (2) KUHP. Jika suatu undang—qndang mengatur
ketentuan Aturan Peralihan, memang lebih baik untuk lebih menjamin
kepastian hukum. Namun sefiap undang-undang tidak harus
membuat Aturan Peralihan sendir. Keteﬁtuan Aturan Peratihan
dalam suatu undang-undang mempunyai fungsi utama, yaitu untuk
menghindari adanya kekosongan hukum sehubungan dengan adanya
masa fransisi  karena adanya perubahan  situasi  atau

perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan”ﬁ.'

. Ketidakpastian Lembaga Penyidik Tindak Pidana Korupsi.

Masalah kewenangan lembaga penyidik tindak pidana korupsi
menjadi sualu permasalahan sehingga terdapat suatu keraguan dan
Kelidak pastian. Ketidak pastian ini menyangkut masatah apakah
Kejaksaan masih berwenang melakukan penyidikan tindak pidana
korupsi atau Kepolisian yang juga berhak melakukan penyidikan

tindak pidana korupsi Hal ini tidak terfepas dari ketentuan Pasal 26

™ Bards Nawewi Arief (IV), Op. Cit., b 172-178,
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UUTPK "89" yang menyatakan bahwa ® Penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi
dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan
lain dalam undang-undang ini".

Berdasarkan Pasal 26 UUTPK "99" tersebut menimbulkan
berbagai penafsiran terhadap lembaga vang berwenang dalam
melakukan penyidikan. Sebagaimana diketahui selama ini, lembaga
yang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan
berdasarkan UUTPK "71". Apalagi Kejaksaan berwenang dalam
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus. Namun ada
juga yang berpandangén bahwa Kepolisiah juga berhak melakukan
penyidikan tindak pidana korupsi.

Jika dilihat Pasal 26 UUTPK “99" tidak terdapat ketentuan
secara eksplisit lembaga yang berwenang melakukan penyidikan
terhadap tindak pidana korupsi. Bertolak darl ketentuan ini, hemat
penulis bahwa Kejaksaan masih dapat melakukan penyidikan
terhadap tindak pidana korupsi. Demikian pula Kepolisian juga
berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Kejaksaan dapat melakukan penyldikan tindak pidana korupsi
pada dasarnya didasari pada argumentasi sebagai berikut
a) Berdasarkan anak kalimat "ditakukan Eerdasarkan Hukum Acara

Pidana yang berlaku" dalam Pasal 26 UUTPK "98" adalah tidak
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hanya terbatas pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
(KUHAP) saja, tetapi juga masih ada hukum acara yang diatur
didalam undang-undang lain selain KUHAP sepanjang masih
mengatur tentang tindak pidana korupsl. Sebab pada anak
kalimat tersebut hanya menentukan hukum acara pidana yang
berlaku bukan menunjuk secara langsung kepada Undang-
undang tertentu atau tidak menunjuk secara langsung terhadap
KUHAP. Hukum acara pidana yang berlaku mengenai tindak
pidana korupsi selain KUHAP juga ada di Un'dang-undang Nomor
28 tahun 1899 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {(UUKKN).

Pasal 17 (1) UUKKN menyatakan bahwa Komisi Pemeriksa
mempunyal tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan
terhadap kekayaan Penyelenggaraan Negara. Kemudiah Pasal
18 UUKKN menyatakan :

(1) Hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 17 disampaikan kepada
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan
Pemeriksaan Keuangan.

(2) Khusus hasil pemeriksaan atas kekayaan Penyelenggara
Negara yang dilakukan oleh Sub Komisi Yudikatif, juga
disampaikan kepada Mahkamah agung.

(3) Apabila dalam hasit pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi,
atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut
disampaikan kepada Instanst yang berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bertaku, untuk ditindak lanjuti.




b)

Penjelasan Pasal 18 (3) UUKKN terssbut menyebutikan "l Yang
dimaksud dengan ‘instansi yang berwsnang" adalah Badan
Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian®.
Kejaksaan Agung menerima hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa
tersebut jelas kapasitashya sebagai penyidik' karena Komisi
Pemeriksa mempunyai kewenangan penyelidikan saja. Sehingga
Kejaksaan Agung menerima hasit pemeriksaan Komisi Pemeriksa
adalah sebagai penyidik untuk menindak lanjuti (lihat Pasal 18 (3)
UUKKN) yaitu untuk difakukan penyidikan dengan berdasarkan
hasil penyelidikan Komisi Pemeﬁksa tersebut.

Pasal 27 UUTPK "89" yang menyebutkan bahwa " Datam hal
ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka
dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung".
Dari bunyi Pasal 16 ini Kiranya sangat jelas bahwa Pfiejaksaan
masih mempunyal Kewenangan datam melakukan penyidikan
tindak pidana korupsi yang bukan tindak pidana korupsi yang sulit
pembuktiannya. Jadi Kejaksaan atau Kepolisian melakukan
penyidikan tindak pidana korupsi dahulu, baru kemudian Jika

menemukan tindak pidana Korupsi yang sufit pembuktiannya

‘maka ditangani oleh Tim Gabungan Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (TGPTPK).
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d)

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak
pidana korupsi juga tersirat dari Pasal 39 UUTPK "88" vang
menyatakan bahwa "Jaksa Agung mengkoordinasikan dan
mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak
pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang
tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer".

Kata-kata mengendalikan dan mengkoordinasikan dapat diartikan
memimpin, memerintah dan mengarahkan suatu kebijaksanaan
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. f]aiam melaksanakan
koordinasi dan pengendé!ian inl adalah tidak mungkin dilakukan
jika Jaksa Agung tidak mempunyai wewenang dalam penyidikan
{tindak pidana korupsi}.

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan baglan dari
hukum pidaﬁa khusus dan jika ditinjau dari segl pembuktian,
maka tindak pidana korupsi harus ditangani lebth spesifik yang
membutuhkan keterampilan dan profesionalisme. Disamping itu
untuk mendukung proses penuntutan, maka seballmya Kejaksaan
tetap diberikan kewshangan untuk melakukan penyidikan tindak
pidana korupst agar dalam proses persidangan Kejaksaan dapat

mempertanggungjawabkan hasil penyidikan dan penuntutannya.
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Sedangkan Kepolisian mempunyal hak juga untuk melakukan
penyidikan tindak pidana korupsi, berdasarkan argumentasi sebagai
berikut |
a) Bertolak Pasal 26 UUTPK "98" menafsirkan anak kalimat

“...berdasarkan hukum acara yang berlaku..." adalah KUHAP,

yang mana yang dimaksud penyidik oleh KUHAP adalah Polti dan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

b) Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 1887
tentang Kepolisian Negara Republik indonesia yang menentukan
bahwa Kepolisian Negara Republik indonesia berfugas
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesual dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan
perundang-undangan tainhya.

¢) Demikiah pula dalam Penjelasan Pasal 18 (3) UUKKN yang
menyatakan bahwa “..... Yang dimaksud dengan instansi yang
berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan Pembangunan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian“.
Menurut hemat penulis, jika melihat Pasal 26 UUTPK "gg8"

memang tidak ada kepastian lembaga penyidik tindak pidana

korupsi. Apalagi jika dihubungkan dengan Pasal 43 UUTPK "98"

yang menyatakan :

1) Dalam wakiu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-

undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
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2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai
tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi,
termasuk  melakukan  penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang beriakuy.

3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dalam ayat (1) terdiri atas
unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisast, tata
kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta
keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud datam ayat {1).
ayat (2), ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 43 UUTPK "98 ini, maka

lembaga penyidik tindak pidana korupsi adalah  Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korups fKPTPK). Berdasarkan

Pasal 26 dan Pasal 43 UUTPK "99", m:aka ada lembaga penyidik

tindak pidana korupsi oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPTPK. Saat

it Pemerintah telah mengusulkan  Rancahgan Undang-undang

| tentang Komisl Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU

KPTPK) yang memberikan tugas dan wewenang kepada KPTPK,

khususnya kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana
| korupsi. Penjelasan Pasal 9 RUU KPTPK menyebutkan bahwa :

Yang dimaksud dengan "diambil alih' adalah wewenang

| mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan pemantauan, selain

tersangka, termasuk diserahkannya seluruh  dokumen hasil

penyelidikan dan penyidikan darl instans! kepolisian, kejaksaan,

atau instansi yang berwenang lal, kepada  Komisi
Pemberantasan Korupsi.
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Penjelasan Pasal 9 RUU KPTPK ini jelas mengakui Kewenangan
kepolisian, kejaksaan atau instansi lain untuk meiakukﬁn penye!idikan
dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Jadi ketentuan Pasal 26 dengan Pa;',al 43 UUTPK "gg"
memberikan  kebingungan dan  ketidakpastian. Disatu  sisi
menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara
pidana yang berlaku. Disisi lain menyatakan bahwa KPTPK dapat
melakukan penyelidikan, penuntutan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya kemungkinan lebih dari satu lembaga yang menyidik

tindak pidana korupsi ini menimbullan keragu-raguan lembaga mana

yang mempunyal wewenang sebagai penyidik tindak pidana korupst. |

Oleh karena itu untuk menangani adanya keragu-raguan tersebut
perlu perubahan atau pembaharuan hukum pidana yang mengatur
secara tegas masalah lembaga penyidik tindak pidana korupsi pada
Khususnya dan lembaga penyidik tindak pidana pada umumnya.
Ketentuan masalah penyidikan tindak pida‘na korupsi tersebut periu
diatur secara jelas mengenai wewenang masing-masing lembaga
penegak hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan

dan akhimya dapat memberikan kepastian hukum.
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¢} Pidana penjara bagl pelaku tindak pidana korupsl yang tidak

dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti.
Pasal 18 Ayat (3) UUTPK "88" menyatakan :

Datam hal terpldana tidak mempunyal harta benda vyang
mencukupi  untuk membayar uang pengganti sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana
penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari
pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

[y

inf dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan. dalam putusan .,

pengadilan.

Pasal ini fidak menentukan bagaimana aturan serfa ukurannya
dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara pengganti dari uang
pengganti kerugian negara. Dasar yang digunakan untuk
menentukan seberapa lama pidana penjara pengganti tersebut tidak
ada aturannya. Apakah diperhitungan berdasarkan perbandingan
jumlah uang pengganti tersebuf dengan lamanya pidana penjara ?.
Hal ini tidak ada ketentuannya, karena ketentuan Pasal 18 Ayat (3)
akan membawa konsekwensi bagi Jaksa Penuntut Umum dalam
tuntutan pidana (requisitoir) maupun pelaksanaan putusan
(eksekusi). Jadi jaksa Penuntut Umum harus juga menyebutkan
lama tuntutan pidana penjara pengganti dari uvang pengganti
kerugian negara.

Dengan demikian tidak adanya aturan yang jelas mengenai
penerapan pidana penjara pengganti dari uang pengganti kerugian

negara ini membawa kesulitan dalam pelaksanaannya. Ketentuan
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umum yang ada dalam KUHP adalah masalah pidana kurungan
selama 6 bulan sebagal penhgganti pidana denda yang tidak
dibayarkan (Pasal 30 KUHP), bukan pengganti uang pengganti
kerugian negara. Oleh karena itu UUTPK "99" perlu membuat
ketentuan umum sendiri sebagal konsekwensl adanya aturan khusus
tersebut dalam Pasal 18 Ayat'(S) UUTPK "89". Aturan terssbut
sebagai pedoman untuk menerapkan ukuran lamanya pidana
penjara pengganti dari uang pengganti kerugian negara, sehingga
terdapat kejelasan pidana penjara yang akan dijalankan oleh
terdakwa karena harta benda terdakwa yang tidak mencukupi untuk
membayar Keruglan negara.

Dari uraian tersebut diatas, maka terlhat adanya berbagal
macam kendala-kenhdala atau hambatan-hambatan untuk menerapkan
UUTPK "89" dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu UUTPK
"89" perlu untuk dilakukan perubahan atau pembaharuan hukum untuk
mengatasi berbagal kendala-kendala atau hambatan-hambatan
tersebut. Perubahan atau pembaharuan hukum inl mempunyai tujuan
agar penerapan hukum UUTPK “89" tidak terjadi halangan yang
akhirmya diharapkan dapat mendukung proses penegakan hukum itu

sendiri.
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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan hasili penelitian mengenai formulasi

kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi dan penerapan hukum dari
Undang-undang Nomor 31 Tahunh 1899 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut

1. Formulasi kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi dalam

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (UUTPK *99") adalah sebagai berikut :

a. Materl perumusan tindak pidana korupsi pada dasarnya dibagi
dalam 2 kelompok findak pidana korupsi, yaitu : kelompok tindak
pidana korupsi dan kelompok tindak pidana yang berhubungan
dengan tindak pidana kerupsi. Pembagian kelompok tindak pidana
korupst tersebut seharusnya diperluas menjadi kelompok ketiga,
vaitu tindak pidana vang dilakukan setelah tindak pidana
korupsi terjadi.

Kelompok tindak pidana korupsi tersebut diatas terbagi menjadi 6
tipe tindak pidana korupsi, yaltu :

1) tindak pidana korupsi dalam ketentuan Pasal 2 UUTPK "89",

2) tindak pidana korupsi dalam ketentuan Pasal 3 UUTPK 89",

3) tindak pidana korupsi dalam ketentuan Pasal 5,5,7,8,9,10,11 dan

12 UUTPK "98%,




4) tindak pidana korupsi dalam ketentuan Pasal 13 UUTPK “98%,

5) tindak pidana korupsi dalam ketentuan Pasal 15 dan 16 UUTPK
“gge

§) tindak pidana korupsi dalam ketentuan Pasal 21 sampai dengan
24 UUTPK "9g",

Selain tu UUTPK "99" tidak mengatur secara jelas mengenai

kefentuan umum {erhadap aturan-aturan yang menyimpang dari

ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP. Hal ini berpengaruh

pada penerapan masalah pembantuan, percobaan, permufakatan

jahat, concursus, daluwarsa dan pelaksﬁnaan pidananya serta

UUTPK *89" tidak menyebutkan secara tegas kualifikasi deliknya

sebagai Kejahatan atau Petanggaran.

. Sistem pemidanaan UUTPK "99" ada beberapa perbedaan atau'

perubahan dengan sistem pemidanaan yang terdapat dalam KUHP

dan-UUTPK *71* yang dapat diilihat dari jenis pidananya (straf soort)

dan ukuran pidananya (straf. maat).

Perbedaan dari segi jenis pidananya menyangkut masalah :

1) pidana tambahan yang mengalami perluasan karena korporasi
dijadikan subjek hukum tindak pidana korupsi,

2) sistem perumusan pidaha yang dirumuskan secara kumulatif dan

kumulatif-alternatif.
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Sedangkan perbedaan dari segi ukuran pidananya adalah :

1) penggunaan sistem maksimum khusus dan minimum khusus
dalam UUTPK "89" sedangkan KUHP menggunakan. sistem
maksimum khusus; penggunaan sistemt minlmum Khusus yang
dianut UUTPK "99" bertujuan untuk mengurangl adanya disparitas
pidana,

2) penggunaan sistem absolut, yaitu untuk setiap tindak pldaha
ditetapkan bobotnya sendiri mengenai éncaman pidananya yang
berbeda dengan UUTPK "71* yang menggunakan sistem relatif;
namun UUTPK "99" tidak ada kejelasan pengaturan masalah

peringanan pidana dan pemberatan pidana.

. UUTPK "99" mengakui korporasi sebagai subjek hukum tindak

pidana korupsi. Hal inl dengan pertimbangan bahwa korupsl yang
terjadi juga banyak melibatkan korporasi, disamping itu akibat
keruglan yang dtimbulkan olgh korporast bernilal leblh tinggl.
Penjatuhan sanksi pidana antara korporasi dengan orang sebagai
subjek hukum tindak pidana korupsi tidak sama, karena pada
dasarnya korporasi tidak dapat dipidana berupa pidana penjara,
melainkan hanya pidana denda dan pidana tambahan. Oleh karena
itu pertanggunglawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

suatu korporasi dapat dipilah menjadi 3 sistem, yaltu :
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1) pengurus korporasi sebagal pembuat dan penguruslah yang
bertanggungjawab,

2) korporasi  sebagai pembuat dan  penguruslah  yang
bertanggungjawab,

3) korporasi  sebagal pembuat dan  Kkorporasi  yanhg

bertanggungjawab.

2. Penerapan hukum dari kebijakan formulasi UUTPK "99* ternyata

terdapat beberapa kendala atau hambatan, sehingga belum banyak

perkara vang diproses =ciaa*ngem menggunakan UUTPK “09".

Kendala atau hambatan tfersebut dapal menyangkut masalah

perumusan tindak pidana korupsi itu sendiri yang tidak mengatur

secara jelas ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum KUHP,
serta beberapa kendala atau hambatan mengenat :

a) Polemik penerapan Pasal 1 Ayat (2) KUHP sehubungan dengan tidak
adanya aturan peralihan yang dianggap dapat menimbulkan
kesuiitan dalam penegakén hukum,

b) Tidak adanya kepastian lembaga penyidik tindak pidana korupsi,
sehingga mempengarul proses pemeriksaan tindak pidana Korupsi
itu sendir,

¢) Tidak adanya ketentuan tentang aturan pelaksanaan pidana penjara

sebagai pengganti uang pengganti kerugian negara.
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B. SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka

saran yang dapat diajukan adalah :

1.

b

Periu adanya perubahan terhadap UUTPK *99*, antara lain :

a. perumusan tindak pidana yang dilakukan setelah tindak pidana
korupsi terjadi, seperti tindak pidana money laundering,
menginvestasikan dana hasil korupsi dan menghibahkan uang hasil
korupsi.

b. pengaturan tersendiri ketentuan umum yahg ményifﬁpang dari
KUHP, seperti ketentuan mengenal penerapé‘n pembantuan,
percobaan, permufakatan jahat, concursus, daluwarsa, pelaksahaan
pidana, peringanan dan pemberatan pidana termasuk penegasan
pembagian kualifikas! delik berupa Kejahatan dan Pelanggaran,

Perly untuk membentuk suatu perundang-undangan hukum pidana

yang bersifat umum dan undéng—undang tindak pidana korupsi

sebagal peraturan hukum pidana khusus yang mempunyal sinkronisast
antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, termasuk
pengaturan secara jelas mengenal lembaga mana yang dapat

melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.
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